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MOTTO

Jadilah umat yang terbaik dengan jalan selalu berbuat baik dan mengajak
kepada kebaikan, dan mencegah pada kemungkangkaran. (disarikah dari Al

Qur’an)

Jika ingin menjadi orang yang mulia maka carilah kemuliaan disisi

Tuhanmu niscaya kau akan memperoleh kemuliaan disisi manusia.

Jika ingin memperoleh kebahagiaan di dunia maka capailah dengan ilmu,
jika ingin memperoleh kebahagiaan di akherat maka capailah dengan ilmu
-«an jika-ingin memperoleh-kebahagiaan -di-dunia dan-di -akherat- capailah

dengan ilmu. ( Al Hadits)

- Kupersembahkan tulisan ini untuk orang—oréng yang péduli- terhadap penderitaan orang

lain serta orang-orang yang suka berlaku adil dan selalu memperj uangka__n keadilan. .




ABSTRAK

KUHP yang sekarang berlaku adalah KUHP pening'galan pemerintah Hindia
Belanda yang mempunyai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa
Indonesia. Disamping itu karena usia KUHP yang sudah cukup lama menyebabkan
periu diadakan pembaharuan atau perubahan kembali. Perubahan atau pembaharuan
KUHP ini tidak terlepas dari upaya pembentukan. sistem hukum nasional guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mencegah dan atau
menanggulangi terjadinya kejahatan

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam kcbljakan hukum
pidana nasioanal sekarang dan untuk masa yang akan datang adalah masalah yang
berkaitan dengan perlindungan terhadap para korban kejahatan. Selama ini yang
menjadi perhatian adalah perlindungan masyarakat serta bagaimana membina dan
memperbaiki si pelaku kejahatan sedangkan korban kejhatan tetap mengalami

.penderitaan -tampa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam. penegakan.

hukum pidana.
.-Penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan yaitu dengan mempelajari
kebijakan hukum baik kebijakan formulasi maupun kebijakan aplikatif dengan

menggunakan data kepustakan serta primer berupa hasil wawancara dengan.aparat

penegak hukum dan dengan para korban kejahatan kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa KUHP yang berlaku sekarang belum
memberikan perhatian pada korban kejahatan dan masih terlalu. besar memberikan
perhatian pada pelaku kejahatan sementara itu ketentuan-ketentuan pidana Khusus
diluar KUHP telah mulai memberikan perhatian pada kepentingan korban kejahatan
dengan mencantumkan ganti sebagai salah satu pidana.

Karena lemahnya kebijakan formulasi dalam KUHP sekarang menyebabkan
kebijakan aplikatif tidak atau kurang menberikan perhatian pada petlindungan
kepentingan korban berupa perintah untuk membenkan ganti rugi pada korban
kejahatan.

Besarnya perhatian dari ilmuwan hukum pidana serta: masyarakat terhadap
perlindungan korban kejahatan harus menjadi landasan pemikiran untuk memberikan
perhatian terhadap Korban dalam pembentukan hukum pidana yang akan datang
dengan cara miemperluas kemungkinan untuk memperoleh ganti rugi baik dari pelaku
maupun dari negara serta perlunya pengaturan hak-hak dari korban kejahatan. ]

Guna melindungi kepentingan korban aat sekarang perlu diadakan perubahan
KUHP secara parsial yaitu mengadakan perubahan terhadap pasal 10 KUHP dengan
menambahkan ganti- rugi pada korban sebagai salah satu Jenis pldana serta:
penggunaan pidana denda sebagai ganti Lerug;an kepada korban.



ABSTRACT

Criminal Code which is still valid now is the criminal code inheritance from
Netherlands East Indies goverenment which has different ideology and philosophy
from Indonesian. Besides, because of the age of those Criminal Code is old enough
caused need to create renewal or regeneration one. The renewal or regeneration of
Criminal Code is not apart from the obtain to establish national system law in order to
realize the prosperous life of society with the way to prevent and or to cope with the
crime outcome.

One of the factors which is need to have pay attention on the present and
future national criminal law policy is the problem which is related is to the protection
of crime victims. Up till now the attention in the form society protection and how to
establish and improve the crime whereas the victims still feel suffer without having
right to get protection on criminal law enforcement.

This. research is using policy aproaches that is, by studying law policy both
formulation policy or applicative policy by using the literature data and primary data
in the form of interview results with oficial of law enforcement and the crime victims
then analized by using qualitative analizes method.

The research fundings shows that the valid Criminal Code now has not paid
attention to crime victims-yet meanwhile the special criminal ‘Teguations ‘outer part of
Criminal Code has began to pay much attention to the crime victims by including the
restitution as one of criminal type.

Because of the weekness of formulation policy on valid Criminal Code now
caused the applicative policy has not or less paid attention to protection need of crime
victim in the form of order to give compensation to crime victims.

- Huge attention are given by criminal law scholar and society to the prevention
of crime victims must be an idiology to pay attention to the victims on creating the
next criminal law with the way to extend the chance of having compensation both
from crime and country and the need to arrange the rights of crime victims.

For protecting the crime victims needs, righ now is needed to make a renewal
Criminal Code partialy or renewal the section 10 of Criminal Code by adding the
compensation to victims as one the criminal types and the implementation of fine as
the compensation to the victims.
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BAB I
PENDAHULUAN

| A. Latar Belakang Masalah !

Suatu bangsa yang merdeka tidak saja harus terlepas dari penjajahan

secara politik dari bangsa asing tetapi juga harus mampu membebaskan diri

dari penggunaan instrumen-instrumen politik bangsa asing tersebut dan salah
satu instrumen politik tersebut adalah peraturan-peraturan hukum. Suatu
kemerdekaan belum ‘mempunyai arti yang sesungguhnya jika suatu bangsa
— ﬁlasih menggunakan instrumen—ins-trumeﬁ polotik dari negara lain yang tidak
sesuai dengan jiwa dan kepribadian sendiri. Penjajahan pada hakekatnya
merupakan bentuk-bentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan,
atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang
lain.'
Proses pembangunan sekarang ini merupakan -usaha “untuk
melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang berusaha untuk

tetap menguasai bangsa Indonesia baik secara.politik, ekonomi maupun sosial

‘ b_udayaf Salah satu aspek dart pembangunan itu adalah pembanguﬁan dibidang
hukunz.
Semua perencanaan pembangunan hukum bertujuan  untuk

.mempercepélt dan meningkatkan® kegiatan pembaharuan dan pembentukan

"' 'Barda Nawawi Arief, Masalah Pemgakan Hukum Dan Kebijakan Penanggnlcmgan chaha!an
L o - Program Magtster Ilmu Hukum UNDIP Semarang; 2000, hal. 9




sistem hukum nasional dalam segala aspeknya, menjamin kelestarian dan
integritas bangsa serta memberikan patokan, pengarahan dan dorongan dalam
perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasita dan UUD 1945. Hal ini berhubungan dengan
pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari
bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertenty
dapat dikatakan, bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi
dari peradabén bangsa itu.

Pancasila yang telah diterima sebagai dasar negara harus dijadikan
dasar atau kerangka acuan dalam setiap usaha mewujudkan cita-cita bangsa
seperti yang tertuang dailam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
termasuk sebagai dasar dalam setiap usaha pembangunan dan pembentﬁkan
hukum nasioanal sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan
masyarakat baik di tingkat nastoanal maupun di tingkat internasioanal.

Dengan demikian hukum yang diciptakan itu merupakan cerminan

dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain

pengaturan dalam hukum termasuk juga dalam hukum pidana: merupakan

pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana . hukum itu

'befkembang dan merupakan hal vang sangat penting bahwa seluruh bangunan -

hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan kons.isiten3

* Sudarto, Swaty Dilema Dalam Pembaharuan Sistim, Pidana Indonesia, {Pldato Pengukuhan
Sébagai Guru Besar), Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP Semarang,

1974, hal. 2
* Sudarto, Hukum Pidana dan PerkembanganMasyarakal Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 63.
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Pada saat-saat sekarang ini sedang hangat dibicarakan masalah
pembaharuan hukum pidana nasioanal terutama menyangkut pembentukan
KUHP nasioanl untuk menggantikan KUHP {WvS) peninggalan pemerintahan
kolonial yang diberlakukan sejak proklamasi _kemerdekaan dengan maksud
untuk menjaga kekosongan hukum setelah Indonesia menyatakan diri sebagai
suatu negara merdeka. Pembentukan KUHP nasioanal untuk menggantikan

.KUHP (WvS) yang kini berlaku menjadi sangat mendesak karena disadari

bahwa setelah lebih dari lima puluh tahun Indonesia merdeka masih
menggunakan hukum pidana yang diciptakan oleh bangsa lain yang
‘mempuny.ai falsafah dan pandangan hidup yang berbeda dengan falsafah dan
pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Dalam rangka pembentukan KUHP nasioanal baik dalam

menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun

dalam rangka menentukan pidana apa yang diancamkan, maka harus difahami

bahwa semua itu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang lebih besar
yaitu mencalpai kesejahteraan masyarakat yang-dalam hal ini dengan sarana
hukum pidana yaitu dengan jalan mencegah atau menanggulangi terjadinya

kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief', Kebijakan atau upaya

penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian ‘integTal dari

upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat ,(socic-zl welfare). Oleh karena 1tu 'dapat dikatakan,

% Barda Nawawi Arief; Bwrga Rampai Kely_yakau Hudeun: Pidana, PT CITRA ADITYA BAKT],
Bandung, 1996, hal. 2. -




bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Dalam rangka perubahan atau pembaharuan KUHP, Sudarto
mengemukakan adanya tiga alasan urgensi diperbaharuinya KUHP® yaitu:
alasan politik, sosiologis dan alasan praktis (kebutuhan dalam praktek).
Dipandang dari sudut politik, Negara Republik Indonesia yang sudah merdeka
adalah wajar mempunyai KUHP sendiri. KUHP yang diciptakan oleh bangsa
sendiri bisa dipandang sebagai lambang dan merupakan kebanggaan dari
bangsa yang bersangkutan yang telah mampu melepaskan diri dari pengaruh
negara penjajah. KUHP dari suatu negara yang “dipaksakan” untuk
diperlakukan di negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan
oleh negara yang membuat KUHP tersebut. Dipandang dari sudut sosiologis
bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari idiologi
politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-
nilai sosial dan budaya dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan
hukum pidaﬁa. Dipandat_lg dari sudut praktek sehari-hari, tidék bat_lyak orang
menyadari sekarang ini, bahwa teks resmi dari KUHP kité a;dalah tetap teks
yang ditulis dalam bahsﬁ Belanda. Teks yang tercantum dalém KUHP yang
disusun oleh Moeljatno, oleh R.So’es.inlo dan Igin-_lain itu merupakan
terﬁemahan ‘fpaftikelir” dén Bukan terjeiin'ahva'n resmi yang disqhka;l oleh sua.tu '

undang-undang.

? Sudarto, Op-cit, hal.66-68




‘Semgntara itu Muladi mengatakan® bahwa kajian yang
komprehensif tak kalah pentingnya adalah alasan adaptif, yaitu KUHP
nasional di masa-masa rﬁendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan 7baru, ' khususnya perkembangan internasional yang sudah
disepakati oleh masyarakat yang beradab.

Alasan adaptif seperti yang dikemukakan oleh Muladi di atas
memang tidak dikesampingkan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana
kita dan harus menjadi perhatian oleh karena perkembangan pemikiran
tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan semakin banyak mendapat
perhatian dunia internasional. Salah satu aspek yang mendapat perhatian
internasional adalah menyangkut perhatian dan perlindungan korban

kejahatan. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam sidang umum PBB tanggal
15 Desember 1985 telah diterima resolusi tentang Declaration of Basic
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Dalam Pasal 6.
deklarasi tersebut dinyatakan bahwa: The responsiveness of judicial and
ad.ministratigre processes to the needs of victimsshould be facilitatet by:
a.
b. Allowing the views and concerns of victims to be presented and
concidered at appropriate rslc;rges of the proceedings where their personal

interest and concistent with the relevan national criminal justice system’ .

" ® Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang Pidato Pengukuhan sebagai
Guru Besar llmu Hukum UNDIP, Semarang 24 Peberuari 1990, hal. 3~

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief: Bunga Rampai Hukum Pfdana Alumm Bandung, 1992,

" hal.85-86.- .




Selanjtnya dalam upaya pencegahan kejahatan harus dilakukan
secara terpadu atau secara integral/sistemik yang antara lain menurut Barda
Nawawi Arief® adalah keterpaduan antara “frectment of offenders” dan
treatment of the victim” yang dﬁlam Kongres PBB ke-7 dikatakan “Victim's
right should be perceived as an integral part/aspect of the total criminal
Justice system”.

Perkembangan golabal sekarang ini mengharuskan kita untuk tetap
memberikan perhatian pada penanggulangan kejahatan, penegakan hukum

- pidana yang berorientasi pada si pelaku kejahatan pada satu pihak dan pada
dirt korban kejahatan pada pihak lainnya.

- Adalah suatu hal yang tidak adil jika penegakan hukum pidana
hanya memberikan perhatian pada si pelaku kejahatan (offenders) sementara
orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dar suatu kejahatan tidak
atau kurang mendapat perhatian. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan dari
diadakannya atau diciptakannya. aturan hukum pidana yang bermaksud untuk
memberikaﬂ perlindungan pacia, mz_isyarakat agar tidak menjadi korban
kejahatan, Jika rumusan delikr yair;g terdapat dalam suatu peraturan perundang-
unda;lgan hukum pidana dimakéudkan untuk menjelaskan perbuatan apa yang
tidak boleh dilakukan yang jika dilanggar akan dikenai _sahksi pidana. daﬁ hal
.itu dilakukén ‘uhtuk perlindﬁngan mésyarakat, ;naka‘, Sl-,ld.ak- s'eharusnya apabila

‘ éetelah terjadi- suatu kejhat.;:l.n yang menimbu]l;an-.kémgién pédé r_sa-lah satu

anggota masyarakat, hukum pidana masih terus memberikan perlindungannya

¥ Barda Nawawi ArlefMasalah Penegakan Hukum dapn Kebyalmn Penanggulangan Kejahatan,
Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 2000, hal 83. -




dengan cara mengatur pemberian ganti rugi atau pemulihan hak-hak
masyarakat (korban) yang telah dirusak oleh adanya suatu kejahatan.
Sebagai bahan perbandingan, masalah perlindungan korban dikenal
“pula dalam hukum Islam yaitu berupa pemberian ganti rugi pada keluarga
korban yang‘di dalam Islam dikenal dengan pembayaran Diyat sebagai ganti
hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang tidak disengaja dengan syarat
keluarga korban mau menerima Diyat serta memberikan maaf pada si pelaku.
Hal ini terlihat antara lain dalam surat Al Bagarah ayat 177 yang artinya “ Hai
orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishas berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat
suatu pemaafan dari saudaranya, hendakiah (yang memaafkan) mengikuti
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (Diyat)
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik.@ula). Yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa
 yang melam;.oui batas sesuadah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.
Dari ayat Al Qur’an tersebut di atas terlihat b_ahwa pemberian ganti
kerugian kepada keluarga korban merupakan keharusan Cialam hukum Islam
sepanjang keluarga korban memberi  maaf rpada pelaku kejah'atétn _
(peinbu‘nuhan yang ticiak dise_:ngaj‘a). . Sistem hukum Ié;larﬁ_ yang séc-ar;a'
—konsaf)tual meinbelrika_m perhatian pada kepentingan korban at‘;:lu ahli warisnya
dapat dijadikan rujukan; dalam pengembangan ilmu hukufn pidana maupun

_ dalam pembentukan KUHP nasional yang ba_lni. Dalam pengembangan ilimu




hukum pidana saat ini, pendidikan tinggi hukum menghadapi tugas ganda
yang “dilematis”. Di satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan “pendidikan
hukum profesional” (“profesional law education”) yang dapat menghasilkan
sarjana  hukum  profesional yang memiliki kemampuan dan
kemahiran/keterampilan hukum dalam menguasai hukum positif, tetapi dilain
pihak ditutntut pula mengembangkan tugas keilmuan dan tugas nasional untuk
melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum nasional.” Artinya, secara
ilmiah tidak ada keberatan untuk merujuk pada pidana Islam karena dapat
menjadi alternatif pemikiran dalam usaha memberikan perlindungan korban
atau keluarganya.

Dalam KUHP yang b_erlaku sekarang ini tidak ditemui adanya
pengaturan tentang pemberian ganti rugi pada korban kejahatan baik sebagai
pidana pokok maupun sebégai pidana tambahan. Kemungkinan adanya
pemberian ganti rugi pada korban atau keluarganya hanya ada apabila hakim
menjatuhkan pidana bersyarat dan dalam putusan hakim tersebut dicantumkan
pemberiaﬁ ganti rugi kepada korban sebagai salah satu syarat yang harus
diiaksaﬁakan oleh terpidana. |

Kemungkinan lain untuk ﬁemperoleh ganti kerugian baéi korban

' atau, keluarganya dalam peneaakan Hukum pidanz; adalah dengan,mengajukan
pcrmohonan penggabungan ganu keruglan kedalam proses pemerlksaan

perkara pldana atau kalau terjadl salah tangkap atau salah tahan oleh aparat

? Bardz-i Nawawi Arief, Bebebrapa Aspek Pengembangan Hmu Hukum Pidana (Menyongsong .
Generasi Baru Hukuin Pidana Indonesid), Pidato Pengukahan Gum Besar Dalam [lmu Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang 1994, hal. 10.




penegakan hukum, maka korban atau keluarganya dapat mengajukan
permohonan pemberian ganti rugi melalui proses praperadilan.

Pengaturan pemberian ganti rugi yang sangat sederhana baik dalam
KUHP maupun dalam KUHAP yang berlaku sekarang menunjukan fidak ada
atau kuragnya perhatian sisiem peradilan pidana terhadap korban yang telah
menderita sebagai akibat dari adanya suatu kejahatan.

Dibandingkan dengan di negara-negara lain, pengaturan. pemberian
ganti rugi kepada korban memang dapat dikatakan masih sangat ketinggalan.
Tetapi untuk pengaturan pemberian gant-i rugi dalam perundang-undangan di
luar KUHP telah ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang pemberian
ganti rugi kepada korban sebagai pidana tambahan ataupun sebagai salah satu
tindakan tata tertib yang harus dilakukan oleh terpidana.

Oleh karena itu dalam rangka pembabaruan hukum pidana pada
umumnya dan pembentukan KUHP nasional khususnya, masalah

perlindungan korban terutama yang menyangkut pemberian ganti rugi kepada

korban perl.u mendapat perhatian yang sewajarnya. Dengan memberikan

perhatian yang besar kepada korban kejahatan maka akan meminimalkan
kemungkinan terjadinya korban kedua kali (victim secondary) bagi seseorang.

Selain dari itu dengan memberikan perlindungan yang memadai kepgda

korban kejahatan maka sesungguhnya hukum{ f)iddna telah ikut ‘membantu-

terwujudnya kesejahteraan -masyarakat dengan jalai meminimalkan

- penderitaan para korban kejahatan.
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Dalam konsep KUHP nasinal yang baru terlihat adanya kemajuan
'dalam memberikan perlindungan dan perhatian kepada korban kejahatan yaitu
dengan diaturnya pemberian ganti rugi untuk korban. Jika dibandingkan
dengan KUHP yang berlaku sekarang yang tidak memasukan pemberian ganti ‘
rugi pada korban sebagai salah satu jenis pidana baik sebagai pidana pokok
maupun sebagai pidana tambahan, maka dalam Konsep KUHP Nasioanal
tahun 2000 terlihat adanya pengaturan pemberian ganti rugi pada.korban
sebagai salah satu pidana meskipun masih bersifat pidana tambahan.
Mengingat pentingnya memberikan perhatian pada icorban kejahatan,
maka dalam rangka pembentuké.n KUHP Nasional, memang masalah
perlindungan pada korban kejahatan perlu pengaturan yang memadai untuk
" membantu memulihkan kondisi sosial ekonomi para korban kejahatan serta
untuk dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana
serta untuk memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam penjatuhan pidana seperti
yang tercantﬁm dalam Konsép KUHP tahun 2000.
_ Perhatian pada perlindungan korbén dalam proses penyelesaian
pérkéra pidana tidak saja penting ,b-agi korban dan keluarganya semata tetapi
: jugé untuk kei:éntingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan
-pénén;ggulangan kejahatan ,disatu_s;si dan disisi yang lain untuk kepentingan
- pelaicu kéjaha_ta;n itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah l—)erbuat‘baik kepada
k;:)rbannya_.akan lebih quah_pembinaannya karena dengan demikiaﬁ pelak_u

telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda ya_ing_
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diakibatkan oleh kejahatannya.'® Selanjutnya dikatakan bahwa penjatuhan
pidana berupa kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban akan
mengembangkan tanggung-jawab pelaku karend dalam pelaksanaannya
~dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku. |

Dari sudut pandang masyarakat, pe_njatﬁhan pidana serupa ini juga |
akan menanamkan kesan bahwa pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana tetapi
juga telah membayar “untungnya” dalam bentuk perbuatan baik terhadap
‘korbannya. Kesan seperti ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk
menerima kembali kehadiran pelaku tersebut di tengah—ten_gah masyarakat.
Sikap masyarakat seperti ini pada akhimya akan memupuk dan
mengembalikan kepercayaan diri si pelaku kejahatan sebagai salah satu syarat
dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik dikemudian hari.

Dengan demikian penjatuhan pidana yang berorientasi pada
kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku tetapi
sebaliknya mempercepat proses rehabilifasi pada pelaku apalagi pidana yang
dijatuhkan lyang berupa pemulihan :hak—h_zik “korban kejahatan dapat
- dipertimbangkan untuk mem'adakan pef;ial-tuhan pidana penjara pendek..

| Dalam proses penegakan hukuﬁ pidana paling sedikit ada dua pihak
yang terkait di dalam.r_lyai yaitu pihak pelaku tvindak pidana (oﬁ‘gn-ders) dan
pihak— koﬁnan kejaﬁafaﬁ (victims). Oléh' karen;J. itu-maka- ked-uav pihék- tersebut
harus mendapat perhatian seimbang. Dengan kerangka pemlklran yang-

demikian maka dalam proses penyelesalan perkara pldana tidak ada -pibak

' Andi Mattalatta,dalam J.E- Sahatapy Vzcnmolog: Sebuah Bunga Rampai Pustaka Sinar .

Harapan, Jakarta, 1987, hal. 43
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yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana
maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam

masyarakat. '

. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah kebijakan formulasi dalam hukum pidana positif saat ini telah
mencerminkan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan.
2. Bagaimanakah kebijakan aplikatif sistem peradilan pidana dalam
mewujudkan pemberian ganti rugi pada korban kejahatan.
3. Bagaimana prospek pengaturan perlindungan korban kejahatan dalam
hukum pidana yang akan datang.
Untuk menghindari terjadinya pembiasan dalam penelitian ini, maka
permasalahan tersebut di atas perlu diben batasan-batasan sebagai berikut:
‘Peﬁnasalahan pertama dalam penelitian im1 akan ditekankan pada
penelitian yang bérsifat normatif yaitu dengan meneliti tentang peraturan
pe_rundaﬁg—undangan pidana positif yang mengatur tentang perlindungan
‘terhadap korban kejahatan, Di samping itu akan diteliti bagé;im-ana hubu'ngar;
kebijaka;l f(;rniulasi vang ada sekarang dengan k@tentuan_ yang terdapat fialar_n
KUHP. Dengan demikian yané ditelit_i bukan éaja ketetuaﬁ yang ada dalam

KUHP tetapi juga ketentuan-ketentuan lain yang ada di luar KUHP.




Permasalahan kedua, penelitian akan ditekankan pada praktek
penegakan hukum khususnya terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan
sanksi pidana berupa perintah pemberian ganti rugi tintuk korban kejahatan.

Permasalan ketiga akan ditekankan pada masalah-masalah yang
menyangkut pengaturan perlindungan korban dimﬁsa yang akan datang baik
dalam kebijakan kriminalisasi (penentuan perbuatan pidana), pertanggung-

jawaban pidana (kesalahan) maupun dalam penentuan pidana.

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kebijakan . formulasi/legislatif dalam memberikan
perlindungan terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana positif
Indonesia.

2. Untuk mengetahni apakah dalam penegakan hukum pidana telah
memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan pada korban

kejahatan.

[F5]

. Untuk mengetahui prospek pengaturan perlindungan terhadap korban

kejahatan dalam hukum pidana nasional dimasa yang akan datang:

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: -
i. Secara teoritis, diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu-

pengetahuan"hukum _péda umumnya -dan khususnya untuk menambah
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referensi tentang perlindungan korban kejahatan dalam penegakan hukum
pidana
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberi
kontribusi pemikiran bagi para perancang KUHP nasional serta bagi para
anggota legislatif dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Di
samping itu penelitian ini diharapkan berguna juga bagi praktisi hukum
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan

dengan usaha-usaha memberikan perlindungan pada korban kejahatan.

E. Kerangka femikiran
Perubahan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia terutama
hukum pidana materil (substantif) merupakan hal yang penting dan mendasar

karena hukum pidana (KUHP) yang berlaku sekarang merupakan hukum

pidana peninggalan jaman kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi Indonesia yang sudah lebih dari lima puluh tahun merdeka. Di
- samping itﬁ KUHP yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang. terjadi baik di _tingkat nasional maupun tingkat
inter_nasionél.
. Pembaharuan hukum yang dilakukan itu‘sudah barang tentu harus
sej_alander-lgar-l politik hukum bangsa Indonesia dan tuj&ann)}a tidak l_)1:sa .
| - : '_ ' d_ilepaskan dengan tujuan yang héndak d_icapai oleh bangsa Indonesia seperti _

~_yang_tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungt bangsa
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Indonesia dari segala tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan

seluruh bangsa Indonesia.

Hakekat dari pembaharuan hukum pidarta, jika dilihat dari sudut
pendekatan kebijakan maka menurut Barda Nawawi Arief mengandung
pengertian'';

a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada
hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-
masalah sosial (termasuk .masalah kemanusiaan) dalam rangka
mencapai/menunjang tijuan nasioanal (kesejahteraan masyarakat -dan
sebagainya.

b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada
hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat
(khususnya upaya perlindungan fnasyarakat).

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum
pidana pada.hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui

_ substansi hulfu_nﬂ (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan
penegakan hukum

Dengaﬁ kebijakan yang denﬁkian, pembaharuan  hukum pidéma
merupakan upaya yang terpadu dan ményeluruh Qalém bidang Hukum

7 “pidana daiam upé,ya .men(;apai- -tpj'uén_ nasional vaitu mewujud‘kan

- kesejahteraan mésyarakat dengan cara pencegahah -_kéjahatan, dan salah satu .

' Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijdkan Hitkwum Piddna, O;.).Cit. hal. 31.
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jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaharui substansi hukum
(hukum pidana materil) dalam rang mengefektifkan penegakan hukum.
Dalam rangka memperbaharui hukum pidana materil, Marc Ancel
menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen
“Criminologi”, “Criminal Law” dan “ Penal Policy”. Selanjtnya dikatakan
bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya
mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif
dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya
kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang
menerapkan undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana
putusan pengadilan.'” Dengan demikian masalah pembahruan hukum pidana
tidak terlepas dari masalah perumusan delik dalam undang-undang
(menyangkut kebijakan legislatif), penerapan dari undang-undang tersebut
(kebijakan aplikatif) dan pelaksanaan dan keputusan pengadilan (kebijakan
administrasi/ eksekusi).
| Di sarhping itu dari isi/norma yang akan diatur, perlu dikembangkan
}(ajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana
(seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan kasth sa&ang
antar sesama manusia), dan yang lébih penting lagi adalah dikembangkannya
nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) Iatau n_ilai—ni_lai kehid_upan- kebangsaan
_yang_ dicita-citakan oleh masyara_katfbangéa Indonesia. Dalarp hal demikian,

jika yang dikehendaki itu adalah sistem hukum Pancasila, “maka

12 Marc Ancel, dalam Barda Nawawi Arief, ibid. hal. 23.
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sepatutnyalah dikajidan dikembangkan Sistemm Hukum Pidana (yang
mengandung _nilai—nilai) Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi
pada nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang
ber’kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang mengandung
nilai-pilai “persatuan”, hukum pidana yang dijiwai “kerakyatan vyang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan”, dan hukum
pidana yang ber-“keadilan sosial”."?

Pendekatan kebijakan dan pendeicatan nilai inilah yahg akan
menentukan berhasil atau tidaknya tujuan hukum pidana dapat diwujudkan,
karena di délamnya tercakup segala aspek po]itik hukum, politik kriminal,
dan politik sosial.

Sementara itu Sudarto melihat politik kriminal bukan saja masalah
penanggulangan kejahatan yang hanya berfokus pada pembentukan peraturan
perundang-undangan saja melainkan juga menyangkut aktifitas apafat
penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan
tersebut. Sudarto mengatakan'® Politik kriminal secara singkat dapat diartikén
sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggﬁlangi kejahatan.
Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pldana aktivitas dari
kepolisian, keJaksaan pengadllan dan aparat eksekusi, di samping usaha-

usaha yang tldak menggunakan (hukum) pidana.

13 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan limu Hukum Pidana (menyongsong
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Bear Dalam Timu Hukum
UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994, hal.30.

" Sudarto Kapita Selekta Hukum Pidana; Alumni, Bandung, 1986 hal. 73
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Dengan melihat pemikiran-pemikiran yang berkembang di atas,
maka perhbaharuan hukum pidana diarahkan untuk menunjang tujuan
nasional deng;m menggunakan kebyakan sosial, menunjang upaya
perlindunéan masyarakat dengan penanggulangan kejahatan dan dengan
;Ipaya memperbaharui substanst hukum guna mengefektifkan penegakan
hukum.

Bertolak dan hal tersebut di atas, maka masalah pembentukan
hukum pidana tidak cukup hanya memperhatikan perlindungan masyarakat
dalam pengertian umum di satu sisi dan disisi lain pada saat penerapan
pidana hanya memperhatikan kepentingan dan pembinaan terhadap pelaku
(offenders) melainkan juga harus memperhatikan kepentingan korban
kejahatan (victims). Dalam kaitannya dengan ini Jimly Asshiddigie
mengatakan bahwa setiap kali terjadi pelanggaran hukum, maka ada pihak-
pihak yang dilanggar haknyai dan pula pihak-pihak mqlanggar kewajibannya.
Apabila proses peradilan pidana dimaksﬁdk_an untuki ibe?ar—benay
menagguiarigi masalah kejahatan sebagai masalah sosial, m'aka' ke_ditla pih.';l(l,
yaitu pelaku dan korban_ mau tidak mau harusiah sama-sama diperhatikan
sesuai dengan peranan mereka masing-masing dalam proses. peradilan
pidana.”

| Sistem peradilaﬁ pidaﬁa yang berl-aku sekar'zzmg;r memfokuskén dir1

pada pelaku (menyidik; menangkap, mengadili dan ‘mengl_mkum_pelal.{u-) dan

K * Jimly Assiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi 7’['eni‘ang bentuk-bentuk Pidana -
-Dalam - Tradisi Hukum Figh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional,.

- Angkas, Cet. I (Edisi I), Bandung 1995, hal. 183. - _ B
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kurang sekali memperhatikan korban. Yang acap kali terjadi, adalah
bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah
“trauma”nya dan meningkatkan rasa ketidakberdayaan serta frustasinya
karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. 16
' Selanjutnya dikatakan oleh Boy Mardjono Reksodiputro, kesadaran
kita bahwa sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu offender-
centered, mengharuskan kita untuk memperbaiki “posisi korban”--dalam
sistem ini, agar apa yang diperolehnya déri proses peradilan pidana itu
tidaklah hanya “kepuasan simbolis™. Di samping itu lemahnya posisi korban
dalam sistem peradilan pidana, ditambah lagi dengan lemahnya perhatian
aparal penegak hukum juga menyebabkan korban akan lebih dirugikan lagi
dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief
berpendapat bahwa, Undang-undang di samping merupakan sarana untuk
mengatur masyarakat, iapun bermaksud mengatur dan membatasi
kewenangan pejabat penegak hukum. Oleh karena i?u, apabila pengalokasian
. wewenang ‘ata'u kei(uasaan oleh undang-undang itu disalahgunakan atau
_diterapkan tidak pada tempatnya, maka wajar dapat menjadi faktor
kriminogen dan sekaligus .ﬁ/iktimogen.17
Proses peradilan pidana yang terlalu besar memperhatikan

kepentingan dan keadilan untuk pelaku tindak pidana akan membawa

kel&eceﬁvaan pada masyarakat khususnya kekecewaan-dart pibak korban ‘yang .

16 Boy Mardjono Reksodlputro dalam Sahetapy; Vrct:mo[og7 bebuah Bunga Rampar Op Cit. Hal .

- 103
17 Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arlef I‘eon—teorr dan Kebyakan ’

Pidana, Alumni Bandung, 1998, hal. 204. - -
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pada akhirnya baik masyarakat maupun korban akan enggan untuk bekerja

sama dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain aparat penegak

hukum membutuhkan kerjasama masyarakat atau korban baik dalam rangka
mengungkap kejahatan yang telah terjadi maupun dalam rangka penyelesaian
suatu perkara. Selama ini sebagian besar kejahatan dapat terungkap karena
adanya laporan baik dari masyarakat maupun dari korban kejahatan. Oleh
karena itu hak-hak dan kepentingan korban harus juga dijamin dalam proses
penegakan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan korban dapat dilihat
dari dua makna yaitu:'®

a. Pertama dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak
menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau
kepentingan hukum seseorang);

b. Kedua dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitan/kerugian orang yang telah
menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan
korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik

(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (a.l. dengan pema’afan),

- pémberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminar/santunan

“kesejahteraan sosial) da_n sebagainya. .

‘ ‘ . Perlindungan untuk tidak menjadi korban kejahatan merupakan.

| - perlindungan umum kepada seluruh masyarakat yang dilakukan dengan

| - 7 % Barda Nawawi Arief: Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
L Op. Cit. Hal. 60. S _ -
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menjaga ketertiban umum serta mencegah terjadinya kejahatan dalam
masyarakat, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun yang
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas
penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan adalah
perlindungan yang diberikan setelah tefjadinya tindak pidana yang
menimbulkan korban.

Bentuk-bentuk perlinddngan terhadap korban sebagaimana
disebutkan di atas memang harus dipandang sebagai kebutuhan masyarakat
yang harus dipefhatikan dalam rangka penanggulangan kejahatan dan dalam
rangka penegakan hukum karena akan membawa kesejahteran masyarakat.
Tetapi karena perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak menjadi korban
masih bersifat abstrak dalam pengertian belum ada orang yang menjadi
korban kejahai:an sedangkan perlindungan korban setelah terjadinya
kejahatan telah menimbulkan kerugian dan penderitaan, maka dalam
pelaksanaéﬁ sistem peradilan pidana hérus memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh pada ko%ban yang setelah terjadinya kejahatan (korban
konkrit) karena i(orban kejahatan inilah yang sungguh-sungguh menderita
akibat ciari suatu kejahtan.

Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan tidak saja berupa

kerugian pisik/material seperti biaj(a.—b_iaya yang ‘dikeluarka_ﬁ untuk -

penyembuhan luka fisik serta. kemungkinn hilangnya pendapatan atau

keuntungan .yang-mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat
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nonfisik yang susah bahkanm mungkin tidak dapat dinilai dengan uang.
Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan iri
karena kecemasan dan ketakutan, adalah salah satu dari sekian banyak
kerugian nonfisik yang bisa timbul. 1
Menurut Arif Gosita tidak dipenuhinya kepentingan korban dalam
tindak pidana yang dapat dilihat pada putusan pengadilan pidana yang tidak
memuat keputusan mengenai ganti rugi pada pihak korban tindak pidana,
merupakan suatu indikasi adanya kesadaran hukum palsw/semu karena tidak
-adanya rasa tanggung jawab moral dari mereka yang tersangkut dalam
peradilan pidana.20
Dalam suatu bangsa yang mempunyai rasa. kemanusiaan yang tinggi
(sesuai dengan sila Kemanusian yang adil dan beradab), perlindungan korban
seharusnya mendapat perhatian yang besar oleh karena disadari bahwa jangan
sampai seorang menjadi menderita karena terjadinya suatu tindak
pidana, tanpa mendapat perhatian dan perlindungan dalam proses peradiian
pidana, bahkan seharusnya korban 1r_16ndapat perhatian dari masyarakat dan
negara. Pendekatan kemanusiaan harus dikedepankan bagi pelaku tin&ak
pidana (offenders) maﬁpun terhadap. korban (victims). Hukum pidana jﬁga
tidak benar apabila hanya memperhati}can si pelaku .saja ( dade_mrfaﬁtech), _
seBab dengan démikian penérapan hukwﬁ pidana akéﬁ Bérkesan meménjakan

. penjahat dan kurang memperhatikan kepéntingan yang lebih luas; yaitu

1% Andi Mattalatta, Op.Cit. hal. 36. - A
0 Arif Gosita® Masalah Korban Kejahatan (Kumpu!an Karangan), Akademika Pressmdo J akarta,

1983, hal: 126.
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kepentingan mésyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak

pidana.*’ Sementara itu dalam Resolusi PBR No. 40/34 tanggal 15 Desember

1985, tentang Declaration of Basic Principles of Justice, for Victims of Crime

and Abuse of 1"ower, khususnyg yang menyangkut korban kejahatan, PBB

menganjurkan sedikitnya memperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil
(Access to justice and fair treatment);

2. Pembayarén ganti rugi (restitution) oleh pelaku tindak pidana pada korban,
keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban;
ganti kerugian im sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana
dalam perundang-undangan yang berlaku;

3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan
(compensation} finansial kepada korban, keluarga atau mercka yang
menjadi tanggungan korban;

4. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban baik melalui
negara, -s;-ukarela\%)an maupun niasya.rakat22

Per_hatian terhadap korban kejahatan tersebut sangat penting,
mengingat sampai saat ini korban kejahatan hanya berkedudukan sebagai
saksi korban dan kurang mendapatkan perlakuan yéng memadai dalam sistem
peradilan pidana. Perlakuan yang adil terhadap korban sesuai dengan ko_nsep-

solodaritas dan kesetiakawanan sosial di kalahgan bangsa kita®. Sementara

Y Muladi: Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuhan Gm u
Besar Fakulias Hukum UNDIP Semamng) Badan Penerbit UND]P Semarang, 1 990. Hal. 8.

- Dikutip dalam Muladj, Ibid, hal.164.”

. ® Muladi, Loe.Cit. -
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itu Sudarto sangat setuju dengan adanya perlindungan korban dalam hukum
pidana Indonesia, dengan mengatakan: Mengenai penetapan ganti rugi yang
harus dibayar oleh terhukum kepada korban atau ahli warisnya adalah baik.
Dengan ket_entuan int maka secara diam-diam sifai hukum pidana agak
bergeser ke sifat keperdataan. Saya tidak mempunyai keberatan sama sekali
terhadap ketentuan itu®*.

Pemberian gantt rugi sebagai wuyjud dan perlindungan kepada
korban dapat menjadi pidana alternatif untuk mengganti pidana penjara
pendek, sebab pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri sedapat mungkin
harus digunakan secara hati-hati. Sehubungan dengan penggunaan hukum
pidana, Nigel Walker mengingatkan beberapa prinsip pémbatas aniara lain
sebagai berikut:?

a. jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan
pembalasan;

b. jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak
merugikén/membahayakan'

c. Jangan menggunakan HP untuk mencapal suatu tujuan yang dapat dicapai

~ secara lebih efektlf dengan sarana-sarana lain yang lebIh ringan;

d. Jangan menggunakan HP apablla keruglan/bahaya yang tlmbui dari pidana |

lebih besar dar1 pada keruglan/bahaya dari perbuatan/tmdak pldana ztu‘

“sendiri;

* Sudarto; Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Prdana Indonesia, Pldato pengukuhan Guru -
Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 24 Desember 1974, hal 23.
25 Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal.141.
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e. larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada
perbuatan yang dicegah; '
f. HP jangan memuat larangan—larangar_t yang tidak mendapat dukungan kuat
dari publik; -
g HP jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat
dilaksanakan/dipaksakan (“Unenforceable”).
Masalah perlindungan korban dalam proses peradilan pidana sudah
menjadi tuntutan masyarakat sekarang ini baik di tingkat nasional maupun di
tingkat global dan oleh karena itu masalah perlindungan korban harus
mendapat perhatian yang lebih besar dalam hukum pidana yang baru nanti.
Perlindungan korban Dalam KHUP yang berlaku sekarang ini ma_sih bersifat
tidak langsung dalam pengertian bahwa KUHP berusaha mencegah
terjadinya tindak pidana kepada masyarakat umum, dalam hal ini dikatakan
oleh Barda Nawawi Arief?® Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat
ini, perlindungan korban lebih rbanyak merupakan “perlindungan abstrak”
atau _perlindungan tidak langsung” artinya, dengan adanya berbag-ai‘
perumusan tindak pidana da_larr_l peraturan perundang-undangan selama ini,
berarti pada hakekatnya _telaﬁ ada perlindungan “in abstracto” secara tidak

_ langsung terhadap berbagai kepentingan-hukum dan hak-hak asasi kérban.

% Barda Nawawi Arief; Bbeberapa Aspek‘Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengem-bbngan
" Hulum Pidana, PT. Citra Aditya Bakvi, Bandung, 1998, hal. 55. ,

UPT-PuSTAC T
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| Mengingat masalah perlindungan korban dalam sistem peradilan
pidana merupakan masalah yang telah mendapat perhatian global, jadi bukan
saja masalah yang menjadi perhatian nasional,’maka sudah sewajarnya

apabila masalah pengaturan perlindungan korban di negara-negara lain

diambil sebagai bahan perbandingan guna merumuskan kebijakan legislatif |

dimasa yang akan datang, terutama dalam sistem hukum yang berfungsi
dengan baik  dalam memecahkan  problema sosial seperti.. kebutuhan

pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan.

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Penelitian tentang kebijakan perlindungan korban dalam
penegakan hukum di Indonesia merupakan penelitian yang berortentasi
pada kebijakan, oleh karena itu pendekatan permasalahannya tidak biéa
dilepaskan dari pendekatan yang bérorientasi pada tujuan, pendekatan
pasional, lpende,katan ekonomis d@ pragmatis serta pendekatan yang

berorientasi pada nilai.”’ Dengan pendekatan kebijakan ini, diharapkan

penegakan hukum pldana di Indonema
Metode pendekatan kebljakan hukum 1ni, dﬂakukan terutama
: denéan pendekatan yuridis normatif. Dalam penehtlan ini hanya dlgunakan

- pendekatana rasional, pendekatan tujuan dan pendekatan nilai.

¥ Barda Nawawi Arief; Kebyakan Legifslalrf Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan p;dana
Penjara, Badan penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal.86.

akan dapat diperoleh gambaran pengaturan perlindungan korban dalam
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Pendekatan yuridis normatif sebagaimana disebutkan di atas
merupakan pendekatan utama, yaitu dengan mengungkap kaidah-kaidah

normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam

merumuskan perlindungan korban dalam proses penegakan hukum pidana,

khususnya dalam perundang—undangan hukum pidana dan aplikasinya di

Indonesia.

_ Jenis dan Sumber Data: Data yang diperlukan dalam penelitian ini.meliputi

data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber pada studi
dokumen dan bahan-bahan pustaka sedangkan data primer digunakan untuk

mendukung data sekunder.

. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penelitian ini yang
utama adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena itu dikategorikan
sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.”®
Data sekunder ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Data lsekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready
made);
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-

peneliti terdahulu;,

3. Data sekunder dapat dip_eroleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu

dan tem_pevl::29

28 Ronny Hanitijo Soemitro; Metodelogi Penelitian Hudam dan Jurimetri, cet. IV, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11. ) ] T

» Soerjono Soekamto-dan Sri Mamudji; Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.
" 1V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 hal. 24. B o
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Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer
yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder
vaitu dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan)
undang-undang, hasil-hasil penelitian dan kegiatan iimiah lainnya serta
pendapat ahli dan ensiklopedi.*

Di samping data sekunder, dalam penelitian ini diperlikan juga
data primer berupa pendapat para hakim mengenai putusan-putusan
pengadilan yang menyangkut perlindungan korban khususnya yang
menyangkut pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Data
ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan aplikasiA
perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana.

3. Metode Analisis Data

-Data vang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data

primer kemudian disaring dan diproses untuk dianalisa dengan
menggunakan metode analisis kualitatif. Penentuan metode analisis
kualitatif | dilandé_si suatu pemikiran bahwa penelitian ini  tidak saja
bermaksud meﬁ_géambarkan data yang telah diperoleh melainkan juga akan
diberikan penjela-sandan uraian terhadai) data yang ada sehing_ga. dapat

_ memb’eri_kan_ argumentasi  tentang -ba_ge;imana pe_rlindungan korban
'diperhatikan Halam pr-oses- pene-gaka-n hukum pidana. Selanjutnya dengan

hasi] pehelitian ini akan diperoleh perﬂikiran yang kdnétruktif dalam upaya -

memformulasikan perlindungan korban dalam hukum pidana nasional

3 Ronn;} Hanitijo Soémitm; Op.Cit. hal. 11-12.-
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dimasa yang akan datang. Di samping itu digunakan juga metode analisis
kwantitatif dalam menganalisa data-data statistik. |
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan penelitian ini dilakukan dengan
rangkaian tulisan yang disusun sebagai berikut:

1. Bab I yang merupakan bab pendahuluan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian korban dan
perlindungan korban, pentingnya perlindungan korban dalam penegakan
hukum pidana dan perkembangan perlindungan korban di beberapa negara
asing.

3. Bab II‘I yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri
dail(i . Formulasi perlindungan korban dalam hukum pidana positif
Indonesia, pelaksanaan perlindungan korban dalam penerapan hukum
pidana serta prospek pengaturan perlindungan korban dalalﬁ hukum
pidana Iﬁdonesia.

4. Bab IV yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA -

A. Pengertian Korban Dan Perlindungan Korban

1. Pengertian Korban

| Berbicara masalah kejahatan dan para pelaku kejahatan berarti
berbicara masalah manusia dan kemanusiaan artinya bahwa dalam kejahatan
itu melibatkan/berhubungan dengan manusia yaitt menusia vang melakukan
k-ejahatan dan manusia.yang menjadi korban dari kejaha{an itu; Hanya saja
yang menjadi sorotan utama selama ini adalah yang menyangkut kepentingan
orang yang melakukan kejahatan (offenders). Perhaﬁan terhadap masalah
mengapa sampai orang melakukan kejahatan dan bagaimana menangani
orang-orang yang telah melakukan kejahatan, menjadi pokok kajian dari para

ahli ‘kriminal (kriminolog) dan banyak dibahas ol¢h para ahli {lmu hukum

pidana. Demikian juga halnya peraturan-peraturan hukum pidana dan dalam

proses - peradilan pidana semuanya berorientasi pada pelaku kejahatan
(offenders oriented).

Adanya perhatian yang besar terhadap pelaku kejahatan seperti yang

" dikemukakan di atas terlihat dengan jelas dalam ketentuan-ketentuan dalam

aturan pidana dalam KUHP serta: dalam ketentuan-keténtuan yang terdapat

dalam hukum acara pidana (KUHAP) orientasiriya adalah agaf para pelaku

' kejahétaﬁ dapat - diadili dan dalam proses peradilan itu hak-hak dari
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tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar oleh aparat yang terlibat
dalam proses peradilan pidana tersebut.

Kenyataan bahwa hukum pidana dan proses peradilan pidana serta
kajian terhadap kejaﬁatan dan pelaku kejahatan berorientasi pada pelaku
kejahatan tidaklah terlalu keliru dan sangat berguna dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan kejahatan. Hanya saja perlu disadari bahwa setiap terjadi
suatu kejahatan sudah barang tentu melibatkan dua pihak yaitu orang yaﬁg
melakukan kejahatan disatu pihak dan orang yang menjadi sasaran atau
korban dari kejahatan itu. Orang yang melakukan kejahatan dalam hal ini
berusaha mémperoleh keuntungan dari pihak lain dengan cara memaksakan
kehendaknya atau dengan cara melanggar hukum. Sementara orang yang
menjadi sasaran kejahatan (korban) menderita kerugian moril maupun materil
sebagai akibat dari kejahatan. |

Memberikan pengertian dari istilah korban kejahatan tidaklah
sesederharia sepertl yang disebutkan diatas yaitu sebagai' Qrang yang
menderita kerugian sebagal aklbat terjadinya suatu kejahatan karena sepertl
yang dlscbutkan di atas bahwa korban kejahatan terkalt dengan adanya
kejahatan dan kejahatan itu sendm semakin lama semakin berkembang dan
semakm berfar1as1 ‘Selain 1tu pem1k1ran dan-pemba:hasan tentang korban
kejahatan semakm berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan

pembahasannya semakin luas sampail ke maslah—masalah politik, sosial,
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ekonomi bahkan sampai pada masalah hak-hak asasi manusia (HAM) seperti

yang- dikemukan oleh Boy Mardjono Reksodiputro.*

Dalam pemikiran
semacam ini maka pengertian korban pun diperluas. Tidak saja korban dari
kejahatan konvensional (misalnya: p‘embqnuhan, perkosaan, penéaniayaan
dan pencurian) tetapi juga mencakup korban dari kejahatan-kejahatan
nonkonvensional seperti: terorisme, pembajakan, perdagangan narkotika
secara tidak sah, kejahatan terorganisasidan kejahatn mélalui komputer. Dan
kini pembicaraan mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap hak-
hak asasi manusia. Sejak itu'pula ruang lingkup studi tentang korban ini
menjangkau penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi
(illegal abuses of economic power), seperti pelanggaran terhadap peraturan
perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan,
penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-
perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran
peraturan pajak, dan sebagainya. Dan biasanya discjaj arkan pula di sini adalah
~ penyalahgunaan secara melawan hukum-kekuas_aan umum (illegal abuses of
public power), seperti pelénggaran terhadap hak-hak asasi manusia,
' penyalahguﬁaén wev\;'enang oleh alat penguasa, _termasuk penangkapan serta

- 'pénaha_nan yang melanggar hukum danlain sebagainya.

* Boy Mardjono Reksodlpoetro dalam Sahetapi Et, Viktimologi Sebuah Bunga Rampaz Pustaka
Smar Harapan, Jakarta, 1987, hal : 96. . , - i - .
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Sementara itu Arif Gosita memberi pengertian korban adalah® mereka
yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai. akibat tindakan orang lain
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka
disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Namun demikian ada yang melihat pengertian korban dari sudut
pandang 'yang sempit yaitu yang hanya terbatas pada korban kejahatan saja
yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu
kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah teréanggu
sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. (A victim
1s a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense
of justice has been directly disturbed by the experience of having been the
target of a crime)’".

Dalam Konverensi PBB tentang “ Declaration of Basic Principles of
Justice for Vz’ctim of Crime and Abuse of Power ” _dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan “korban ialah orang-orang, balk secara individual maupun
kOletIf yanU menderita kerugian aklbat pcrbuatan (tidak berbuat) yang

melanggar-hukum pidana yang berlaku di -suatu negara, tennasukperaturan—

peraturan yangﬁ melarang peﬁyaiahgunaan kekuasaan. Selanjutnya dikatakan

“bahwa dalam p_erigertian korban ini termasuk juga orang-orang yang menjadi -

30 Arif Gosita; Loc. Cit. Hal. 41.
3 Muiadi dalam Muladi dan Barda Nawaw1 Arief; Op.Cit. hal 78.
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korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum
merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi
sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui
secara Internanasional’’. |

Dalam pengetian korban yang dirumuskan dalam resolusi PBB seperti
disebutkan di atas ternyata bahwa seseorang atau sekelompok orang sudah
dapat dinyatakan sebagai korban meskipun pelaku kejahatan telah atau belum
diketahui, ditangkap, ditahan, dituntut atau dipidana serta tanpa memandang
adanya hubungan keluarga dengan korban.

Menyangkut hubungan keluarga antara pelaku kejahatan dengan orang
yang menjadi korban kejahatan perlu diperhatikan untuk menghindari jangan
sampai terjadi karena adanya hubungan keluarga antara pelaku kejahatan
dengan korban menyebabkan korban yang masuk dalam kategori mempunyati
hubungan keluarga dengan pelaku kejahatan menjadi terabaikan. Jika hal i
terjadi, maka orang yang menjadi korban kejahatan yéng terjadi dalam rumah
tangga akan menderita terus menefus tanpa mendapat perhatian dan
perlindungan. Oleh karena itu seiring dengan munculnya perhatian pada

adanya kejahatan dalam rumah tangga, (misalnya kekekrasan yang dilakukan

‘oleh suami terhadap isteri atau kekerasan orang tua terhadap anak), maka

32 Barda Nwawi Arief, Beber-apa Asg;ek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hulum

Pidana, Op. Cit. Hal. 534.




korban dari kejahatan dalam rumah tangga seyogyanya harus mendapat
perhatian dan perlindungan seperti korban kejahatan lainnya.

Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dan dikaji dari pengertian
korban yang dirumuskan dalam resolusi PBB No. 40/34 adalah adanya
keinginan untuk memperluas pengertian korban yang tidak saja terbatas pada
korban perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain melainkan juga meliputt

‘keluarga dari korban serta atau orang-orang lain yang menjadi tanggungan

korban, dan orang-orang yang menderita - kerugian akibat tindakan atau

' usahanya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Memberikan perhatian dan
perlindungan bahkan jika perlu dengan memberikan penghargaan terhadap
orang yang menderita akibat mencegah timbulnya kejahatan/korban, tidak
saja akan meringankan beban penderitaan/kerugtan yang dirasakan oleh orang
tersebut tetapi akan berpengaruh juga terhadap upaya mendorong masyarakat
untuk ikut serta dalam mencegah tinbulntya kejahatan atau timbulnya korban
dalam masyarakat.

Keikutsertaa@ '_masy—farakat dalam upaya pencegahan kejahatan
(termasuk méncegah tfmbulnya korban) sangat diperlukan karena sampai _saat

ini negara Indonesia masih mengalami kemampuan yang terbatas dalam

inériyediakan aparat penegah Ahuku-m uhtlik- nieiindungai masyarakat dayi_

adanya kejahatan disisi lain wilayah dan.warga yang ‘h_:cin"]s'di]indungi sangat

luas.
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Dart pengertian-pengertian korban seperti yang dikemukakan di atas,
terlihat bahwa pengertian korban meliputi semua erang yang menderita akibat
perbuatan (tidak berbuat) dari orang lain. Tetapi dalam tulisan ini pengertian
korban terbatas pada masalah korban seb-agai akibat dri tindak pidana,
termasuk di dalamnya korban pelanggaran hak-hk asasi manusia (HAM), jika
pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) itu diproses melalui
peradilan HAM serta korban dari tindakan penyalahgunaan wewenang atan
penyalahgunaan hukum dari aparat pemerintah khususnya dala proses
penegakan hukum pidana.

Dalam pengertian korban disini meliputi orang perorangan ataupun
sekelompok orang, yang dilakukan/dittmbulkan oleh orang-perorangan atau
sekelompok orang, yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa maupun
yang dilakukan oleh aparat pemerintah/aparat penegak hukum.

Penderitaan/kerugian yang dialami  korban itu dapat berupa
penderita,dn fisik ataupun pénderitaan mental, penderifaan emosional,
kerugian ekonom{ atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka.

_Meskipun penderitaan yang dialami oleh korban meliputi banyak
aspek, namun demikian tidak semua aspek penderitaan',ko-rban itu “dapat
_ dilinduﬁgi-atau dapat diperhatikan dalam prosés peradilan’ pidana,dan ol_eh

karena itu tidak dapat d_iharabkan semua aspek itu tercak_l.ip dalam kebijakan
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hukum pidana baik dalam kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif maupun
dalam kebijakan eksekusi. .

‘Terkait dengan penderitaan yang dialami oleh korban serta
perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum (pidana), sampai saat sekarang
belum ada hukum positif yang mengatur secara rinci hak-hak yang dapat
diperoleh oleh korban selain penggantian kerugian dan rehabilitasi. Oleh
karena itu Arif Gosita menyarankan adanya peraturan perundang-undangan
yang mengatur hak dan kewajiban korban.*

Bagaimanapun pentingnya masalaﬁ perlindungan korban dituangkan
dalam kebijakan hukum pidana, tetapi harus diingat- juga bahwa hukum
pidana itu mempunyai keterbatasan dalam memecahkan masalah-masalah
yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang menyangkut perlindungan
korban dani suatu tindak pidana Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono
Sockamto,”® Penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya cara untuk
mencapai keadilan. Pénegakan hukum (positif) merupakan upaya terakhir,
apabila usaha-usaha n:on hu-kum tidak ber_hasi! menegakan keadilan. Dalam
penegakan hﬁkum, piciana harus merupakan upaya terakhir untuk menegakan
keadilan. Oleh karena keadilan belum tentu .tercapai denéan pcﬁegakan

hukum.

3 Arif Gosita, Op.Cit. hal 52,
34 panda Nababan Ed.; “ Menangkap Rasa Kead:!an Mawarakat Oleh Penegak huleum,’ Acuan Untuk
Penegak Hukum Menuju Keadilan, Cet. 1 ,Yayasan Keadilan, Jakarta, 1983, hal 31-32.. ;




Perlindungan korban dengan menggunakan sarana penal saja tidak
akan mampu meringankan beban penderitaan korban oleh karena itu perhatian
pada korban harus juga dipadukan dengan upaya nonpenal berupa kebijakan
sosial oleh pemerintah maupun ole;h- masyarakat melalui lembaga-lembaga

swadaya masyarakat (LSM).

. Perlindungan Korban
Membicarakan masalah perlindungan, paling tidak akan terkait dua
- pihak, yaitu pihak yang melindungi dan pihak yang dilindungi. Demikian
juga halnya masalah perlindungan hukum bagi korban yang terkait adalah
korban yang harus dilindungi dan pemerintah/negara yang memberi
perlindungan, dan dalam memberikan perlindungan terhadap korban
kejahatan maka yang paling berperan adalah pemerintah karena menurut
Philipus M Hadjon,35 perlindungan hukum itu selalu terkait dengan
. kekuasaan. Dalam kaitannya ‘dengan fulisan ini adalah kekuasaan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban dari suatu tindak pidana.

Adanya icorban kejahatan tidak dapat dilepéskan dari adanya kejahatan
itu sendm tetapl pengkajin terhadap aspek korban ini sendlrl telah terjadi

_ penelantaran dibandingkan dengan pengkajlan terhadap konstruk31 kejahatan

3 Ph:llpus M Hadjon, Perfindungan hukum Dalam Negam Hukwm Pancasila, Dinamika-
Hukum, Majalah Hukum Universitas Jenderal Soedlrman No.2 tahus I, Ed151 Oktobér 1996, hal 5.
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dan pelakunya ® Tetapi sejak kajian ilmiah tentang korban melalui
Viktimoloi yaitu ilmu yang mempelajari korban dari perbagai aspek’’ , maka
perhatian terhadap korban semakin berkembang dan mendapat perhatian
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban. Hanya saja
pengertian perlindungan korban dalam kajian viktimologi mencakup

pengertian yang sangat luas karena dikaitkan dengan semua korban dari

tindakan-tindakan viktimisasi yang dapat diartikan sebgai penderitaan, baik

fisik ataupun secara psihis atau mental bertalian dengan pelbagai perbuatan.
Perbuatan yang di]akukan itu bisa dari perbuatan perorangan atau perbuatan
sekelompok orang, atau dari suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak
penguasa, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan dapat juga
sckelompok orang atau komunitas tertentu atau (sebagian rakyat yang
menderita, bukan saja fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomis,
sosial, agama dan dalam arti psikis secara luas®®.

Luasnya cakupan korban yang hendak dilindungi- menurut kajian
Vik:timolégi di atas teykait_ dengan pengkajian kejahatan dalam penéertian

krfminologi yang memandang kejahatan tidak saja dari sudut pandang hukum

pidana tetapi juga melipliti semua perbuatan yang menyimpang atau

- perbuatan anti sosial y'an‘g fnénimbulkan kerugian bagi orang lain. * -

3¢ qudarto ; Hukum dan Hukum Pidana, cet. IL Alumni, Bandung 1986, hal 183.

371 8. Susanto; Kriminologi, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal §9. . -
* | E. Sahetapy. Ed.; Karya limiah Para Pakar Hukun, Bunga Rampai Viktimisasi; PT. Eresco,
Bandung, cet. 1, 1995, hal. Vi. .
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Dengan melihat penderitaan korban, perlindungan korban dapat
diusahakan dengan berbagai cara yang menurut Reiff”” sebenarmya merupakan
perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha dibidang

! , kesejahteraan s;)sial, sistem pelayanan kemanusiaan dan peradilan pidana.
Dengan ketiga jalur pelayanan ini, maka program-program pemberian bantuan

kepada korban kejahatan, khususnya di berbagai negara, bukan saja menjadi

kewajiban pelaku dari kejahatan itu, tetapi juga masyarakat umum dan negara

karena kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya bagian yang integral

dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam

rangka mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu memberikan

perlindungan kepada individu korban kejahatan berarti memberikan
perlindungan masyarakat yang menjadi tujuan dari penjatuhan pidana.

Perlindungan korban dalam tulisan ini hanya akan membicarakan

masalah perlindungan terhadap korban kejahatan dalam pengertian hukum

pidana yaitu prlindungan korban dalam kebijakan pidana baik kebijakan

} ‘ legislatif, kebijakan aplikasi maupun dalam. kebijakan eksekusi. Dengan kata

_ lain yang ingin dilihat adalah perlindungan korban yang tertuaﬁg dalam

_ peraturan perundang-undangan pidana baik yang terdapat dalam KUHP

I maupun yang terdapat dalam peraturan perundéng—undgngar-l yang ad_a.di luar

KUHP serta bagaimana pengaturan- perlindungan korban dalam konsep

** Reiff dalam Andi Maitalatta; Op.Cit. hal 37. ,
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Rancangan KUHP nasional dan bagaimana . perlindungan korban dalam

penjatuhan pidana oleh hakim maupun dalam pelaksanaan putusan hakim.

3. Pentingnya Perlindungan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa selama ini pefhatian

yang sangat besar dalam hukum pidana tertuju pada pelaku tindak pidana
sedangkan korban dari tindak pidana cenderung diabaikan. Tetapi
perkembangan ilmu hukum pidana modern sudah mulai memberikan
perhatian-pada korban kejahatan.

Pentingnya memberikan perhattan pada perlindungan korban
didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua
warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai
suatu sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust).
Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan
baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku.” |

Se_lanjl_ltnyq dikatakan, bagi korban kejahatan,. dengan terjadinya
kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkaﬁ sistem kepercayaan tersebut
dan pengat_uran‘hukurn pidaﬁzi dan la'in-lain_berfungsi untuk mengembalikan

_ kepercayéan tersebut.

40 Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief; Op.Cit. hal. 77
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Alasan lain pentingnya perlindungan korban kejahatan dalam
pengaturan hukum pidana adalah berdasarkan alasan kontrak sosial (social
contret argumen) dalam hal ini nepara mengambil alih semua rekasi sosial
terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang
bersifat pribadi dan argumen solidaritas sosial (social solidarity argument),
dalam hal ini negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga
negaranya baik mengenai keamanannya maupun mengenai ketertiban dalam
hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh

karena itu jika terjadi suatu kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi

korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan dari korban -

~ tersebut baik dengan memberikan pelayanan atau melalui pengaturan hak-hak

korban.
Pengaturan perlindungan terhadap - korban juga dapat membawa

keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku kejahatan serta dapat

: mewujudkan tercapainya tujuan pemidanaan. Beberapa keuntungan yang

dapat diperoleh dari adanya pengaturan perlindungan korban adalah sebagai .

berikut:

1. Keunturigan Bagi Korban; Seperti yang telah diketahuibahwa korban -

adalah orang atau sekelompok orang yang menderita kerugian:_

mental/fisik, materil maupun spiritual sebagai akibat dari suatu tindak

pidana, dan selama ini korban dari tindak pidana-tersebut dalam proses
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peradilan pidana hanya dijadikan sebagai saksi saja. Kehadiran korban
sebagai saksi hanya menambah penderitaan. bagi korban karena harus
menghadap pada penyidik untuk memberikan keterangan serta harus
menghadiri sidang pengadilan untuk memberikan kesaksian. Keadaan
sepertl ini disamping melelahkan juga memakan waktu yang lama dan
biaya yang tidak sedikit. Selain dari itu korban kejahatan ini harus
meninggalkan pekerjaannya disisi lain korban dapat mendapat ancaman
dari pelaku kejahatan yang menyebabkan korban merasa tidak aman atau
keselamatan dinn dan 'keluarganya terancam. Penderitaan korban seperti
yang dikemukakan diatas akan dapat dihilangkan atau paling tidak dapat
dikurangi manakala dalam perundang-undangan pidana maupun dalam
proses peradilan pidana, korban tidak saja dijadikan objek pemeriksaan
untuk membuktikan adanya tindak pidana serta untuk membuktikan
kesalahan terdakwa, tetapi korban dijadikan subjek yang perlu
mendapatkan hak-haknya sebagai orang yaﬁg dirugikan dalam suatu
tindak pidana. Dengan demikia-n perh_atian dan perlindungan terhadap

. korban kejahatan dalam hukum pidana dan dalam proses peradilan pidana

akan-dapat mengurangi penderitaan yang dialami serta memberikan -

~ keadilan pada diri korban.
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2. Keuntungan Bagi Pelaku Tindak Pidana

Adanya perhatian dan perlindungan pada korban akan membawa

konsekwensi adanya perubahan atau penambahan jenis-jenis pidana yang

dapat membenkan kesempatan yang lebih besar kepada hakim dalam -

memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana modern yang mulai memberikan perhatian

pada hak-hak korban menunjukan adanya keinginan untuk melindungi .

orang-orang yang menjadi korban kejahatan dengan tetap memberikan

perhatian pada kepentingan pelaku kejahatan (offenders) serta kepentingan

masyarakat banyak. Hal ini terlihat misalnya dengan dimasukannya
pidana ganti rugi dalam berbagai peraturan perundangan serta adanya
keinginan untuk memasukkan pidana ganti dalam konsep rancangan
KUHP nasional. Dalam pasal 62 ayat konsep rancangan KUHP nasional

menyebutkan pidana tambahan terdiri dari:

‘a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan barang tertentu;

c. pengumuman putusan hakim;

-d. pembayaran ganti kerugian; dan

e. pemenuhan kewajiban adat.
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Meskipun pembayaran ganti kerugian hanya sebagaian dari bentuk
pemenuhan hak-hak korban, tetapi hal itu telah menunjukkan adanya
perhatian dalam membertkan perlindungan pada orang-orang yang
menjadi korban kejahatan. Hanya sajva dalam konsep rancangan KUHP
nasional ditentukan bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika
telah ditentukan dalam pasal-pasal yang didakwakan/yang dilanggar akan
membatasi hakim dalam menjatuhka pidana tambahan (ganti kerugian).
Tetapi. hal ini sedikit dapat dikesampingkan dengan adanya pasal 55 (1)
yang menentukan ; jika pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka
dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

Dengan adanya ketentuan pasal 55 (1) konsep Rancangan KUHP
nasioanal tahun 2000, maka untuk semua tindak pidana yang hanya
diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pula pidana
tambahan termasuk dalam hal ini pidana tambahan ganti kerugian
meskiphn dalam pasal—paéal yang dilanggar tidak ditentukan demikian.

Kerﬁbali pada masalah keuntungan bagi pelaku tindak pidana jika
Vﬁak—hak korban diatur dalam hukum pidana, maka dengan adanya pidana
_ genti kerugian yang dijatuhkan oleh hakim dan pelaku kejahatan‘ dengan
_ kerélaan- pelaku untuk memberikan hak—ilak korban berupa gaqti ker_ugian
atan mémperbailgi kerusakan yang ditimbulkan ole;h suatu tindz;k. pidana,

niaka_ hal ini akan menghilangkan rasa sakit hati dan rasa dendam dari
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korban atau keluarganya dan atau akan menjadi salah satu alasan yang
dapat - meringankan hukuman (pidana) bagi pelaku tindak pidana..
Disamping itu kesediaan pelaku tindak pidana untuk dalam meringankan
beban penderitaan yang dialami olgh korban akan menyebabkan
penerimaan masyarakat terhadap keéhadiran pelaku tindak pidana dalam
masyarakat akan lebih mudah yang pada akhirnya akan memudahkan
pelaku tersebut dalam menempuh jalan hidupnya sekaligus melahirkan
kepercayaan diri pada si.pelaku tindgk pidana kahadirannya diterima
dengan baik lagi oleh masyarakatnya.

Selain dari pada itu, di dalam Konsep rancangan KUHP tahun 2000
ditentukan pula bahwa dalam menjatubkan pidana hakim wajib
mempertimbangkan antara lain; sikap dan tindakan pembuat sesudah
melakukan tindak pidana (pasal 51 ayat (1) Konsep). Ketentuan seperti ini
tidak saja tertuju pada sikap menyesal dari pelaku tindak pidana terhadap
apa yéng telah dilakukannya tetapi juga termasuk si'k_ap baik - pelaku
terhadap korban yang diwujudkan dengan jalan mer.nb_e;rikan ganti Tugi,
memberbaiki kemsékan akibat dari tindak pidana atau bérupa permohonan

maaf dari pelaki kepada korban. Jika pelaku tindak pidana berbuat seperti

itu maka sudah bérang tentu akétﬁ dijadikan bahan- pertimbangan bagi-‘

hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
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3. Keuntungan Dalam Proses Peradilan pidana .

Proses peradilan pidana mulai berjalan sejak diketahui telah
terjadinya suatu tind-ak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana dapat
diketahui rﬁelalui :

a. adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban kejahatan
b. pemberitaan pers/media massa
c. tertangkap tangan“

Apa yang dimaksud dengan laporan menurut Pasal 1 butir 29 UU
No. 8 tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) adalah
pemeberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang atau diduga akan tegjadinya suatu tindak pidana.

Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan
oleh pihak. yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak menurut hukum seseorang yang telahv melakukan tindak pidana
aduan yang merugikan dirinya (Pasal 1 butir 25 UU No. 8 Tahun 1981).

Pemberitaan melalui media massa baik elektronik maupun media cetak

seringkali memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang .

adanya dugaan terjadinya suatu perbuataan pidana sehingga aparat penegak

“ Nawawi; Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Fajar Agung, Jakarta, 1983, hal. 8
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hukum langsung mengambil langkah-langkah/tindakan yang diperlukan untuk
menagani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum mengetahui terjadinya

suatu tindak pidana karena terjadinya keadaan tertangkap tangan yaitu

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidéma, atau
dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat
kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,
atau. apabila sesat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras
telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu ?ang menunjukan
bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu
(Pasal 1 butir 19 UU No. 8 Tahun 1981). Laporan atau pengaduan dari
korban kejahatan banyak menentukan berjalannya proses peradilan pidana. Si
korban tidak hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi
memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha
mengerti masalah kejahatan, delikuensi dan deviasi®.

| Hal ini ternyata juga dari banyaimya kasus pidana yang ditan_gani oleh

aﬁarat penegak hukum karena adanya‘laporan masyarakat. Tetapi ini_tidak

- berarti bahwa semua kejahatan yang terjadi talah atau akan dilé.porkan oleh

mereka yang menj adi korban kejahatan. Banyak faktor yang fnehYeBabkagl

" % Arif Gosita; Op.Cit. hal. 40. -




** Mardjono Reksodiputro, Op.Cit. Hal 37-38,
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mereka yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan tentang telah
terjadinya suatu kejahatan pada dirinya. Salah satu faktor yang menyebabkan
korban tidak melaporkan terjadinya kejahatan pada dirinya adalah tidak
adanya atau kurangnya jaminan atau perlindungan terhadap korban kejahatan
baik jaminan berupa materiil maupun jaminan keamanan terhadap diri dan
keluarganya.

Berkaitan dengan adanya korban yahg tidak memberikan laporan
kepada aparat penegak hukum, Steven Box** berpendapat, ada berbagai alasan
yang dapat dikemukakan yaiiu:

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak
bersedia melapor, karena:
a. ménganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan
laporannya;
b. menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi, karena;

1. Iakan'menyelesaikannya langsung di luar jalur pengadilan dengan

s1 pelaku; |

2. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kantor polisi

| (tahap 'penyidikan) maupun pada saat dilangsungkannya

pemeriksaan kasus tersébut di sidang pengadilan ( misalnya, dalam
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kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohannya

sendiri), :

2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya telah menjadi

korban suatu peristiwa kejahatan;

- 3. Korban yang sifatnya abstrak (abstract victim) dan karena itu sukar

ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya masyarakat konsumen};
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena diri sendiri terlibat déla.m
kejahatan (victims of their own criminal activity);
5. Secara resmi tidak terjadi korban, karena kewenéngan diskresi. polisi
untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan.
Apa yang dikemukakan oleh Steven Box tersebut di atas memang
terjadi dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus dimana korban. tidak
melapor kepada aparat penegak hukum karena tidak adanya jaminan

keselamatan baik keselamatan harta benda maupun keselamatan diri dan

keluarganyé adalah yang terjadi di Mataram NTB tanggal 12 Nopember 2001.

| Seorang yang kehilangan sepeda motor terpaksa menebus sepeda motornya

dari pencurinya karena diancam oleh pelakunya jika meilaporkan kejadiannya
kepada aparal kepolisian..

- Berka:itan- der;gén- tidak melapornya korban képada 'e}parat penegak
hukum tentané te—rja-ldinye‘l Suatu _k@jéhatan, Ru§lan Saleh menyatakan; banyak 7

terjadi. di negara-negara yang telah maju sekalipun, - yaitu banyak orang
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kecurian, datang ke kantor polisi, sampai di sana diberikan kepadanya
formulir-formulir untuk diisi, dan hanya itulah. Setelah itu tidak ada tindakan
lain. Polisi tidak bergairah untuk menyelidiki sekitar pencurian yang telah
terjadi itu. Sebaliknya bagi warga negara bersangkutan tidak terbuka jalan lain
untuk merobah cara bekerjanya polisi seperti yang telah mereka pilih sendiri
itu.*,

Dengan kenyataan sepeﬁi yang dikemukakan di atas, maka korban
kejahatan akan tetap dirugikan selama belum ada lpengaturan tentang
Jjaminan perliﬁdungan terhadap mereka, dan itu akan membawa keburukan
pada jalannya proses peradilan pidana. Oleh karena itu adanya jaminan
pengaturan perlindungan korban akan menunjang jalannya proses penegakan
hukum dan sekaligus memperlancar jalannya proses peradilan pidana.

Seorang korban yang diberi perlindungan dan jaminan keamanan serta
keselamatan harta benda, diri dan keluarganya akan berusaha untuk

mendukung proses peradilan pidana, karena melalui proses peradilan itu

orang yang menjadi korban kejahatan akan memperoleh hak-haknya.

. Membantu Mewujudkan Tujuan Pemidanaan

Adanya keseimbangan anfara pengaturan kepentingan pelaku tindak
pidana (offender) dengan pengaturan kepentingan korban (.victit'n) dalam -

hukum pidana, tidak saja memb_en’kaﬁ keuntungan korban untuk memperoleh

155,

“Roeslan SE-llel'.I; Dari Lembaran Kepustakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cet. I, 1988, Hal. .
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hak danl perlindungan yang selama ini cenderung diabaikan,tetapi juga akan
memberikan manfaat dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang pada
akhirnya akan membawa kebaikan/ manfaat pada pelaku.

Seorang pelaku yang dengan kesadaran sendiri memulihkan
penderitaan korban/memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana akan
melahirkan suatu hubungan yang lebih baik dengan korban atau keluarganya
atau dengan masyarakat sekitarnya. Disamping itu kesadaran untuk membantu
memulihkan kondisi korban akan meniadakan rasa bersalah pada diri pelaku
tindak.pidana. Meniadakan rasa bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan
salah satu dari tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan disamping
tujuan-tujuan lainnya. Dalam konsep rancangan KUHP nasional tahun 2000
disebutkan bahwa tujuan pemidanaan itu meliput :

a. mencegah dilakukannya tindak pidana denmgan menegakan norma hukum
demi pengayoman masyarakat;

b. memaéyark_atkan terpidana dengan mengadakan pembinaan ‘sehingga
me_nj adi orang yang baik dan berguna;

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkaﬁ oleh tindak pidana, memulihkan

. kes_eimb-angan, dan méhdatangi(an rasa damai dalam masyarakat, dan
d rﬁerilb;:baékan rasa 1t-)ersalah pada terpildaina.. (Pasal 50 ayat (1) Konsep).
Dﬁlam- ayat- (2) '(i_ité_gziskan bahwa Pemidanaan -tidak dimaksudkan untuk

menderitakan dan merendahkan martabat manusia.




53

Dalam Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP Tahun 2000 disebutkan
(1): Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

a. kesalahan pembuat tindak pidana;

b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. cara melakukan tindak pidna;

d. sikap batin pembuat tindak pidana;

€. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;

f.. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

e ' pengaruh pidana terhadap masa dépan pembuat tindak pidana;

h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan

J. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Penjelasan Pasal 51 ayat menyebutkan antara lain bahwa: Ketentuan
dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim
dalam mémpértimbangkaﬁ takaran atau berat ringannya pidana yang
dijatuhkan. |

D_eﬁgan mempertimbangkan butir-butir dalam pedoman tersebut dihar;dpkan

pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat &ipahami baik oleh

masyarakat maupun oleh terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat

limitatif, artinya hakim dapai menambahkan pertimbéngan lain selain yang

~ tercantum dalam pasal ini.
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Dengan melihat tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas,
ternyata ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui pengaturan hak-hak
korban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa; misalnya dengan
memerintahkan terdakwa/pelaku tindak pid;ma untuk memulihkan kerusakan
yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana. Perintah semacam ini akan
mewujudkan tujuan pemidanaan berupa menyelesaikan konflik, memulihkan
keseimbangan serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Memudahkan mamasyarakatkan terpidana serta meniadakan rasa bersalah
pada diri terpidana.

Selain dari manfat/keuntungan seperti yang telah dikemukakan di atas,
pengaturan perlindungan korban dalam peraturan perundang-undangan pidana
(KUHP) Indonesia juga penting untuk diwujudkan dalam rangka
menyesuaikan Hukum pidana Indonesia dengan perkembangan hukum pidana

secara global terutama yang dihasilkan dalam deklarasi-deklarasi PBB.

. Perkembangan Perhatian Terﬂadap l?erlindungan Korban

Seperti yang _télah dikemukakan di atas, bahwa perhatian kriminologi
dan' ilmu huimm pidana lebih tertuju pada pelaku kejahatan (offender) dan
, cénden‘mg melupa}caﬂn o-ran‘g—‘orang yang menjadi korban kejghatan tersebut.
" Hal ini dapat terjadi kare_n-a kepentingan korban telah diambil alih atau

diwakili oleh .n_egaré. Dalam hal ini negara bertanggung-jawab atas
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keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi suatu tindak pidana
maka negara melalui aparat penegak hukumnya, yang akan menangani atau
yang akan menyelesaikannya,‘ sedangkan anggota masyarakat dilarang untuk
bertindak sendiri- dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Penyidikan,'
penuntutan, dan penjatuhan pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan dan dalam
rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Pada 'awalnya, masalah kejahatan adalah masalah antara pelaku
dengan korbannya secara pribadi. Tetapi karena kejahatan itu dilihat tidak saja
menggangu hak-hak pribadi melainkan juga mengganggu kedamaian dalam
masyarakat maka negara tidak memperbolehkan lagi masalah kejahatan itu
diselesaikan secara pribadi antara pelaku dengan korbannya. J.E. Sahetapy
mengatakan; Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum (hukum
pidana), maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya
hak ‘(dan kewajiban korban). Akibat dari dendam (dara_lh) yang sering tidak
berkeputl_lsan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun ‘ganti rugi’ oleh
pelanggar dapat dibayar dengan harta’. Selanjuinya, dirasakan pula bahwa
pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban.
. Pelaku pelanggarar; dianggap juga mengganggﬁ ‘kesei‘mbaﬁgan’ ketgrtiban
- dalam masyarakat,‘l sehinggar ‘yang térjac-ii_ z_idalah juga gangguan dalam

‘k.eseimbangar'l"_ antara pelaku dengan masyarakatnya. Rupanya, pada
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akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga
masyarkat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut
‘ganti rugi’ dari pelaku. Disinilah korban telah kehilangan haknya mendapat
pula ‘ganti rugi’”. Hal yang sama sebf_:ll-imnya Jjuga dikemukakan oleh
Pompe' bahwa yang dititkberatkan oleh hukum pidana dalam
pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum,
kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan
o%ang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu
hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan
hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah,
yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.

Karena memtikberatkan pada perlindungan masyarakat, menyebabkan
perhatian negara pada perlindungan korban secara individu menjadi
terlupakan dan hal ini semakin lama dirasakan tidak adil karena negara juga
fnengambil tanggung jawab unfuk menjaga keamanan dan ketertiban anggota
masyarakatnya.

Perha_ti_an pada korban kejahatan mulai dipikirkan sejak' munculnya karya
ilmiah dari Benjamin Mendelsohn pada tahun 1937 'fBib-psycho-;s;ocfaz

Horizons: Victimology”. -

* J.E, Sahetapy; Op. Cit. Hal. 113-114. o
“ pompe dalam Bambang Poernomo; Asas-Asas HUKUM PIDANA, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985,

hal.37.
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Kemudian pada tahun 1941 Hans von Hentig menulis karya ilmiah dengan
judul “The Criminal and His Victim”,. ' l-
Kemudian pada tahun 1947 Benjamin Mendelsohn dalam sebuah tulisannya
mempericenalkan apa yang dinamakannya dengan “the science of the victim”
yaitu “victimoloy”.

Pada tahun 1973 diselenggarakan Simposium Internasional I fentang
victimology yang dilaksanakan di Israel. Simposium Internasional ini
menunjukan adanya perhatian yang besar terhadap perkembangan 'ilmﬁ yang
baru tumbuh yaitu victimology yang sekali menyadarkan masyarakat ilmiah
betapa pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang-
orang yang menjadi korban kejahatan. Dengan meningkatnya perhatian pada
masalah korban, membawa cakrawala baru pada para ahli hukum pidana,
dimana pada awalnya para ahli hukum pidana mengarahkan perhatiannya
pada masalah pencegahan dan penanggulangn kejahatan hanya berorientasi
pada pel-aku kejahatan dan hanya memberikan perlindungan yang ber;ifat
abstrak pada masyarakat, perker_nbangan seckarang para ahli hukum _pidana
sudah mulai memberikan perhatian pada masalah yang berhubungan dengan
korban kejahatan.

Da-lam kongres PBB ke_:' VII ‘tahun 1_985'yang baﬁeﬁakan “Tihe-_
Prevention of Crime ‘and the treétmc_ant of Offenders™, telah mqmbic_arakaﬁ :

juga | masalah yang berkaitan dengan- korban kejahatan. Dalam kongres
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tersebut dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai
bagian integral dari kescluruhan sistem peradilan pidana (“victims rights
should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice

system™)"".

Dari kongres PBB ke VII itu telah dikeluarkan suatu resolusi tentang

declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of
power. Dalam pasal 6.b deklarasi tersebut dinyatakan : allowing the views and
concerns of victime to be presented and considered at appropriaete stages of
the proceedings where their personal interest and concistent with the relevant
national criminal justice system.”

Dalam resolusi PBB No. 45 / 110 tanggal 14 Desember 1990 telah
dikeluarkan Un Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures
(The Tokye Rules), selanjﬁtnya disingkat SMR.

Salah satu yang menjadi tuyjuan dalam mengimplementasikan SMR
adalah tiap-tiaﬁ negara harus berusaha untuk menjamin keseimbangan
antara hak-hak individual si pelaku tindak pidana? hak-hak korban, dan
kepentir;gan masyarakat berupa keamanan publik dan pencegahan kejahatan.

Selanjutnya dalam jaminan perlindungan hukum (Zegal safequards)

- disebutkan ,pemilihan/séleksi t‘indakan ‘non-custodial -harus- didasarkan -pada

penilaian kriteria yang ditetapkan mengenai : .

7 Dokumen kon;,res PBB ke VII, No-Kode : A-=CONF. 121/C .2/L.14, hal. 14.
“% 1bid, No. 40/34.
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- the nature and gravity of the offence ;
- the personality, background of the offender ; |,

- the purposes of sentencing ; and

- the rights of victims. (garis bawah dari penyusun)

Tindakan non-custodial pada tahap sebelum proses peradilan (Prefrial
Stage) ditentukan dalam Rule 5 (Pre-trial disposition); Dalam hal sesuai
dengan sistem’ hukum, polisi, jaksa, atau pejabat lain yang berhubungan
dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan/kewenangan untuk
membebaskan pelaku tindak pidana (showld be empowered to discharged the
offender) apabila mereka mempertimbangkan bahwa tidak perlu meneruskan
perkara itu karena (berdasarkan alasan):

- the protection of society, crime prevention, atau
- the promotion of respect for the law and the rights of victims.

Selain apa yang telah dikemukakan di atas masih ada hal lain yang
menyangkut kepentingan korban yang harus dipertimbangkan oleh aparat
penegak hukum yang bertugas pada tahap peradilan dan pemi(_lanaan apabila
hendak menjatuhkan/memutuskan metﬁberikan ;(indakan non-custodial
terhadap pelaku tindak pidana,‘terutama perintah untuk membayar ganti rugi
(restitution) atau merﬁberikan konigensasi kqp_a(.ia; korban. -

| _Semua éfang' dikemukakan diatas- mem_perlihatkan- a_danya perhatian

dari masyarakat internasional (PBB) terhadap. kepentingan korban kejahatan.
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Perkembangan yang demikian cepat dalam memperhatikan korban telah
melahirkan perubahan dalam hukum pidana di sebagian negara di dunia.

Beberapa negara telah mengatur perlindungan korban dalam hukum
pidananya me;,skipun perhatian pada kepentingan korban itu masih terba.tas
‘pada pemberian ganti baik oleh pelaku tindak pidana maupun pemberian ganti
rugi oleh negara. Scbagai bahan perbandingan, dibawah ini akan
dikemukakan beberapa negara yang felah mengatur pemeberian ganti rugi
kepada korban:
1. Portugal

Pasal 59 Penal Code Portugal menyatakan: hakim hanya dapat
menerapkan sanksi teguran apabila :

1. Terdakwa bersalah melakukan delik yang tidak diancam pidana lebih
berat dari 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar 90 denda-harian, atau
gabungan/kombinasi kedua pidana itu.

2. Terdakwa harus telah mebayar kerugian yang ditimbulkan.

Disamping hal tersebut di atas, Dalam KUHP 1983 Portugal juga
dimasukan ketentuan yang memboleh hakim untuk tidak rﬁenjatuhkan
pidana terhadap delik:

a. yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan

. b. yangdiancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara ‘penjara dan.

denda yang tidak melebihi 180 denda harian.
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Syarat-syarat untuk tidak menjatuhi pidana itu adalah:

- ada kesalahan minimal; .

- kerugian telah dibayar; dan

- tidak ada faktor-faktor (untuk merehabilitast atau pencegahan umum)

yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini®,

Adanya ketentuan tersecbut di atas sebenarnya untu menghindari
dijatuhkanya pidana pendek dan dengan demikian tetap berorientasi pada
pelaku, tetapi sebagaian dari-syarat yang ditentukan untuk itu membawa
pengaruh pada perbaikan nasib korban yaitu dengan ditentukannya ada
ganti kerugian dan memperbaiki kerusakan akibat dari suatu kejahatan.

Beberapa hal yang menarik dari Penal Code Portugal dan yang
agak berbeda dengan KUHP negara lain adalah :

a. yang menyangkut sysrat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim
dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat/pidana tertunda
(sdspended senence) adalah adanya kewajiban tgrpidana untuk ,
melakukan perbaikan moral kepad;l korban. Disamping itu pelékﬁ_
tindak pidana harus memb;yﬁr kompensast. kepada kp-rban ataﬁ
memberi jaminan untuk itu serta membayar sejﬁmlah uang k_epgda
benda_hara‘negara sgbcéar. jumlah-deﬁda maksililﬁni 'yané diancamkan

dalam delik tersebut.

4> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana; Program Magtster Ilmu Hukum
Pasca Sdrjana UNDIP Semarang, 2001, ha] 73. :
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b. Pasal 129 Penal code Portugal menentukan, hakim dapat
menghadiahkan semua atau sebagian denda itu kepada pihak yang
dirugikan (korban) apabila ia menderita kerugian finansial yang sangat
serius dan terdakwa tidak dapat membayar kembali. Kemudian atas
permintaan pthak yang dirugikan, barang-barang yang disita atau hasil
kejahatan dan juga keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat
diberikan/dihadiahkan kepadanya.

Dengan adanya pengaturan yang demikian, dapat dikatakan
bahwa Penal Code Portugal telah memberikan perhatian yang besar
terhadap korban disamping memperhatikan kerugian materiil dan moril
tetapi juga sekaligus telah membuka kesempatan yang lebih luas kepada
korban untuk memperoleh perlindungan terutama penggantian kerugian
dengan cara meminta kepada hakim untuk memutuskan sebagian atau
seluruh uang denda dan pidana yang dijatuhkan diserahkan kepada korban
serta meminta aga beqda yang berkaitan dengan kejahatan serta _
keuntungannya yang telah disita dapat diberikan kepada korban.

Melihat ketentuan seperti yan.g dikemukakﬁn di atas, sebenarnya
Penal Code Portugal membebankan penggantian kerugian dan peﬁﬁtah

perbaikan moral kepada terdakwa/terpidana. Namun demikian dai:;zit

dikatakan bahwa negara juga ikut membayar ganti kemgian kepad korban.

Dapat dikatakan demikian karena uang denda sebagai pidana seharusnya
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masuk ke kas bendahara negara demikian juga dengan uang hasil lelang
dari barang-barang sitaan seharusnya dimasukkan ke kas bendahara
negara. Tetapi karena adanya ketentuan yang membolehkan hakim untuk
menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang dirugikan maka
negara menjadi tidak dapat memperoleh uang denda dan uang hasil lelang
barang sitaan.

2. Yugoslavia

- Seperti .di dalam KUHP Indonesia, dalam KUHP Yugoslavia
tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan korb-an
sebagat salah satu jemis pidana. Hanya saja dalam KUHP Yugoslavia
terdapat satu jemis pidana yaitu Teguran/Peringatan ( Judcial
Admonition).

Dalam  KUHP Yugoslavia terdapat pasal yang memberi
kemungkinan pada hakim untuk dapat memberikan perlindungan pada
korban khususnya yang memberi kemungkinan untuk memberikan ganti
kerugian pada korbaq. Pasal yang dimaksud ada'!alll_Pasal yang mengatur
tentang pid;ma; bersysrat/pidana tertunda “(Suspended sentence) yang diatur
dalam pasal 48 ayat (2) dan pasal 50. B yang mengatur tentang ‘

pc_aringatan/tegljran judisial (j-i_zdic'idl admonition).
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Pasal 48 ayat (1) KUHP Yugoslavia menentukan: Pelaksanaan pidana

penjara atau denda dapat ditunda ‘dalam waktu 1 s/d 5 tahun, apabila

selama waktu itu terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana baru.

Pasal 48 ayat (2) menentukan: Syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan

oleh pengadilan untuk penundaan pidana itu ialah:

1) pemberian ganti rugi (restitusi) oleh terpidana atas keuntungan materiil
yang diperolehnya dari tindak pidana;

2) pembayaran ganti kerugian (kompensasi) atas kerugian yang
disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya; atau

3) memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Ketentuan yang ferdapat dalam KUHP Yuguslavia mengenai

kemungkinan diberikannya ganti rugi pada korban pada prinsipnya sama

dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 14c ayat (1) KUHP Indonesia

dimana pemberian ganti rugi tergantung sungguh pada pandangan hakim

untuk menjatuhkan/menetapkan perlu - tidaknya _pemberian  ganti nigi

kepada korban. o

Kemungkinan lain untuk memberikan ganti kerugian pada korban

menurut KUHP Yugoslavia adalah yang diatur ‘dalam pasal 50B yang

mengatur tentang sysrat-syarat untuk dapat menj af_uhkah teguran judisial.

~ Pasal 50 B menentukﬁn:
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1. Untuk delik-delik yang diancam pidana penjara maksimum sanllpai 1
tahun atau diancam pidana denda, apabila dilakukan dalam keadaan-
keadaan yang meringankan sehingga membuat delik itu menjadi
fingan.

2. Untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih berat
dari 1 tahun, apabila persyaratan UU untuk menjatuhkan tindakan ini

telah terpenuhi.

Ly

Berdasarkan syarat-syarat pada ayat (1), teguran judisial ini juga dapat

dijatuhkan untuk perbarengan tindak pidana. |

4. Dalam menetapkan apakah peringatan judisial dijatuhkan, pengadilan

akan mempertunbangkan:

- riwayat hidup si pelaku, apakah pernah dipidana, sebelumnya
pernah dikcnakaﬂ peringatan judisial, motif motif dalam

melakukan tindak pidana, kesiapan si pelangear memberikan

'kommnsasi atas kerusakan yang ditimbulkannya, dan keadaan-
keadaan lain yang berhﬁ_bungén dengan prib_adin_yaso._ (garis bawah
oleh penyusqﬁ)

3. New Zealand |
| 7:Séjavk' -tal;un 1964 New Z-ez-tland telah nieﬁll;eﬁtlik suatu badan
. yang akan. menanganiA mésalah pembeﬁan_ -kombensasi_ '_képada

korban.
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Badan yang diberi nama “Crimes Compensation Tribunal” ini dibentuk

berdasarkan Criminal Injuries Compensation.Act tahun 1963. Tugas dari
Crimes Compensation Tribunal adalah mempertimbangkan kemun.gkinan
diberikannya kompensasi kepada korban sekaligus menjadi Komisi
Penyelidik (“Commission of Inquiry™) dari kasus-kasus yang terjadi.
Crimes Compensation Tribunal berwenang memberikan

kompensasi kepada orang yang terluka atau terbunuh dalam kasus-kasus

antara lain: perkosaan, persetubuhan/pencabulan terhadap gadis di bawah -

12 tahun, penyerangan melanggar kesusilaan/perbuatan tidak senonoh;
pembunuhan dengan sengaja/tidak sengaja (selesal atau tidak selesai),
penganiayaan/melukai dengan sengaja, penyerangan berat, penyerangan
kepada anak-anak, penembakan' senjata api atau dengan melakukan
perbuatan berbahaya, meracun dengan sengaja, penculikanwanita/gadis,
penculikan anak.

" Kompensasi yang dapat  diberikan 'adalah untuk  biaya-
biay.a/ongkos yang diI_celuarkz}n, kerugian-kerugién -l;euangan, rasa sakit
dan penderi‘taaﬁ korban. Kompensasi diif)étasi padei kerugian/kerusakan

pada orang/korban itu sendiri (“personal injuries”) bukan pada

ke_rugian/kerusékan kekayaar‘i -(“vIOSsor damage- to property’.’)ﬂ. Alasan

% 1bid; hal. 96-97.
*! Barda Nawawi Arief; Op.Cit. hal. 65.
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diberikannya kompensasi oleh negara kepada korban, sekaligus
menjadi latar belakang lahirnya “Criminal Injuries Compensation Act
menurut Bruce J. Cameron adalah lebih didasarkan pada
kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita
nasib buruk dari pada pertanggungjawaban negara atas kegagalan
melakukaﬁ pencegahan kejahatan” >

Dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP
Yugoslavia, ketentuan mengenai perlindungan korban/pemberian ganti
rugl di New Zealand jauh lebih Baik karena di Yugoslavia pengatufan
pemberian ganti rugi masih tergantung pada penilaian hakim dan yang
diperintahkan untuk membayar ganti rugi adalah pelaku tindak pidana
sedangkan di New Zealand, pemberian ganti rugi telah ditangani oleh
badan khusus yang dibentuk untuk itu dan yang akan memberikan ganti
rugi/kompeﬁsasi adalah  negara. Adanya pemberian  ganti
rugi/komperisa,si yang diberikan oleh negara ini memberi jarriinan bagi
korban ba;_h\;r_a me;reka akan mendapatkan kompensasi yang dimaksud
apabila telah mendapat persetujuan dari  “Crimes Co'mvpensatiAon

TribunaI”.53,

52 Iyid hal. 64

-3 1bid hal. 64
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4. Inggris

D1 Inggeris juga terdapat badan yang akan menangani masalah
pemberian kompensasi kepada korban yaitu The Criminal Injuries
Compensation Borad (CICB). Badan inilah yang akan menentukan
diberikan atau tidaknya kompensasi pada korban karena tidak semua
korban kejahatan secara otomatis akan menerima kompensasi dari
negara, hanya korban kejahatan yang memang perlu/pantas ditolong saja
yang akan menerima kompensasi dan negara.

The Criminal Injuries Compensation Boa.rd menetapkan
kompensasi untuk “personal injury” yang diakbatkan langsung oleh : (1)
tindak pidana; (2) tindakan penahanan (terdakwa/tersangka); (3) tindakan
pencegahan kejahatan; (4) tindakan membantu polisi dalam upaya
melakukan penangkapan/penahan terdakwa/tersangka, atau membantu
polisi dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan.>

' Melihat kategori korban yaﬁg_ dapat menerima kompensasi dari
negara seperti yang dikemukaklan-A di atas, dapat kita lihat bahwa
-sebenamya pengertian kofban yang' dimaksudkan tidak terbatas pada
korban kejahatah/tindak pidana sAaja m_elainkan juga orang-drang yang

mengalami péhdeﬁtaan atau kerugian akibat membantu bolisi '

. *Ibid. hal. 66.
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dalam menemukan, menangkap, menahan tersangka atau terdakwa serta

orang-orang yang menderita kerugian/penderitaan karena membantu

polisi dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan akan dapat
memperoleh kompensasi dari negara.

Dasar pemikiran dari disediakannya kompensasi oleh negara
kepada korban kejahatan di Inggris adalah dalam rangka bagian dari
kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai perluasan dari sistem
kesejf:lhtv:-,raan.55 Jadi bukan karena negara mempunyai kemampuan untuk
membayar atau. karena negara mempunyai tanggung jawab untuk
menjaga keamanan dan keselamatan warga negaranya.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan di beberapa negara
yang memberikan perhatian pada korban kejahatan khususnya yang
mengatur tentang ganti rugi/kompensasi, maka tampak bahwa:

1. Ada negara yang hanya memberikan kewenangan itu pada hakim
untuk menetapkan memerintahkan kepada terdakwa/terpidana untuk
;Ilembayar gaqti rqgi atau memperbaiki kerusakan akibat daﬁ tinda}c _
pidana yang dilakukannya, Negara yang membuat kébijakan seperti ini
misalnya Yugo_slavié.; | |

2. - Ada negéra yém;g 1ﬁe’mberiké_m kesempatan yang lebih luas lagi kepada -

% Ibid. hal. 65.
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hakim  untuk tidak saja dapat memerintahkan kepada
terdakwa/terpidana membayar ganti rugi kepada korban atau
memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana,
tetapi hakim juga diberi kewenangap untuk menetapkan bahwa uang
denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa/terpidana, sebagian atau
seluruhnya diserahkan kepada korban. Demikian juga halnya.dengan
uang hasil lelang dari barang sitaan dapat diputuskan untuk diserahkan
pada korban baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya. negara

yang membuat kebijakan seperti ini misalnya Portugal.

3. Ada pula negara yang telah membentuk lembaga khusus untuk

menangani masalah pemberian ganti rugi/kompensasi kepada korban
dengan mendapat dana untuk dari negara. Negara yang membuat
kebijakan seperti ini misalnya New Zealand dan Inggris.

Dari beberapa negara sebagai bahan perbandingan dengan KUHP

yang berlaku di Indonesia sekarang ini dapat kita katakan bahwa KUHP
- Indonesia pada das'ar:n.ya sa;ma dengan ketentuan yang ada dalam KUHP
_ Yugoslavia.‘ Perbedéan antara ketentuan yang ada dalam KUHl_’
'Iridonlesia dengan _k,etent_uan yang ada dalam-KUHP Yugéélavia y-ang

) ményangkut periindungan korban ‘khuéusnya'y.ang yang menyangkut

ganti rugi adalah adanya ketentuan sanksi teguranll:}eﬁrigatan judisial

dalam KUHP Yugoslavia, .dimana salah safu syarat untuk dapat
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mgnjatuhkan teguran/peringan judisial adalah kesediaan untuk membayar
ganti rugt pada korban. Hal semacam ini tidak ada dalam KUHP
Indonesia. Baik dalam KUHP Yugoslavia maupun dalam KULP
Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya
kemungkinan negara memberikan kompensasi kepada korban, kecuali
dalam ketetuan . KUHAP dengan melalui proses . pemeriksaan
Praperadilan dimungkinkan negara membayar ganti kerugian kepada
tersangka/terdakwa yang ditangkap,ditahan atau diadili tidak sesuai
déngan atauran hukum yang berlaku atau karena kesalahan hukum yang
diterapkan atau karena kekeliruan orangnya.

Dalam menghadapi perkembangan yang terjadi sekarang baik
perkembangan dari tuntutan adanya perhatian dari negara terhadap warga
negaranya khususnya bagi korban kejahatan maupun perkembangan dari
tindak pidana itu sendiri yang membawa akibat timbulnya korban yang
lebih luas, maka sudah saamya negara dengan kebijakan i)idananya
mengatur kepentingan /perlindungan korban mélalui _pemberian ganti
rugi oleh terdakwa atau terpidana A maupun pengaturan pemberian
kompeﬁsasi oleh neg-z{ra kepa.da korban.

| Kalau diperhatikan kondisi sfae-xt 1n1 inaka memang harus diakui

bahwa kemarr_ipi_lah negara untuk menyediakan dana kompensasi untuk

korban terasa sangat memberatkan pemerintah. Tetapi.harus diingat juga




72

bahwa Kebijakan pidana yang dibuat bukanlan dimaksudkan untuk waktu
yang singkat melainkan untuk jangka waktw yang lama dan pada sutau
saat negara akan mampu memberikan dana kompensasi kepada korban
atau mungkin negara menggalang d;na sosial dari masyarakat untuk
membantu para korban kejahatan atau sebagian dari pidana denda yang
dijatuhkan itu diserahkan/disediakan untuk memberikan kompensasi

kepada korban kejahatan yang sangat perlu/pantas untuk diperhatikan.
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BAB I

HASIL PENELITTIAN DAN PEMBAHASAN

’

A. Formulasi Perlindungan Korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan {(policy) dalam menetapkan
dan merumuskan sesuatu di dalam pergndang-undangan. Oleh karena itu,
kebijakan legislatif ini sering juga disebut dengan istilah “kebijakan
formulatif””!

Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, maka kebijakan
fomu]asifkebijakan legislatif merupakan salah satu dari serangkaian proses
kebijakan hukum pidana. Disamping kebijakan formulasi/legislatif, masih ada
proses kebijakan lainnya yaitu kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.
Mengenai hal ini Barda Nawawi Arief menulis™® bahwa dalam ketiga tahap
kebijakan penegkan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasan
/kewenangan , vaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau
merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan-sanksi-apayang dapat
dikeﬁakan; kekuz;saan yudikatiflaplikatif dalam mene-rapké.n hukum' pidana
dan kekuasaan eksekutiffadministratif dalam melaksanakan hukum pidana.

Dalam kesempatan lain Barda Nawawi Arief menulis™ perwujudan
suatu sanksi p{dana dapat dilihat sébagai suatu proses perwujudan ké_bijakan
melalui tiga tahap: N

1. tahap penetapan pidana oleh pémbuat uﬁdarig—undang,

*! Barda Nawawi Arief, Op Cit. 1996, hal, 245

- "2 Ibid, hal -30

5 Barda Nawawi Arlef: dalam Muiadl dan Barda Nawawi-Arief; Op. Cit. Hal. 173.
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2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan, dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Sebagai salah satu dari serangkaian proses -kebijakan hukum pidana,
kebijakan formulasi/kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat

penting dan  strategis. Dikatakan  demikian karena  kebijakan

- formulasi/legislatif akan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan

..aplikasi/yudikatif dan arah kebijakan eksekusi/administrasi. Oleh karena itu

jika terjadi kesalahan dalam menetapkan arah kebijakan fonnulasi/legislatif,

...maka akan membawa.pengaruh pula. dalam menentukan arah/menerapkan

kebijakan yudikatif/aplikasi dan arah kebijakan eksekusi/administrasi. Hal ini
bisa terjadi karena menurut Barda Nawawi Arief’ kebijakan
formulasi/legislatif menjadi landasan legalitas dalam aplikasi hukum pidana
disamping masalah efektivitas dan kegunaannya.

Masalah pokok yang bérkaitan dengan kebijakan formulasi/legislatif

hukum pidana adalah menyangkut masalah penentuan perbuatan apa yang

akan dilaraﬁg atau yang harus dilakukan yang diancam dengan pidana,

masalah penentuan pidana dan masalah pelaksanaan pidana yang telah

dij atuhkan,

Jika kebijakan fdrmulasi/legislatif dalam hukum pidana dihubungkan

- deﬁgan rha;salah‘ perlindungan korban, maka ‘ia berada- pada kebijakan

penentuan "pidan'a; karena dalam kebijakan penentuan pidana. ini akan

ditentukan pidana atau tindakan apa yangakan diberikan kepada pelaku-

* *Barda Nawawi Ari_ef’; Optc.it.; hal. 53
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tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahan dan bobot perbuatan yang telah
dilakukannya.>
Dalam rangka peninjauan yang lebih luas darn  upaya
penanggulangan kejahatan yang berpijak dari perspektif korban, maka dalam
kebijakan Jegislatif/formulalatif, kepentingan korban harus Juga mendapat
perhatian karena seperti apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie™
.setiap.kali terjadi. pelanggaran.hukum, maka ada pihak-pihak. yang dilanggar
haknya dan ada pulav pihak yang melanggar kewajibannya. Apabila proses
...peradilan .pidana dimaksudkan untuk benar-benar menanggulangi masalah
kejahatan sebagai masalah sosial, maka kedua pihak, yaitu pelaku dan korban,
mau tidak mau haruslah sama-sama diperhatikan sesuai dengan peranan
mereka masing-masing dalam proses peradilan pidana.

Ini berarti bahwa dalam penentuan pidana/tindakan yang akan
dijatuhkan pada si pelaku tindak pidana berkaitan pula dengan tujuan dan
penjatuhan pidana yang di dalamnya termasuk juga tujuan untuk memberikan
perlindungaﬁ pada korban. |

Dalam.KUHlf yang berlaku sekarang tidak terdapat rumusan tentang
apaiyang menjadi tujuan dari pemidanaan dan biasanya tujuan pidana ini

dibahas secara teoritis.

% Hal ini sesuai dengan pengema,n hukum pidana yarg diberikan oleh Moelyatno yang antara Jain
menyatakan bahwa hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagl
barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, ibid, hal. 1).

% Jimly Assnddlqle Op.cit hal. 183. ’

oo (UPT-PUSTAR-UNDIR
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Secara tradisionil, teori-teori tentang tujuan pemidanaan pada

umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori, yaitu:

. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vervelgings theorien);

Teori relatif atau teori tujuan (utililarian/doelteorien).5 7

. Teori absolut/pembalasan; menurut teori ini dasar hukum dari penjatuhan

pidana adalah untuk pembalasan. Pidana diberikan sebagai konsekwensi logis
dari kejahatan yang dilakukan. Teori absolut ada yang bersifat subyektif yaitu

pembalasan yang dityukan pada' kesalahan pelaku karena tercelanya

.perbuatan itu, dan.teori absolut.yang bersifat obyektif yaitu pembalasan yang

dityjukan sekedar Vpada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang

bersangkutan.’®

. Teori Relatif/Teori tujuan; Menurut teori ini dasar hukum penjatuhan pidana

adalah terletak pada tujuan pidana itu sendin yaitu mempertahankan
ketertiban masyarakat serta memperbaiki pelaku tindak pidana. Dalam teori
relatif/tujuan terdapat aliran pemikiran yang bervariasi yaitu:

a. 'Genérale Preventie. Menurut aliran- ini tujuan pokok. pidana adalah
pencegahan yang ditujﬁkan kepada khalayak ramai/kepada masyarakat
agar .semua. orang tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban
masyarakat.

b. Speciale Pl:eventié.' Menurut aliran ini tujuan pidgna adalah untuk

mencegah si pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana Iag_i:

- 57 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 10.
*® Bambang Poernomo; Op.Cit. hal. 27. -
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¢. Memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut alairan ini tujuan
pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi
manusia yang baik yang dilakukan dengan cara reclassering.

Sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana berdasar terori relatif/teori tujuan

tersebut di atas, H.A. Djazuli menulis,” dalam hukum Islam, memberikan

hukuman kepada orang yang melakukan kejéhatan itu bukan berarti

membalas ..dendam, melainkan  sesungguhnya  adalah . untuk

kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman

..Itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cermin -

dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena
itu, sepantasnyalah bagi orang S(ang memberikan hukuman kepada orang
lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi
rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberikan pelajaran
kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
Sementara itu salah satu laporan simposium Pembaharuan Hukum Pidana
Nasional tahun 1980 discbutka:
L. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus
diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan ‘Vserta

keéeimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan

memperhatikan kepentingaﬁ-kepentir_lgan masyarakat/negara, korban -

 dan pelaku.

“HA. Djazuh F tqh]mayah { Upaya Menanggu[angv Kejahatan Da[am Islam) BT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 26-27. _
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2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung
unsur-unsur yang bersifat:

a. Kemanusiaan, dalam arti bahV\;a pemidanaan tersebut menjunjung
tinggi harkat dan martabat seseorang;

b. FEdukatif, dalam arti bahwa pemidana_an itu mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia
mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
A penanggulangan kejahatan;

L. ,._Keddilan. _dalam arti ,hahwau.p.emi-danaén tersebut dirasakan adil, baik
oleh si terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.®

D1 samping teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, muncul

teori gabungan yang berpandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas

tujuan dengan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban

masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada

salah satu unsur dengan tanpa menghilangkan unsur yang lainnya atau

mewujudkan ..semua unsur yang ada yaitu unsur pembalasan dan unsur

ketertiban masyarakat.

Meskipun dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak terdapat rumusan

‘tujuan pemidanaan tetapi dalam perkembangan sekarang telah disadari bahwa

tujuan pemidanaan itu perlu dirumuskan secara jelgs dalam KUHP masa yang _ .

akan datang, Oleh karena itu dalam Konsep Rancangan KUHP nasional Tahun’

% Barda Nawawi Arief, Op.Cit. 1996, hal. 82.
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ZQOO telah dimasukan tujuan dari pemidanaan yaitu sebagairinana yang
tertuang dalam pasal 50 Konsep RKUHP yang berbunyi : |
(1) Pemidanaan bertujuan : :
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan nénna
hukum demi pengayoman masyarakat, :
b. memasyarakatkan terpidana dengan méngadakan pembinaaril.,.sehingga
menjadi orang yang baik dan berguna; :
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindaléc pidana,
...nemulihkan keseimbangan, dan mendatangkan. rasa dammdalam
masyarakat; dan | I
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan meé‘endahkan
martabat manusia. .
Meskipun dalam tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkrf:m di atas
tidak tercantum secara tegas tentang adanya perhatian pada perilindungan
' korban, narﬁun demikian dalam Konse_p KUHP sebenarnya secaira tersirat
telah ada upaya perlindungan bad_a korban. Tujuan pemidanaan ?berupa *
menyelesaikan konflik yang ditirﬁbulkan oleh tindak pidana, mémuiihkan
keseimbanga’n,.‘dan mendatangkan rasa damai dalam masyafakat” rr;erupakan
. rafnbu/isyareit .ye-m'g dapat dip&ikai sebagai dasar l-mtul-c r-rleﬁlbta-rikané_perhatiaﬁ

dan perlindungan pada korban. Konflik yang timbul -akibat dari éuéltﬁ tindak

pidana tidak akan selesai hanya dengan menjatuhkan hukuman pada;terpidana' _

tampa memberikan suatu perasaan puas dari- si korban -dalam pengertian
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bahwa kerelaan korban untuk menerima kesalahan yang telah dilakukan oleh
terpidana dan memberinya maaf merupakan unsur utama dari meniadakan
konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.

Kerelaan korban untuk secara suka rela untuk memaafkan pelaku
tindak pidana /terpidana akan sulit diperoleh tanpa ada prestasi yang diberikan
oleh terpidana baik .atas perintah/putusan hakim maupun atas .inisiatif-dari
terpidana itu sendiri. Prestasi yang dimaksuq disini adalah prestasi berupa
pemberian. sesuatu_kepada. korban,. melakukan sesuatu _untuk . korban..atau
mengajukan permohanan maaf kepada korban. Jika hal. ini .dapat diwijudkan,
maka tujuan  menghilangkan konflik yang terjadi akibat tindak pidana,
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
akan dapat tercapai. Dengan demikian tujuan pemidanaan seperti yang
dikemukakan di atas tidak hanya dapat diwujudkan déngan memperhatikan
kepentingan hukum adat tetapi juga untuk anggota masyarakat secara individu
yang telah m.enj adi korban.

Harus diingat pula bahwa meskipun yang menjadi kérban kejahatan
adalah hanya satu orang tetapi rasa kekelua;gaan_cian solidaritas kedaerahan
~ dapat menyebabkan. timbulnya _s;ldtu gejolak dalam masyarakat jika masalah
korban tindak }.)id-aria-tidak_ mendapatkan perhati_ar; dan perlindungan dalam
© proses pe?adi-laﬁ pidéna.

Seperti ya-ngA t&_alah dikemukakan di atas, rﬁeskipun dalamr Tumusan

Konsep RKUHP - Tahun -2000 tidak dirumuskan secara eksplisit tentang
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perlindungan korban sebagai salah satu tyjuan pemidanaan, namun demikian
dalam Konsep RKUHP sudah terlihat adanya keinginan untuk memberikan
perlindungan pada korban. Hal ini terlihat di dalam rumusan tentang jenis-
Jjenis pidana dan dalam pedoman penjatuhan pidana.

Kembali pada masalah perlihdungén korban dalam kebijakan
formulasi/legislatif hukum positif Indonesia (KUHP), pengaturannya hanya
dapat kita. lihat dalam pasal 14c¢ KUHP yaitu yang mengatur -adanya

kemungkinan bagi hakim untuk menetapkan agar -terdakwa/terpidana

.. membenkan penggantian kerugian pada korban.

. .. Pasal 14c ayat (1).berbunyi;.Dalam perintah yang dimaksud. dalam

..-pasal 14a. kecuali jika dijatubkan denda, selain menetapkan.syarat .umum

bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat
menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, vang lebih
pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian
kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

Darilrgmusan pasal 14c¢ ayat (1) tersebut di atas tampaknya syarat

pengantian kerugian oleh terdakwa/terpidana kepada korban itu sifatnya hanya

~ sebagai syarat tambahan yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana

bersyarat artinya bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat tidak mesti harus

disertai dengan kewajiban bagi hakim untuk memerintahkan pemberian ganti

- kerugian oleh terdakwa/terpidana képada- kofban. Dengan demikian’ perintah

pemberian ganti rugi tergantung -sungguh pada kebijakan dan pengertian

hakim terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Adanya kemungkinan
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pemberian ganti rugi yang diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP bukanlah
dimaksudkan sebagai perlindungan kepada korban  melainkan untuk
kepentingan terpidana seperti yang dikatakan oleh ‘Roeslan Saleh; ketentuan-
ketentuan mengenai pidana bersyarat, dan juga pelepasan ber;yarat, Semuanya
ini mengandung tendensi-tendensi individualisasi dari reaksi dan usaha-usaha
untuk menyesuaikan pelaksanaan dari pidana atau tindakan itu kepada diri
terhukum.m, Sementara itu Muladi menyatakan bahwa penerapan --pidana
bersyarat diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:*
~l..Pidana  bersyarat. tersebut, di satu pihak harus dapat meningkatkan
_kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib. hukum.serta
- memberikan _perlindungan kepada masyarakat secara .efektif . terhadap
pelanggaran hukum lebih lanjut;

2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap
falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubuﬁgan
antara narapidana dengan masyarakat secara normal;

3. Pidana b‘érsyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat
negatif dari pidana perampasan‘ kemerdekaan yang seringkali menghambat

usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;

4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh

masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;

®! Roeslan Saleh: Dari Lembaran Kepustakaon Hukum Pidarra;rsinar Grafika, Jakarta, 1988, hal.” -
19 : . - _ -
2 Muladi, Op.Cit. hal. 197.
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5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kérugian dari penerapan
pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya tefhadap mereka yang
kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak: pidana;

0. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang
bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan
khusus), perlindungan masyarakat, memelihara soli&aritas masyarakat dan
pengimbalan.

Dengan pengaturan yang berorientasi pada pelaku écperti i dapat
..dikatakan bahwa KUHP, yang berlaku sekarang ini_masih.kurang. meberikan
perhatian pada masalah perlindungan korban, Hal. ini. sebenamya . dapat
dipahami karena KUHP yang sedang berlaku sekarang . ini lebih banyak
memberikan perhatian pada perlindungan ketertiban masyarakat secara
keseluruhan dan tidak memberikan perlindungan secara langsung/konkrit pada
kepentingan perorangan.

Dengan pemberian perlindunigan pada ketertiban masyarakat itulah
maka pertaflggungjawaban pidana dari pelaku bukan karena pelaku telah
melakukan perbuatan yang melanggar hak seseoréng secara perorangan
melainkan pertanggungjawaban karena. -kesalahannya mengancam . dan
‘mengganggﬁ keamanan. (iah ketertiban masyarakat dan negara. Dalam hal ini
Earda; Na;vaw_i Arief mengemukakan bah\_ava; dalam hukum pidana positif yang

berlaku saat ifii, pe_flihdungan korban lebih banyak merupakan “pérlindungan

abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai -

- perumusan- tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini,
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berarti pada hakekatnya tele_lh ada perlindungan “in abstacto” secara tidak
langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.®*
Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat
individual itu sebenarnya terkandung juga perﬁlinduﬁgan korban secara tidak
langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban potensial.
Meskipun dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya memberikan
perhatian yang tidak langsung pada korban, yang hanya memberikan -sedikit

kemungkinan untuk mempéroleh ganti rugi karena kurangnya perhatian. pada

..korban konkrit yang telah. menderita .akibat dari suatu.tindak -pidana,. tetapi
...dalam. pérkembangan..kebi jakan. formulasi/ legislatif di Indonesia belakangan
~Jmi .menunjukan . adanya kemajuan..dalam memberikan .. perhatian . dan

.perlindungan_pada korban terutama yang menyangkut. pemberian_ganti rugi

kepada korban, baik kepada korban individual (perorangan) maupun kepada
korban kolektif (kelompok, masyarakat, atau negara). Hal ini terlihat dalam
peraturan perundang-undangan berikut :
1. Undang—.undang No. 7 Drt. Tahun 1955 (UU tentang .Pengusutan,
Penuntutan dan -Peradil_an Tindak Pidana Ekonomi)
| Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1955. memuat
aturan tentang kemungkinan dijatuhkan pidanfa tambahan daﬂ tindakan _tata‘
tert_ib- olé:h ‘hakim kepada terpidana, Ketentuan ini rherubakan pcr_lyasap
dari ketentuan yang ada dalam pasal 10 KUHP yangvhanya mengenal |

pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi penambahan semacam ini tidak -

% Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hal 55
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bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam KUHP karena
dalam pasal 103 dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I
sampai dengan Bab VI buku ini (buku I,’pen.) juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya

diancam deﬁga_n pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Hanya saja penambahan hukuman dengan tindakan-tindakan tata-tertib,
yang dengan demikian merupakan suatu perluasan dengan kewenangan di
luar hukuman mengakibatkan batas-batas kewenaﬁgan dari hakim pidana
~..menghadapi suatu vervaging. Dan jikalau terdapat suatu kewenangan pada
...hakim . untuk .mengadakan. suaiﬁ kombinasi hukuman dengan tindakan,

~..maka juga perbatasan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan akan

menjadi samar-samar.®’ Dengan adanya penambahan. . semacam .. ini
kewenangan dari hakim diperluas untuk memberikan perlindungan pada
korban.

Diantara tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan itu ada yang
dapat diicategorikan‘ sebélgai aturan yang berorientasi pada korban yaitu
_berupa kewajiban mengerjakan apa yang.di-lalaika_n tanpa hak, meniadakan
apa yang dilakukan  tanpa | hak, dan melakukan jasa-jasa untuk
fnemperbail;i 'a'kibat-akibat satu sama lain, atas biaya terhukum, sekedgr
Iiai(im tidak menentukan lain tpasal ‘8d). Meskipun ketentuan ini telah
n—lémbeﬁk-_al'l landasan hukum bagi hakim untuk menj at-uhkan tindakan tata

tertib- yang akan membawa kepada perlindungan korban, tetapi ketentuan

% Oemar Seno Adji: Hukum (Acdra) Pidana Dalam Prospeksi; cet. ke-2, Erlangga, Jal;aﬁa,
1976,170. ’ ; : -
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dalam Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 masih bersifat
pilihan/fakultatif bagi hakim dan dengan demikian tidak ada kewajiban

bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan tata *tertib terhadap terdakwa.

Namun demikian walaupun bersifat fakultatif , namun kedudukannya lebih
baik dibandingkan ganti rugi menurut pasal 14c KUHP di atas, karena
"“tindakan tata tertib" ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan. pidana
pokok *
2. Dalam Undang—Undang No. 23 Tahun 1997 (Undang tentang Pengelolaan [
+Lingkungan Hidup) terdapat juga pengaturan pidana yang berorientasi.pada |
- ..perlindungan korban. Hal ini terlihat dalam pasal 47 Undang-undang
..Pengelolaan . Lingkungan Hidup (UU PLH) yang .menentukan: “Selain
_ ketentuan pidana sebagaimna dimaksudkan dalam. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
b. penutﬁpan sel;lmhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau

c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dﬁn/atau
“f.  menempatkan perusahaan di bawah péngafnpuan paling lama (3) tahun.
Perlindﬁngan korban dalam ketentu_zin di atas, dirumuskan dengan

- kata-kata “perbaikan akibat dari tindak pidana”. Sebenamya “mewajibkan

% Barda Nawawi Arief ; Ibid. hal. 57.




87

mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, atau meniadakan apa yang
dilalaikan tanpa hak” dapat juga dikatakan sebagai suatu tindakan yang
berorientasi pada perlindungan korban baik secara langsung maupun secara
tidak langsung akan membawa kearah perlindungan masyarakat (korban
kolektif) yang dirugikan akibat déri suatu tindak pidana.
Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU.No.
23 Tahun. 1997), tindakan tata tertib termasuk salah satu tindakan-yang
dapat dijatubkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana lainnya terhadap
.seseorang.yang -melakukan. tindak pidana. lingkungan. Pengaturan_msreperti
..,..jni,.,meskipun‘;sif-atnya,.fakultaﬁﬁ.(tergantung pada pandangan hakim) tetapi
.-telah memberikan landasan. hukum yang kuat bagi_hakim. .Ta_npa.,adanya
pengaturan yang d'enﬁkian maka hakim tidak akan mungkin dapat
menjatuhkan tindakan tata tertib karena terhalang oleh adanya asas legalitas
dalam hukum pidana.
. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Uﬁdang—Undang No. 31 Tahun 1999 (Undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pi&ana Korupsi} terdapat ketentuan yang dapat
dikategorikan se-bagai aturan yang bersifat melindungi kepentingan dari
korban tindak pidana.
Pasal _lé ayat (1)  menentukan: Selain pidana ‘tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Kitab 'Uﬁdang—updang Hukum Pidana,- sebgai

pidana tambahan adalah:
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a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
* dan tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di
mana tindak‘pidanzi korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang
yang menggantikan barang-barang tersebut.
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
- dengan-harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
¢. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
. (satu) tahun; |
~.d.. Pencabutan.seluruh atan sebagian hak-hak tertentu atau .penghapusan
seluruh. atau sebagian keuntungan tertentu,..yang..telah atau. dapat
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2): Jika terpidana tidak membayar unang . pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hul;um tétap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang
untuk menutupl uang pengganti tersebut.

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda. yang
mencukupi untuk membayar uét—ngA pengganti sebagaimana dimaksud dalam
* -ayat (1) huruf b, maka dipi-dana‘ denganpi:dana_ penjara yangvlamanya tidak-
' n-lelebihi. ancaman maksim_tim - dari ‘pidana pokoknya sesuai_ .dengan
ketentuan daiam Undang—undangAini "dan lamanya pida.pa tersebut sudah

. ditentukan dalam putusan pengadilan.
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Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) dapat -

dikatakan sebagai suatu undang-undang yang mrengatur lebih banyak dan
lebih lengkap tentang perlindungan korban kejahatan dari tindak pidana
korupsi. Dikatakan lebih banyak mengatur tentang kepentingan korban oleh
karena pidana yang diancamkan dalam undang-undang pemberantasan
tindak pidana. korupsi dirumuskan secara kumulatif dan. kumulatif
alternatif arfinya pidana yang diancamkan itu gabungan antara pidana
...penjara..dengan . pidana. denda atau salah satu dari.pidana-penjara -atau
..-pidana denda..Khusus untuk pidana denda semuanya.akan.masuk. ke kas
negara dan itu berarti kembali kepada korbannya karena korban dari tindak
pidana korupsi. adalah negara. Dexﬁikjan Juga halnya dengan semua
ketentuan yang ada dalam pidana tambahan dapat dikatakan.semuanya
untuk melindungi kepentingan korban (negara) dan kalau terdapat orang
perorang yang dirugikan dalam tindak pidana  korupsi fnaka
perlindunéannya terlihat pada perintah pembayaran uang pengganti yang
harus.di bayarkan pada korban.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga

dikatakan paling lengkap oleh karena dalam hal~ha—l tertentu dalam undang-

undang ini terdapat pedoman pemidanaan yéng akan menjadi landasan bagi

- hakim dalam meﬁjatuhkan putusan. Misalnya_dalam hakim memerintahkan
kepada terpidana untuk membayar uang pengganti kepada korban, maka

hakim sekaligus dapat mel_letapkgin bahwa: harta bendé “milik terpidana
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dapat dirampas untuk membayar uang pengganti. Jika terpidana tidak
mampu atau tidak mau membayar uang peﬁgganti, maka dalam putusan
hakim harus ditentukan pula pidana penjara sebagai penggantinya.

Dengan adanya pedoman penﬁdanaan yang diatur khusus untuk
pidana pembayaran uang pengganti gepcrti yang dikemukakan diatas,
menunjukkan adanya keinginan keras untuk mengembalikan kerugian
negara -(korbanj .disatu pihak dan keinginan untuk mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi di pihak lain. Pelaku tindak pidana korupsi tidak
...dapat menghindarkan .diri.tari.tanggung jawabnya .untuk mengembalikan
...dan .mengganti. kerugian .negara .yang ditimbulkan .akibat . tindak. pidana
korupsi.

Ketentuan yang keras.terhadap pelaku tindak“pidlanal korupsi seperti
yang dikemukakan di atas, di samping memiliki segi kebaikan. mungkin
Jjuga akan membawa kerugian dalam mewujudkan tujuan pemidanaan
dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan dan kehidupan terpidana
dan kelualrganya dimasa depan.

Penderitaan yang dialami oleh terpidana dengan.pidana. yang
dijatuhkan kepada dirinya dengan pidana penjara itu adalah hukuman yang
pantas untuk diterimany’z; atas kesalahan yang telah dilaklikannya, tetapi
bagaimana dengan tindakan lain j ika_hukliman tambahan- dijamﬁkan._ Suatu
hal -yang 'berlebil-lan jika pedoman pemidaria'an yang -berhﬁbungan
pembayaran uang penggantr ‘harus dliaksanakan Pertama yang akan _

‘dua]am adalah pidana | penjara, harta benda hasﬂ korup51 disita kemudlan
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harta milik terpidana yang bukan hasil korupsi disita untuk dilelang guna
membayar uang pengganti dan terakhir kalau harta bendanya sudah habis
dan belum cukup untuk membayar vang pengganti, maka pidana penjara
sebagai gantinya. Pertanyaannya adalah apakah pidana yang dijatuhkan itu
harus menderitakan terpidana beserta anak dan isterinya dengan jalan
merampas semua hartanya baik yang diperoleh dari tindak pidana maupun
yang menjadi-milik pribadi bukan hasil korupsi. Ataukah ketentuan seperti

ini hanya mau dijadikan sebagai pasal mati yang tidak akan dilaksanakan

....atau mungkinkah aturan yang keras seperti ini akan dapat dilaksanakan.

. .Pertanyaan tersebut diatas dikemukakan hanya untuk mengingatkan
kita semua. bahwa dalam penentuan jenis pidana dan beratnya ancaman
pidana tidak melupakan tujuan yang ingin dicapai .dengan. penjatuhan
pidana khususnya yang berkaitan denpgan perlindungan masyarakat,
pembinaan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban. Ketidak
adilan akan muncul jika hanya salah satu yang diutamakan dengan
mengabaikan 3;ang lainnya dengan kata lain dalam kebijakan hukum pidana
ﬁarus tetap ada keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan

masyarakat, kepentingan pelaku dan kepentingan korban.

. Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 (Undang-undang Tentang

Perlindungaﬁ Konsumen) diatur pula je_:his-sank,si pembayaran ganti rugi .

baik sebagai sanksi administrasi maupun sebagai pidana tambahan.
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Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi administrasi diatur dalam
pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 yang menentukan bahwa sanksi
administrasi berupa penentapan ganti rugi paling banyak Rp.
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagai pidana tambahan, pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal
63 UU No. 8 Tahun 1999 yang menentukan bahwa : Terhadap sanksi
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
berupa:

.a. . perampasan barang tertentu;,

. b. _pengumuman keputusan hakim;

¢. . pembayaran ganti rugi;

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

f pencabutan izin usaha.

A Pémbayaran ganti rugi (kepada korban) sebagai suatu sanksi dalam
undang-undang ini harus dipandang sebagai _sanksi yang berusaha
melindungi konsumen sebagai korban dari segi ke-rugian materil yaitu
de'nga;n cara membayar ganﬁA kerugian. Selain itu pidana tambahan dalam
) undang-undang ir}i sebenamya‘ lebih banyék- memben'ka_n perlin&_uﬁéah
képada korban -dari segi per‘lindungan_p‘rever_ltif (kepada- masyarakat) dan
agar 'orang tidak menjadi korban kedua kalinya, yaitu dengan cara

- memerintahkan perampasan'barang'te;tehtu, penghentian kegidtan _yéng
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menyebabkan timbulnya kerugian penarikan barang dari peredaran serta
pencabutan izin wusaha. Tanpa adanya perintah/pidana  tambahan
sebagaimana disebutkan di atas, maka masyarakat akan banyak menjadi

korban dan orang yang telah menjadi korban akan menjadi korban kembali.

. Undang-undang No. 26 Tahun 2000

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia.(HAM), pengaturan perlindungan--korban

diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

. Pasal 34 :

. (1) Setiap.korban..dan.saksi..dalam pelanggaran hak. asasi.manusia yang

berat berhak atas, perlindungan fisik dan .mental dari .ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
(2) Perliridungan sebagaimana dimaksud dalam éyat (1) wajib dilaksanakan
oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
Pasal 35:
(D Setiapl korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli
warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
Dengan adanya k@tentqan sebagaimz;na disebut dalam dua pasal
tersebut -di ataé, maka korban dari pelan_ggaran hak asasi manusia é_kan

memperoleh perlindungan * yang menyeluruh, baik perlindungan fisik

- maupun perlindungn psikis, berupa jaminan keamanan serta jaminan untuk
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memperoleh ganti rugi baik dengan kompensasi, restitusi dan atau dengan
rehabilitasi.

Kebijakan perlindungan korban yang diatur dalam Undang-undang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, merupakan suatu kemajuan yang luar biasa
karena para korban mendapat jaminan langsung dari peraturan perundang-
undangan dan sifatnya mutlak jika terbukti bahwa yang bersangkutan
merupakan. korban dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia.dalam-arti
bahwa pelaku pelanggaran HAM telah terbukti atas kesalahannya.

Jika_ dibandingkan antara ketentuan yang terdapat dalam..Undang-
undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. dengan pengaturan. perlindungan
korban dalam _peraturan  perundang-undangan lainnya, maka = dapat
dikatakan bahwa ketentuan perlindungan korban dalam Undang-undang
Pengadilan Hak Asasi Manusia lebih lengkap dan lebih baik karena:

a. Undang-undang Peﬁgadilan HAM memberikan pertindungan sejak saat
diketahui adanya pelanggaran HAM vyaitu dengan memberikan
_perliﬂdungan keamanan _dari ancaman dan teror dari pihék la_in.
Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, pé_rliﬁ_dungan
hanya mungkin diberikaﬁ setelah hakim memandang perlﬁ untuk

menjatuhkan pidana tambahan berupa penggan'tian' kerugian atau

membayar uang pengganti- atau mempérbaiki kerusakan akibat dari -

tindak pidana. Jadi tidak periindungan keamanan yang diberikan -oleh

peraturan perundangan diluar Undang-undang Pengadilan HAM.
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b. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Pengadilan HAM
bersifat imperatif dalam arti bahwa perlindungan itu harus diberikan
secara menyeluruh dan tidak bersifat fakultatif seperti dalam undang-
undang lain, |

¢. Dalam Undang-undang Pengadilan HAM, penggantian kerugian tidak

saja menjadi tanggung jawab pelaku melalui restitusi, tetapi negara juga

ikut bertanggung jawab unfuk memberiléan kompensasi jika-si-pelaku
pelanggaran HAM tidak mampu membayar restitusi kepada korban,
.bahkan negara.akan, merehabilitir para korban.pelanggaran. HAM... Hal
Ini berbeda dengan.pengaturan pemberian ganti.rugi kepada. korban

_yang hanya menjadi tanggung jawab pelaku.

6. Undang-undang No. 8-Tahﬁn 1981.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidfma (UU No. 8
Tahun 1981) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kemungkinan

bagi korban untuk memperoleh pembayaran ganti rugi baik dari negara

sebagai akibat dari kesalahan aparat penegak hukum dalam melaksanakan

tugas penegakan hukum, maupun dari pelaku tind_ak pidana yang
menyebabkan timbulnya kerugian bagi korban. Kemungkinén bagi korban
untuk mémperoleh ganti kerugian dalam perkara pidz_ma diatur dalam pasal-
pasal sebagai berikut: | | o |
a. Pasal 95

(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak-menuntut ganti kerugian

- "karena ditaﬂgkap, ditahan, ditantut dan diadili atau dikenakan .
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tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas |
| penangkgpan atau penahanan serta tindakan lain ténpa aiasan yang
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang
atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (D
yang f)erkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri;.diputus di

sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

.-...Melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal.95 KUHAP, maka
...dapat. dikatakan bahwa untuk. dapat memperoleh ganti kerugian akibat
. kekeliruan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, pihak
korban dapat menempuh dua jalur yang sesuai dengan.proses.yang
felah dilaluinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang
menyebabkan 1a ditangkap, ditaban, dituntut dan diadili di sidang
pengadilan. Jika terjadi korban karena salah tangkap, salah tahan atau
dikenékan tindakgm lain (pengeledahan atau penyitaar.; yang tidak sah)
yang perkaranya tidak diajukan ke. pengadilan, fuﬁtutan ganti rugi
diaj.ukan melalui-sidang praperadilan. Jika perkara pidana, pidananya
telah sampai' pada tingkat pemeriksaan - dan _diputus disidang

_ pengadiian, maka-—pel-rmohonan .;génii'kemgian ak-an dibel‘-ikan-melaiui :

putusan bersamaan déngan putusan perkara pidana.
X fasél 97 yang mer-lgatur tentang perlindung_an'k_orbap dalam pengertian .

yang lebih luas yaitu yang menyan gkut pengembalian nama baik, status
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seseorang dalam masyarakat. Perlindungan seperti ini dilakukan dengan
memben‘kﬁ rehabilitasi terhadap korban. Seseorang yang diputus bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum ' yang putusannya telah
memperoleh kekuatan hukum tetap berhak untuk memperoleh
rehabilitasi yang langsung dicantumkan dalam putusan pengadilan yang
menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut. Jika
perkara pidananya tidak sampai diajukan ke pengadilan, rehabilitasi
diajukan melalui praperadilan (pasal 97 ayat (3)).
... ...Korban .yang..berhak .memperoleh ganti kerugian . dan.zehabilitasi
...sebagaimana yang diatur. dalam pasal 95 dan pasal 97. KUHAP seperti yang
dikemukakan di atas. bukanlah korban yang terjadi akibat dari.suatu tindak
pidana melainkan korban yang timbul akibat kelalaian aparat atan karena
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses
penyelesaian perkara pidana. bi samping‘ itu terdapat juga kemungkinan bagi
korban dari suatu tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku
yang diatur dalam KUHAP yaitu melalui permohonan penggabungan gugatan
ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidfma.

Dalam pasal 98 ayat (lj KUHAP di.tentukan bahwa jika..suatu
i)erbuatan' yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan'pe‘rkar_a' :
~ pidana oleh pengadila_n ne;geri meni_mbﬁlkan ker.ugia-r} bagi ora:n;g iéin, maka
-hakim ketua sidang atas permintaan orang -itu dapat menetapkan untuk

fnenggabungkan' perkara gugatan ganti kerugran dalam pemeriksaan perkara .

" .. pidana itu.
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Ketentuan pasal 98 ayat (1) KUHAP sebenarnya menyangkut ganti
kerugian yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata yang proses
gugatannya digabungkan/melalui proses perkara ‘pidana. Oleh karena itu
sistgm pembuktian tentang adanya kerugidn dan penyebab kerugian itu
menggunakan sistem pembuktian perdata. Tetapi karena gugatan permohonan

ganti kerugian ini digabungkan dalam proses pemerik'saan perkara . pidana

. maka dalam. hal-hal tertentu acara pemeriksaan perdata dikesampingkan

karena harus mengikuti acara pemeriksaan perkara pidana. Misalnya, dalam
...upaya mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding, gugatan.ganti
. kerugian harus mengikuti acara pemeriksaan perkara pidana dalam pengertian
.. Jika perkara pidana tidak diajukan permohonan pemeriksaan. tingkat.banding,

. maka permohonan ganti kerugian tidak boleh mengajukan permohonan

pemeﬁksaan tingkat banding.

Ganti rugi yang dimohonkan melalui penggabungan dengan acara
pemeriksaan pidana telah diberi batasan-batésan tertentu yaitu hanya sebatas
penggan_tian. biaya-biaya yang dikeluarkan c:)leh pihak yang dirugikan dan

suatu tindak pidana (pasal 99 ayat (2). Pihak yang mengajukan permohonan

ganti kerugian (korban) tidak dapat menuntut ganti kerugian lain selain dari-

penggantian biaya yang telah® dikeluarkan untuk memperbaiki segala

kerusakan atau penderifaannnya.

.Penggabungan ﬁerkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidané,._ :

- dimaksudkan supaya gugatan' perkara ganti kerugian dapat diperiksa dan

diputus pada saat yang sama deng_aﬁ pemeriksaan dan pengambilan putusan
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perkara pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Hal ini
éepintas dilihat sebagai hal yang memudahkan bagi korban serta dapat
meringankan beban pembuktian karena jika terdakwa telah diputus bersalah
dalam perkara pidana mgka gugatan ganti kerugian akan diterima asal saja
hakim yang memeriksa perkara tersebut berwenang mengadili perkara gugatan
ganti kerugian serta dasar gugatannya benar yaitu ganti rugi yang dituntut
adalah biaya-biaya yang dikelurkan oleh korban akibat dari perbuatan

terdakwa/terpidana. Namun demikian jika diperhatikan secara sungguh-

sungguh, .penggabungan.acara pemeriksaan gugatan .ganti.kerugian.dalam

.perkara pidana lebih banyak merugikan korban. Kerugian yang dimaksud

adalah :

a. Dalam hal besarnya jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban,
telah dibatasi oleh aturan hukum yaitu hanya sekedar biaya-biaya yang
telah dikeluarkan oleh korban.

b. Dalam hal korban merasa tidak puas dengan putusan hakim tentang
_ditolaknixa gugatan atau hakim merasa dirinya tidak berwenang 1._'n,eme_1iksa'
perkara gugatan ganti kerugian, makg pemohon/korban _ti;iak dapat
mengajukan perlawanan/bénding Jika perkara pidannya tidaﬁ diajukan
permohonan peme;iksaz’m ting_kat banding:

c. ‘Dala-m hal ppmbhon/korban -merasa p"uzvlsv atas putusaﬁ hakim yang

menyangkut " gugatan g_anti.kérugian tetapi proses pemeriksaan perkara

pidana berlanjut- sampai ke tingkat banding, maka dengan sendirinya -




100

permohonan ganti kerugian juga akan ikut diperiksa dan diputus pada
tingkat banding.

Kenyataan di atas merupakan suatu bentuk kebijakan yang kurang
adil sekaligus mengandung. diskriminasi jika dilihat dari prespektif korban
sebagai pihak yang dirugikan. Karena, Jika pihak korban tidak setuju atas
putusan ganti kerugian yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka
korban dalam hal ini tidak mempunyai upaya hukum untuk mengadakan

perlawanan atas putusan tersebuf, hanya bisa pasrah. Sedangkan kepada

- pihak. tergugat (terdakwa), oleh.undang-undang justeru .diberikan hak.dan _

.. kesempatan untuk mengajukan banding
Dengan demikian gabungan. perkara gugatan ganti kerugian. tidak
dimaksudkan untuk memberikan perhatian pada kerugian dan penderitaan
korban melainkan semata-mata hanya untuk mempermudah cara kerja

hakim dalam memeriksa suatu perkara.

B. Pelaksanaah Perlindungan Korban Dalam Penerapan Hukum Pidand -

Seperti yang telah dii_cemukan pada sub bab kebijakan legislatif hukum

pidana . posistif Indonesia, bahwa kesalahan dalam kebijakan

formulasi/legislatif akan membawa kesalahan pula dalam kebijakan

yudikati'f/éplikasi dan padé kebijakan eksekusi/administrasi. Dengan demikian

. kebijakan - yudikatif/faplikasi - sangat  difentukan oleh . 'kebijakan_

formulasi/legislatif. -

% M.Yahya Harahap; Pembdhasan Permasalahan don Penerapa}r KUHAP, Pustaka Kartini (cet.”
ketiga), Jakarta, 1993, hal. 608-609.- : . ’ ) ’

T L
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Dalam melihat pelaksanaan perlindungan korban dalam penerapan
hukum pidana di Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari masalah bagaimana
pengaturan perlindungan korban dalam kebijakan formulasi/legislatif.

Dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan korban
khususnya perlindungan dalam arti pengaturan pemberian ganti rugi pada
korban dalam kébijakan formulasi/legislatif telah menunjukan adanya
kemajuan. Tetapi hal itu khusus untuk pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan di luar KUHP. Pengaturém pemberian ganti .rugi yang .terdapat

~dalam KUHP.masih. belum berubah, artinya ketentuan mengenai -pemberian
| ganti rugi pada.korban.masih terbatas pada ketentuan pasal 14c.-KUHP yang
hanya memberi kemungkinan untuk menetapkan pemberian ganti pada-korban
jika hakim .akan menjatuhkan pidana bersyarat serta..mencantumkannya
sebagai salah satu syarat khusus yang harus dilaksanakan oleh terpidana.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat .menunjukan ..adanya
peningkatan terjadinya kejahatan baik secara kualitatif maupun sacara
kuantitatif d;'m yang lebih banyak menimbulkan korban z.;dalahA kejahatan-
kejahatan yang mela_nggar ketentuan-ketentuan yang terdapét dalam KUHP.
Hal ini akan membawa i(onsekwensi bahwa korban kej ahatar; semakin banyak

_yang menderita sementara pengaturan pem_be_rian_ganti rugi dalam KUHP
tiélak.berub_ah aengan s.e-:ndi;'@nya akan-: n-'le.m‘perkecil ken-mngkinan penjatuha_n '

_ putusan pemberian ganti rugi' pada korban. -

Dengan demikian penjatuhan pidana/ tindakan oleh hakim. tergantung

" pada peratﬁran perundang-undangan _p‘idana yang ada serta bagaimana
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pandangan hakim terhadap perlunya keseimbangan dalam memperhatikan
kepentingan pelaku, masyarakat dan korban. Hakim sebagai salah satu
komponen dari penegakan hukum memainkan peranan yang penting dalam
usaha memberikan pérhatian pada korban. Hal ini penting untuk diperhatikan
karena bagaimanapun baiknya peraturan pemndang—undangan hukum pidana
mengatur tentang pemberian ganﬁ rugi pada korban tetapi pada akhirmya akan
tergantung pada aparat penegak hukum yang akan melaksanakannya. Hal ini
telah dikemukakan oleh ~ Wolf Middendorf yang menyatakan -. bahwa
. .keseluruhan . efektifitas . peradilan pidana_ bergantung -pada -tiga -faktor -yang:
..saling berkaitan, yaitu:.adanya undang-undang yang baik-(good.-legislation); |
- pelaksanaan yang cepat .dan pasti (quick and ceriain enforcement);-dan
pemidanaan yang layak dan seragam (moderate and uniform sentencing).”’
Dari sisi pengaturan pemberian ganti rugi dalam KUHP .sekarang
dihubungkan dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam masyarakat yang
diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sebagian besar adalah kejahatan-
kejahatan yaﬁg melaf_lggar _ketentuan—ketentuan yang ada dalam KUHP- maka
- akan terlihat bahwé ﬁi_dana yang banyak dijatuhkan oleh hakim adalah pidana
. perampasan kemerdei(aan yaitu pidana penjéra atau pidana kurungan_ dengan
'mz_tksn_ld men_empatkan pe_la_ku dalam lembaga ﬁemasyaraka_tari, dengan tujuan
Lint‘u_k memperba-iki pelal;u, sedang-kan"pe-njéitt—lh-am pidana bersyarat sebagai
landasan urituk menjatuhkan putusan per-llbayafén gantl ﬁgi sebagai syarat

khusus masih belum mendapat perhatian yang serius dari para hakim. Hal.ini

58 Wolf Middendorf: dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief; Op.Cit. hal. 200
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terlihat pada hasil putusan pengadilan di Nusa Tenggara Barat dari tahun
1998 sampai dengan tahun 2000 seperti yang terlihat dalam tabel sebagai

berikut: ‘ '

Tabel 1: Jumlah Putusan dan Jumlah Pidana Bersyarat yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Negeri Mataram tahun 1998 s/d 2000.

Tahun Jumlah Putusan Pidana Bersyarat | Persentase ( %)
1998 145 18 12,4
1999 148 24 16,32
2000 112 12 10,71
Totai 405 54 13,3

Sumber : Pengadilan Negeri Mataram.

..~ Tabel 2 : -Jumlah-Putusan-dan Jumlah Pidana Bersyarat yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Negeri Praya tahun 1998 s/d 2000

Tahun Jumlah Putusan | Pidana Bersyarat | Persentase ( %)
1998 111 -
1999 152 2 1,32
2000 115 7 6,10
Tota-l 377 9 2,39

. Sumber : Pengadilan Negeri Praya.
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Tabel 3 : Putusan dan Jumlah Pidana Bersyarat yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Negeri Raba Bima tahun 1998 s/d 2000.

Tahun Jumlah Putusan | Pidana Bersya‘rat Persentase ( %)
1998 102 15 7,43

1999 225 19 8,44

2000 147 9 6,12

Total 474 43 9,1

. Sumber : Pengadilan Negeri Raba Bima
Dari data yang tertera dalam tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 1998
telah diputus sebanyak 145 kasus diantafanya 18 kasus atau sama dengan 12
% yang diputus dengan penjatuhan pidana bersyarat; Kesemua putusan dengan
-penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak terdapat satu putusanpun yang
menjatubkan syarat khusus yang berupa perintah membayar ganti kerugian
maupun syarat khusus lainnya, Pada tahun 1999 Pengadilan Negeri Mataram
telah memeriksa dan memutus sebanyak 148 perkara diantaranya telah diputus
24 perkara atau sama dengan 16, 32 % dengan penjatuhan pidana bersyarat
dan dari 24 perkara yang duatuhl pidana bersyarat tersebut tidak ada satu
perkarapun yang dljatuh1 permtah untuk melaksanakan syarat khusus balk

berupa pembayaran gantl rugi maupun’ syarat khusus lainnya. Selanjutnya

L pada tahun 2000 telah dlperlksa dan diputus sebanyak 112 perkara 12

dlantaranya d1_]atuh1 pidana l_)_ersyarat,- sama dengan 10, 71 %. Darl 12 perkara -

yang dl_]atllhl p1dana bersyarat tersebut tidak ada satu perkarapun yang dij atuhll

- penntah untuk melaksanakan syarat khusus baik berupa pembayaran gantl

-rugl atau syarat khusus lainnya. ‘Semua putusan yan_g menjatuhkan pldana"
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'bersyarat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 hanya diberikan syarat
umum yaitu tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 1998, 1999 dan tahun 2000
'terdapat 3 putusan yang menjatuhkan -pidana berupa perintah membayar ganti
kerugian yaitu 1 (satu) perkara diputué perintah membayar ganti kerugién
karena adanya pérmohonan korban untuk menggabungkan gugatan  ganti
kerugian dalam perkara pidana. Dan 2 (dua) perkara lainnya adalah perintah

.membayar uaﬁg pengganti dalam perkara korupsi. Disamping itu pengaditan

- -Mataram dalam kurun waktu tersebut-di atas telah menjatuhkan putusan bebas -

-atau lepas-dari segala tuntutan hukum terhadap 15 orang yaitu tahun 1998
diputus. bebas -5 (lima)-orang, tahun.1999 diputus bebas-2- (dua) orang dan
pada tahun 2000-telah diputus bebas 8 (delapan) Orang.- Terhadap: korban
(penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum} yang diputus bebas
oleh hakim, .hanya diperintah untuk merehabilitasi -para -korban -berupa
memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabamya‘ |

Kenyataan yang terjadi di Pengadllan Negeri Mataram- juga terjadi di

Pcngadllan Negeri Praya Lombok Tengah dimana ganti rugi kepada korban

A tldak pernah dlj'amhkgn _oleh_ para hakim dalam menjatuhkan_ putusan pidana
bersyarat
" Dalam tabel 2 terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 1998 sampat

“dengan tahun 2000 hakin_l Pengadilan Negeri Praya _hanya menjatuhkan 9

(sembilan) pidana bersyarat (2,39%) dari sebanyak 377 perkaré._yal_lg dip.e_rik_sa-
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dan diputus dengan rincian tahun 1998 telah diperiksa dan diputus sebanyak
111 perkara tanpa satupun yang dijatuhi pidana bersyarat. Tahun 1999 telah
diperiksa dan diputus 152 perkara 2 perkara (1,32 %) diantaranya dijatuhi
pfdana bersyarat tanpa disertai dengan pidana tambahan baik berupa syarat
membayar ganti rugi ataupun syarat khusus lainnya. Pada tahun 2000 telah
diperiksa daﬁ diputus sebanyak 115 perkara, diantaranya dijatuhi pidana

bersyarat sebanyak: 7 perkara ( 6,10 %) tanpa disertai dengan syarat” khusus

_baik berupa membayar ganti kerugian maupun syarat khusus-lainnya.

- --Di-Pengadilan Negeri Raba-Bima nasib korban tidak- berbeda-dengan

-~korban kejahatan-di daerah-daerah lain yang tidak mendapﬁt*perhatian* dalam
...proses peradilan pidana. Dari 474 perkara yang diperiksa-dan-yang- diputus-di
..Pengadilan Negeri -Raba-Bima terdapat 43 perkara (9,1-%)-diantaranya yang
..~diputus.dengan menjatuhkan pidana bersyarat dengan rincian-tahun-1998 telah

.. diperiksa dan diputus sebanyak 202 perkara, 15 perkara (7,43-%).diantaranya

dijatuhi pidana bersyarat tanpa disertai dengan syarat khusus baik berupa

perintah membayar ganti rugi maupun perintah melaksanakan syarat. khusus

Jamnya. Pada tahun 1999 telah diperniksa dan diputus sebanyak 225 -perkara,

19 perkara (8,44 %) dijatuhi dengan pidana bersyarat tanpa disertai dengan

perintah melaksanakan syarat khusus. Pada tahun 2000 Pengadilan Negeri

‘Raba-Bima telah memeriksa dan memutus sebayak 147 perkaré,' 9 perkara

(6,12° %) diantaranya dijatuhi pidana bersyarat dengan syarat-umum tidak

.melakukan tindak pidana selama berada dalam masa percobaan, tanpa disertai
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dengan perintah melakukan syarat khusus baik berupa membayar ganti rugi
maupun syarat khusus lainnya.

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa ganti kerugian kepada korban
individual tidak.pernah dijatuhkan dalam putusan pengadilan kecuali satu
yang diputus untuk membayar ganti kerugian kepada korban fetapi bukan
dalam rangka sebagai syafat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat
melainkan  karena adanya -permintaan korban melalui permohonan
penggabungan gugatan ganti kerugian dalzﬁn pemeriksaan perkara.pidana.

Selain itu terdapat dua -putusan yang menjatuhkan pidana membayar -

uang pengganti kepada -negara-(korban) dalam pemeriksaan perkara-korupsi.

Hanya saja dalam menjatuhkan pidana berupa perintah untuk membayar uang

pengganti kepada negara (korban), hakim Pengadilan Negeri-Mataram. tidak

mengikuti . pedoman . penjatuhan. pidana yang ada.dalam Undang-undang

tentang Pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi yang baru.(.UU No..39 Tahun

1999) yang menentukan bahwa jika terpidana tidak mau atau tidak mampu
membayar uang pengganti, maka harta benda milik terpidana disita dan
dilelang untuk_ Iﬁeﬁbayar vang pengganti dan jika terpidana tidak memiliki
harta maka akar-l diganti dengan pidaﬁa. penjara; Hakim Penga-dilan Negeri

Matélrar_n' dalam rnenjatuhkaﬁ putusan membayar uang pengganti, langsung

‘memutuskan jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka terpidana

- akan dikenakan pidana kurungan sebagai kuf'ungan pengganti tidak membayar -

uang pengganti. Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang. memerintahkan -

untuk membayar-uang pengganti yang disertai dengan kurungan pengganti
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akan membawa konsekwensi negara sebagai korban tidak akan mendapat
uang pengganti seperti yang putuskan oleh hakim apabila terpidana tidak
bersedia membayar dan lebih memilih untuk menjalani kurungan sebagai
penggantinya. Hal inilah yang dilakukan oleh 2 orang terpidana kasus korupsi
yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram tahun 1998 dan tahun 2000.
Akibat dari terpidana memilih untuk menjalani kurungan pengganti, maka
negara- sebagai korban menderita kerugian ganda yaitu tidak mendapat vang

pengganti dan harus membiayai hidﬁp terpidana selama berada. dalam

- kurungan.

. -Berdasarkan-,la.poran tahunan Pengadilan Negeri Mafaram?u}?engadilan
Negeri.Praya dan.Pengadilan Negeri Raba-Bima terdapat beberapa-putu;an
yang membebaskan. terdakwa dari segala tuntutan hukum..Dalam putusan
pembebasan seperti ini terdapat juga unsur perlindungan yang diberikan oleh
para hakim yaitu berupa.perlindungan secara umum dengan memerintahkan

kepada penuntut umum untuk mengembalikan-status mercka kembali ke

sebelum 'disahgka/didakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan cara.

memulihkan hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
Bentuk perlindungan semacam ini, meskipun tidak memerintahkan untuk

membayar ganti rugi tetapi sudah termasuk dalam perlindungan yang cukup

_ luas cakupannya. Hanya saja putusan pembebasan terdakwa dari segala

‘ -.tu.ntutan hukum yang tidak disertai dengan perintah membayar ganti kerugian

- akan memperpanjang jalan yang harus dilalui oleh korban _é.kibat kesa-!ahan‘

ini termasuk putusan yang mengurangi perlindungan korban atau paling tidak
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aparat penegak hukum karena di dalam KUHAP sendiri telah ditentukan
bahwa tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan atau diadili tidak
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berhak untuk mendapat ganti
kerugian (pasal 95 ayat 1) KUHAP). Seharusnya jika dalam suatu aturan
hukum sudah ditentukan bahwa ganti kerugian itu sudah menjédi hak
terdakwa, maka-hakim yang membebaskan terdakwa dari iuntutan hukum
disamping memerintahkan untuk merehabilitasi terdakwa juga menetapkan

besarnya ganti rugi.yang harus dibayarkan kepada terdakwa.

- .Kurangnya . .perhatian ---pada  perlindungan - ko‘rban~.»-‘--w-kehijakan‘

- yudikatif/aplikatif.. tidak .. hanya -tefjadi di Pengadilan Negeri -Mataram,
. Pengadilan Negeri-Praya.dan di. Pengadilan Negert Raba Bima, .tetapi secara
. nasional terjadi.juga hal .yang demikian. Dalam Statistik .Kriminal yang
. dikeluarkan oleh Biro. Pusat Statistik tahun 1977 terlihat bahwa dari 21 kasus
tindak . pidana ekonomi, tidak satu pufusanpun yang menetapkan adanya
tindakan tata tertib yang dyatuhkan termasuk di dalamnya perintah untuk
mengeljakaﬁ apa yang dilalaika:n,tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan
tanpa hak, dan melakukan jas:;l_-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat..satu
sama lain; semua atas biaya si te;rhukum. Demikian jugﬁ halnya dalam perkara
- tindak pidana k(‘)ru‘p'si, 7dari_ 19 kasus yang diputus, tidak éda satu putuse;npun

yang men}atuhkan pidana tambahan berupa pembayaran u;cmg pengganti, yang

ada hanyalah putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan
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barang-barang tetap maupun tidak tetap yang diperoleh dari atau yang dibeli

dari uang hasil korupsi.*®
Dari data yang terdapat dalam Statistik Kriminal yang dikeluarkan
‘ oleh Biro Pusat Statistik, terdapat 5175 kasus yang diputus dengan pidana
| bersyarat/pidana percobaan dari 72893 kasus yang diputus di seluruh
Indonesia. Dari 5175 kasus yang diputus dengan pidana bersyarat/pidana
percobaan itu tidak ada yang diputus dengan menetapkan syarat khusus-yang

berupa perintah memberikan ganti rugi kepada korban.

~-IDari-hasil . penelitian-tersebut di atas memperlihatkan Bahwa-.ndalam
p.roses penegakan. hukum -pidana tidak atau kurang memperhatikan .nasib
. korban. Hal ini tidak dapat dikatakan semata-mata karena kurangnya perhatian
para hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban tetapi. juga karena
_.dalam kebijakan legislatif/formulasi yang ada khususnya dalam KUHP dapat
dikatakan hampir tidak memberikan perhatian pada perlindungan langsung
kepada korban.

Dari. hasil wawancara dengan sembilan orang hakim yang ada di tiga
pengadilan.yang ada di Nusa Tenggara Barat menunjukan bahwa.sebagian
.l;esar para hakim (8 orang) bahwa para hakim tidak dapat menjatuhkan

. putusan pidana pembayaran ganti rugi kt_:pada korban karena di d’aiam KUHP .
o );ang berlaku sekarang tidak terdapat jenis pidana‘ berupa memba:yar ganti Tugt
kepada korban, baik sebagai pidania pokok maupun éebagai pidana t_ambahan. )

Jika kami (para hakim pen.) menjatuhkan putusan yang berisi perintah untuk

®* Disusun kembali dariStatistik Kriminal, Biro Pusat Statitistik (BPS) Jkarta.
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membayar ganti rugi pada korban maka kami khawatir akan mendapat
perlawanan baik dari penuntut umum maupun dan terdakwa karena hal itu
tidak ada dalam ketentuan KUHP. Satu orang hakim memberikan penjelasan
bahwa para pelaku tindak p;dana yang ada di daerah ini adalah mereka yang
tidak memliki apa-apa (miskin) jadi percuma kalau diperintahkan untuk
membayar uang ganti rugi. Disamping itu masalah ganti rugi tidak ada
ketentuannya dalam KUHP.

_.Dalam menjawaab pertanyaan mengapa dalam menjatuhkan. pidana

. bersyarat kurang.bahkan.tidak:ada yang disertai dengan.syarat-khusus para

hakim memberikan jawaban.: syarat khusus berupa ganti.rugi ke;iada.korban

. .akan.dikenakan kepada. terpidana jika tindak pidana.yang dilakukan oleh
. pelaku itu adalah yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban

.. (6 orang hakim), disamping itu ada yang mengatakan (2 orang hakim) bahwa

syarat khusus dalam pidana bersyarat itu dijatuhkan apabila perbuatan yang
dilakukan oleh terpidana itu merupakan suatu yang dianggap sebagai suatu
kesengajé.an sehingga untuk membina terpidana melalui pidana bersyarat

diperlukan penjatuhan syarat umum dan disertai syarat khusus. Dalam

~ kenyataan selama ini yang dijatuhi pidana bersyarat adalah mereka yang

melakukan tindak pidana ringan, tindak pidana yﬁng dilakukan dengan tidak

sengaja atau karena kenakalan. Sikap pelaku tindak pidana di depan sidang

“juga akan menentukan akan dijatuhklanﬁya- pidana bersyarat atau pidana

 lainnya karena untuk menjatuhkan pidana bersyarat memerlukan pengawasan

_ S/ang terus menerus dari petugas Lembaga Pemasyarakatan guna mengetahui
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ditaatinya syarat umum yang ditentukan serta syarat khusus jika hal itu juga
diperintahkan oleh hakim (1 orang hakim).

Dari hasil wawancara dengan para hakim yang bertugas di 3
Pengadilan Negeri yang ada di Nusa Tenggara Barat tersebut di atas
menunjukan bahwa kurangnya perhatian pada korban terutama berkaitan
dengan pemberian ganti kepada korban dalam peradilan pidana adalah karena

kebrjakan legislatif/formulatif yang kurang berorientasi pada korban-sehingga

. dalam praktek, perhatian yang diberikan oleh para hakim dalam menjatuhkan
.. putusan.adalah.sesuai dengan arah kebijjakan legislatif/formulasi-yang ada.
. Jika putusan penjatuhan pidana bersyarat dilihat dari kepentingan pembinaan

. pelaku _tindak. pidana maka hal itu telah sesuai .dengan kebijakan

legislatif/formulasi yang ada. (dalam KUHP), karena para hakim  dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat mengabaikan kefentuan-ketentuan yang
ada dalam KUHP. Ketentuan yang ada dalam KUHP hanya memberikan
sedikit peluang bagi hakim untuk menajatuhkan pidana berupa perintah
membay—ar ganti rugi kepada korban.yaitu jika akan dijatuhkan pidana
bersyarat serta jika syarat khusus berupa membayar ganti kerugian  itu
dianggap perlu oleh hakim. Dalam prakteknya para hakim menganggap tidak
perlu menjatuhkan pidana bersyarat .yang disertai dengan syarat khusus
apakah itu membayar ganti rugi kepada korban atau syarat khl;sus lainnya

guna hencegah timbulnya -korba_ﬁ lebih lanjut: Selain dari itu jarangnya _




113

penjatuhan pidana yang disertai dengan perintah membayar ganti rugi kepada

korban menurut Barda Nawawi Arief antara lain®:

a. penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi
yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; ia hanya dapat dikenakan
dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya
sebagai “syarat khusus” untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana
pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;

..b. _péneta_pan syarat khusus berupa ganti rugi inipun hanya (.iapat.ﬂdiberikan
.apak?ila.-zhakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu.tahu atau
pidana kurungan;

L. syarat.__khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP. hanya .bersifat
fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Meskipun dalam proses peradilan pirdana sangat jarang diputuskan oleh
para hakim agar pelaku tindak pidana/terpidana membayar ganti kerugian
kepada korban atau perintah memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana,
tetapi prakték yang terjadi diluar sidang, terutama antara pelaku pelanggaran
lalu lintas yang menyebabkan terjadinya luka-luka dan .kerusa}can harta benda
korbannyé, sering terjadi pelaku pela_nggar,aﬁ lalu lintas membayar sejumlah
uang kepada icorban.

o }?;er-(lai;zz-rkan hasil wawancara dengar; korban' kecelakaan lalu lintas di
koté Mﬁtaran-l,' ’ dipe'rd_le-ll keterangan bahwa para pelaku atau kéluargapya‘

datang dengan sukarela kepada korban atau keluarganya unjcuk memberikan

" Barda Nawawi Arich; Ibid, hal. 7.
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sejumlah uang kepada korban. Pemberian uang seperti ini meskipun tidak
dikatakan sebagai ganti rugi, tetapi menggunakan istilah yang bermacam-

macam misalnya; uang duka jika korbannya meninggal dunia, uang untuk

mengganti barang yang rusak, sumbangan sebagai rasa tanggung jawab, uang

perawatan/pengobatan dan ada juga yang menyebutmya sebagai wujud
permintaan maaf karena telah melakukan kekeliruan,

Dalam proses- pembayaran/pemberian uang kepada korban -di-luar

..proses.peradilan pidana.ini diperoleh keterangan baik dari korban maupun.dari
.. pelaku- tindak - pidana -bahwa pemberian uvang ini ada yang dilakukan atas
...inisiatif pelaku tindak.pidana,.ada .yang.dilakukan atas inisiatif petugas. polisi
... Jalu lintas, dan ada juga atas inisiatif dari keluarga korban dengan tujuan untuk -

.. menghentikan proses pidana secara damai.

...Khusus untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan
timbulnya luka-luka, pelaku tindak pidana bersedia .dengan sukarela
membayar sejumlah vang kepada korban karena mereka (pelaku) tidak ingin

terjadi korbén atau keluarganya melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku

sebagai balasan atas perbuatannya. Alasan lain yang dikemukakan adalah .
karena petugas polisinya menyarankan untuk mengganti seluruh biaya yang -

dikelurkan oleh korban untuk memperbaiki segala yang rusak akibat dari

tindak pidana. o _ o . .

- Satu hal yang jelas dalam hal menenmkan' besamya uang yang harus

- dibayarkan oleh pelaku kepada korban ini ditentukan - dengan jalan

fnusyawarah antara pelaku deng_an__korban bahkan.l_ebih banyak diketahui dan
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.disetujui oleh petugas polisi sehingga tidak ada unsur paksaan atau pemerasan
kepada pelaku tindak pidana.

Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong tidak
mampu biasanya mereka menyf;rahkan urusannya kepada polisi lalu lintas
untuk memproses secara hukum. Untuk korban meninggal dunia dalam
kecelakaan lalu lintas, pemberian uang kepada keluarga korban tetap
dilakukan oleh pelaku maupun keluarganya meskipun mereka tahu-bahwa

... pemberian .uang .semacam ini tidak. akan mehghentikan.penuntutan.\.atasz..si
pelakunya.

Praktek- yang -tegadi 'seperti.‘.yang dikemukakan.-di atas menunjukan
.adanya perubahan pandangan masyarakat dan aparat penegak. hukum. (polisi)

...terhadap berfungsinya hukum. dalam masyarakat. Perubahan pandangan yang

.. .dimaksud.. adalab .bahwa .tidak semua. tindak pidana.yang. .tegjadi harus
diselesaikan melalui jahur hukum (pidana) melainkan dapat,juga. diselesaikan
melalui jalur musyawarah, meskipun hal semacam imt masih dapat dianggap
bertentangaﬁ dengan Hukum. '

Berkaitan  dengan perubahaﬁ pandangan . masyarakat . dalam
menyelesaikan persoalan .h-ukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:
Pembicargaﬁ kita mengenai pola-pola penyelenggaraan hukum olel_l badan-

' -badan yang diberi tugas un_tu-k melaksanakan hukum (enforcement agencies)-
‘telah 'rﬁeinperlihatkgn terjadinya kelainan atau pen&impangan—'penyifnpangan , 7

- antara hal-hal yang tertera di dalam ketfgﬁtuan—ketentuan hukurq, yang

™ Satjipto Rahardjo: Hukum dan Masyarakat, (cet. ke 4), Angkasa, Bandung, 1980, hal. 76.
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memberi batasan atau uraian tentang tugas pekerjaan badan-badan tersebut
dengan praktek-praktek yang dijalankan oleh badan-badan tersebut sehari-
harinya. Dalam kesempatan lain diakatannya; keadaan vang demikian ini
memberi isyarat, bahwa rakyat lebih mempercayakan penyeleséian
sangketanya kepada institusi atau badan-badan di luar pengadilan yang resmi
it !

Kondisi korban dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas seperti yang

dikemukakan.di atas lebih baik jika dibandingkan dengan.korban-korban-.daﬁ

- kejahatan lainnya. Dalam kasus pencurian sepeda- motor, korban- . yang

. kehilangan sepeda motor, seringkali menjadi korban .lebih lanjut. jika . para

. korban ini melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Dari-10 orang

korban yang kehilangan sepeda motor di kota Mataram, 7 orang yang
memberikan laporan kehilangan sepeda motornya kepada kepolisian. pernah
dimintai biaya untuk mencari pelaku peﬁcurian. 3 .orang. korban. yang
kehilangan sepeda motornya tidak melaporkan peristiwanya ke kepolisian
dengan alasa;n yang berbeda. 2 orang korban tidak melapor karena berus._aha
mencari sendiri dan tidak ada gunanya melapor karena hanya sedikit “oréng

yang kehilangan itu ditemukan kembali, sementara korban dimintai biaya

" untuk pencarian pelakunya. Sementara itu 1 orang lagi terpaksa menebus ,

sepeda motornya dari . pelaku dengan 7membayér tebusan sebesar Rp

-3.000.000,. (tiga juta rupiah) karena diancam oleh pelakunya jika melapor

pada petugas kepolisian. Dalam kondisi seperti itu korban dengan terpaksa -

™! Satjipto Rahardjo; Jimu Huku (cet. ke 5), P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal, 153.
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membayar uang tebusan sepeda motornya karena tidak punya pilihan lain lagi
dari pada kehilangan sepeda motornya.

Dengan melihat kenyataan seperti yang dikemukakan di atas, ternyata
bahwa orang-orang yang menjadi koﬂ?an kéjahatan selain tidak mendapat
perhatian dalam proses peradilan pidana juga tidak mendapat perhatian dalam
penegakan hukum pidana. Keengganan dari para korban untuk melaporkan
kejahatan yang menimpa mereka serta adanya pungutan yang harus-mereka
hadapi jika melaﬁor tentang kejahatan yang terjadi. merupakan .. bukti
kurangnya perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada para. korban.

. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang, seharusnya dalam
proses. penegakan hukum maupun dalam proses peradilan-pidana perhatian
aparat penegak hukum tidak hanya harus diberikan. kepada .upaya
penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada pelaku..dan. pada .upaya
perlindungan masyarakat tetapi juga harus memberikan perhatian yang sama
pada mereka-mereka yang menjadi korban.

Meméng harus diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam
KUHP yang. berlaku sekﬁrang- belum bisa mendukung upaya memberikan
pe;'hatian pada korban karena jenis sanksi yang ada dalam KUHP tidak ada

yang secara langsung dapat memberikan perlindimgan kepada korban.

~ Ketiadaan' jenis pidana yang memberikan pérlindungan p?da _korban

khususnya yang menyangkut pemberian ganti rugt pada korban meny.ebabkan

. para hakim tidak dapat menjatihkan putusan untuk memberikan perlindungan

pa&a korban khususnya jang me_nyangl_-cut _perintah ‘perﬁben’ad ganti rugi.
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Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang tidak tercantum dalam
suatu peraturan perundang-undangan yang ada karena hal ini akan
bertentangan dengan ketentuan yang terdapat daldm pasal 1 ayat (1) yang
mnyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan
aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan
dilakukan”. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP- ini
merupakan landasan sekaligus menjadi asas yang tidak dapat ditinggalkan
.oleh para hakim.dalam memutus suatu perkara pidana. Asas ini dalam hukum
-~pidana - dikenal -deéngan -asas--Legalitas yang biasanya menurut-Moeljatno,
--mengandung tiga pengertian, yaitu:
1) tidak.ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana-kalau -hal
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu.aturan undang-undang.
{2) Untuk .menentukan. adanya perbuatan pidé.na. tidak - .boleh . digunakan
analogi. (kiyas)
(3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.”
Péngértian yang terkandung dalam asas ,,legalita$ -sebagaimana
disebutkan di atas maka yang harus ada dalam aturan hukum .pidana .itu

mencakup perbuatan yang dilarang/yang diharuskan dan jenis pidana yang

diancamkan dalam larangan, keharusan 'ter_seb_u't. Dengan  demikian jika-

_seorang hakim dalam memutus suatu pérkara mendasarkan’ putusannya pada_

sesuatu yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah

ada sebelum perbuatan‘itu dilakukan, maka hal itu bertentangan dengan atau

" ™ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25.




119

melanggar asas legalitas yang diakui secara universal. Dalam hal ini Satjipto
Rahardjo menulis:” Kenyataan mengenai tertinggalnya hukum di belakang
masalah yang diaturnya sering dikatakan sebagai cirt hukum yang khas. Tetapi
ketinggalan ini akan betql—betui menimbulkan suatu persoalan pada saat jarak
yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi telah
melampui batas-batas yang wajar.

Kembali ke masalah pemberian ganti rugi kepada korban -dalam

penelr‘apan,‘. hukum pidana, kemungkinan pemberian ganti rugi. meclalui
- penjatuhan-pidana bersyarat merupakan suatu kemungkinan yang-agak sulit
untuk . .dilaksanakan oleh para hakim karena - -disamping - harus
mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana bersyarat jika dilihat dari
sudut kepentingan pembinaan pelaku dan kepentingan masyarakat juga harus
mempertimbangkan perlu atau tidaknya dijatuhkan syarat-syarat khusus. jika
pidana bersyarat dijatuhkan.

Pertimbangan perlu atau tidaknya dijatuhkan pidana bersyarat akan
ditentukan c;leh cara pandang dari para hakim terhadap tujuan. yang ingin
dicapai dengan._ penjatuhan pidana. Jika para hakim tidak mempunyai
pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan hakekat dari penjatuhan
pidana, maka akan sulit dliharapkan dari -seorang hakim untuk lebih banyak
mempertimbangkan kemu_ngkinanr- untuk menj‘a:tuhk_an_ pidana bersyarat. . -
Seorarig ﬁakim yang tidak mempunyéi pemahaman yang mendalam ten'_[an-g‘

tujuan dan hakekat dari penjatuhan pidana, maka yang ada dalam pikiran

7 Satjipto Rahardjo; bid, hal. 99-100.
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hakim adalah jika seorang pelaku telah dihadapkan di depan sidang
pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka hukuman yang pantas adalah
pidana penjara meskipun hanya untuk jangka waktu yang pendek dan
meskipun pelaku tindak pidana muﬁgkin sudah cukup jika dijatuhi dengan
pidana bersyarat atau dengan pidana denda saja.
Kurangnya perhatian terhadap korban dalam proses peradilan pidana
seperti yang dikemukakan di atas, dinyatakan pula oleh Andi ‘Mattalatta
- dengan .mengétakan.-;-: kesan keterasingan korban dala@ peradilan pidana juga
--terasa. Hal ini-misalnya dapat dilihat-dari kurangnya pembahasan-pembahasan
..mengenai-korban di-dalam proses pidana. " |
.- Sementara itu-Reiff juga mengatakan : The problem-of crime; afways
. gets reduced to “what can be done about criminal.” Nobody asks, “what can
...be.done about victims?’.everyone assumes thebest way-to help the victim is (o
...catch the.criminals-as.though. the offender is the only source.of the victim's
trouble.”
Dengﬁn melibat pendapat ter.éebut di atas maka_,dapat‘.dik&takax-l.bahwa
perlindungan korban dengan jalan .pe;mberian ganti rugi kepada korban dalam
penerapan hukum pidana masih bélum mendapat perhaﬁan serius dalam

proses peradilan pidana di Indonesia.

7 Andi Mattalatta dalam Sahetapy ed Viktimoly Sebuah Bunga Rampa: Op Cit. hal 40.
7 Andi Mattalatta : Tbid 39-40. -
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Prospek Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana
Indonesia

Perhatian terhadap kepentingan korban tntuk memperoleh ganti
kerugian- dalam hukum pidana Indonesia sebenarnya sudah mulai terlihat
sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1946 yang menyatakan
berlakunya KUHP dan dengan berlakunya Undang-undang- No. 73 tahun
1958 dinyatakan berlaku -untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kemungkinan. bagikorban .untuk - mendapatkan ganti rugi-dalam -perkare

- pidana-yattu-dengan-adanya--pengaturan tentang pidana bersyarat yang'salah

- --satu-syarat khususnya adalah-pembayaran ganti rugi kepada korban. Namun

-..demikian . pengaturan pemberian ganti rugi daiam-KUHP»-masih'-bersifat

terbatas.

. . ...Sclanjutnya... perhatian.. terhadap kepentingan --korban- -untuk

...mendapatkan ganti.rugi terus berkembang dengan diaturnya-pemberian -ganti

rugi kepada korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada
di luar KUI—IP Perkembangan perhatian pada korban. kejahatan..ini tidak
terlepas dari pelngaruh perkembangan yang terjadi di-tingkat- intemasional
baik melalui pembahasan secara ilmizh berkaitan dengan berkembanganya
ilmu_perigatahudn Bam tentang icorban {victimilogi) maupun ﬁembahgsan
dalam deklarasi-deklarasi PBB."

Hanya sﬁja' pengaturan. p_emberiar_l ganti rugl atau memper‘ba'iki

kerusakan akibat dari tindak pidand pada korban dalam ' peraturan perundang-

1983,

76 Antara lain Declaration of Basic Priciples of Juqlice for Victims of Crime and Abuse of Power. ~
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undangan di luar KUHP sekarang ini sebagian besar mengatur perlindungan
korban yang bersifat kolektif (masyarakat atau negara), belum banyak
mengatur perlindungan korban individual. '

Sejak tahun 1970.yaitu dengan berlakunya Undang-undang No. 14
tahun 1970 (Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) mulai terlibat

adanya pengaturan tentang ganti rugi pada korban yaitu kepada korban-yang

ditimbulkan oleh kesalahan aparat penegak hukum dalam melaksanakan
..tugas penegakan hukum pidana. Pasal 9 a&at (1) UU No.-14 tahun 1970
~-memberikan hak kepada tersangka/terdakv_va' yang ditangkap, -ditahan,
«dituntut -atau diadili tanpa alasan yang berdasar atas hukum atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum vyang --diterapkan - untuk

memperoleh ganti rugi.

Ketentuan pasal 9 ayat (1) UU No. 14 tahun- 1970 memperlihatkan
adanya keinginan untuk memberikan perlindungan. kepada  .korban .- (dari
tindakan aparat penegak. hukum) sekaligus memperlihatkan negara telah
mulai turun .tangan untﬁk .memb_erikan ganti rugi pada korban. Dari sini.mulai
terlihat bahwa negaré, ia_ertanggung jawab. untuk .menghilangkan -atau
menanggulangi penderita:;m warganya yang meﬁjadi korban dz_ilam proses
perédilan _pi(_iéna_, ‘baik yang _di'lakukaﬂ oleh pelz_lkﬁ tindak pidan-a maupun
yan:grdilékukan olehl aparat negara dal-am 'melaksa%l{akan tugas pénegakan
huk_um. o .

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan_dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 14 - -

fahun 1970 sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam Undang-undang -
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No. 8 tahun 1981 (KUHAP) telah diatur pula hak tersangka/terdakwa dan
korban tindak pidana lainnya untuk menuntut ganti rugi/rehabilitasi
melalui/dalam proses pefadilan pidana. !

Dari  berbagai peraturan  perundang-undangan yang ada
memperlihatkan bahwa pengaturan perlindungan korban khususnya yang

berwujud ganti rugi tidak memiliki pola yang sama. Hal ini dapat dimengérti

karena masing-masing  peraturan perundang-undangan yang ada

~menggunakan- pola.perumusan yang berbeda baik yang -menyangkut--ganti
~-rugl -sebagai-salah satu jenis pidana atau sebagai tindakan maupun-dalam

--menggunakan istilah-ganti rugi kepada korban.

Ganti - rugi -sebagai salah satu pidana atau tindakan; -ada - yang

..menempatkannya- sebagai pidana tambahan, misalnya -dalam- pasal- 63-UU
...No. 8 tahun 1999 (Perlindungan Konsumen), pasal 18 ayat {1)-sub-b-UU No.

..31 tahun 1999 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.). Ada-pula yang

menempatkah sebagai tindakan tata tertib seperti yang terdapat dalam pasal 8
UU No. 7 Drt, Tahun 1955 (Tindak Pidana Ekonomi). Dalam KUHAP, ganti
rugi tidak dikatcgorikan sebagai pidana tambahan-atau .tindakan tata tertib
melainkan dijadikan hak tersangka/terdakwa dan korban yang dengan
pembérién hak sefnaca_m ini maka ganti rugi yang dimaksud dalam KUHAP 7

adalah ganti rugi dalam pengertian perdata dalam arti ‘bahwa hak ﬁntuk

' menﬁntut ganti rugi AdiserahkanAsepenuhnyé.'kepada tersangka/terdakwa atau -

korban tindak pidana lainnya dan tidak ditentukan oleh hakim pidana.
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Dan segi istilah, perlindungan korban diwujudkan dalam beberapa
istilah, dalam undang-undang pemeberantasan tindak pidana korupsi
diguna_tkan istilah pembayaran uang pengganti, dal4m undang-undang tindak
pidané ekonomi digunakan istilah “memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan
oleh tindak pidana, dalam undang-undang pérlindungan konsumen digunakan
istilah ganti rugi dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2000 digunakan
istilah ganti rugi kepada korban.

-..Adanya ﬂkeanekéragaman.»-lbaik dalam menentukan sifat-ganti-rugi
-sebagai---pidana- -atau- tindakan— maupun dalam menggunakan " istilah
~menunjukan adanya perbedaan -pandangan dari pembuat -kcbijakan hukum
..pidana-tentang bagaimana seharusnya perlindungan korban -harus diberikan.
- Selain itu tidak.adanya pengaturan ganti rugi dalam Buku 1-KUHP yang

berlaku. sekarang.menyebabkan keinginan untuk memberikan-perlindungan
'pada korban diwujudkan dalam berbagai istilah dan bentuk kebijakan. Tetapi
jika rhasalah perlindungan korban telah ada pengaturannya dalam Buku I
KUHP .mal_;a akan . terdapat. keseragaman kebijakan‘,.rdalam 'memberil.can
perl_indungan pada korban karena Buku I KUHP juga berlz_iku -terhadap
ketent-uan—ketenmn lain di 71uar KUHP sepanjang tidak diatur lain dalam
' qndang—und_ang yang bersangkuﬁn. |

= . Da-ri bebere;pa '-ke;te;ltﬁa-zl peraturan pemndang—undangaﬂ_ ‘yang
mengatur pemberian ganti -rugi seBagéivpidéna/tilldakqn maupun sebagai hak
~ yang dapat. dituntut oleh kérban,_ dapat dilthat bahwa ganti rugi- kepada

 korban dapat dibedakan kedalam beberapa bentuk yaitu:
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1. ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi‘ pidana yaitu sebagai pidana
tambahan atau sebagai salah satu syarat untuk pidana bersyarat:
2. ganti rugi sebagai salah tindakan administratif‘yang harus dilaksanakan
oleh pelaku tindak pidana y@mg diputus melalui proses pidana; |
3. ganti rugi sebagai hak keperdataan yang diberikan oleh hukum pidana
yang dapat dituntut oleh korban melalui lembaga praperadilan atan melalui
penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana.
.- Sementara..itu,. Barda Nawawi Arief mehgemukakanr-radanya—-ﬁempat
kemungkinan -pemberian -ganti -tugi -kepada korban dalam -perkara pidana,
yaitu:
a....pemberian-.ganti -tugi sebagai -“syarat-khusus” dalam ‘pidana - bersyarat
(KUHP);
b...memperbaiki .. akibat-akibat . dalam . tindak pidana -ekonomi, sebagai
“tindakan ._tata.tertib..(.Undang—.Undang No. 7 Drt. 1955);
¢. pembayaran uang pengganti dalam perkara korﬁ,psi_,, sebagai pidana
tambahaﬁ (Undang-Undang No. 3/1971); |
d. penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggal;ungan

gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHAP).W

Sementara itu, dengan tidak memrsahkan secara tegas antara restltu51 )

dengan kompensasi, Stephen Schafer mengemukakan adanya hma sistem

- pemberian restitusi atau kompensasi untuk korban tindak plqana:

7 Barda Nawawi Arief, Ibid. Hal 59, ' i
78 Stephen Schafe, The Victim And His Criminal, a. slua"y in functioal responsibility, Northeartem
University, Random House, 1968, hal. 105-108. -

|UPT-PUSTAK-UNDIP
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1. Damages, civil in character and awarded ini civil proceedings. (ganti rugi
yang bersifat keperdataan dan diberikan melalui proses perdata);

2. Compensation, civil ini character but awarded in criminal proceeding.

(kompensasi yang bersifat keperdataan tetapi diberikan melalui proses

pidana);
3. Restitution, civil in character but interminglednwith penal characteristics
and awarded in criminal procedings (restitusi yang bersifat keperdataan

tetapi bercampur dengan sifat pidana dan diberikan melatui ~proses

pidana};

- 4. Compensation, civil in character, awarded in criminal proceedings and

backed by the resources of the state (kompensasi bersifat “keperdataan
yang diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh anggaran/dana
dari negara)

5. Compensation, neutral in character and awarded through-a-special
procedure (kompensasi yang bersifat netral dan diberikan... melalui
prosedur l‘chusus) |

Pengaturan pemberian ganti rugi pada korban. dalam -peraturan

pemndéng—undangan pidana Indonesia sebagaimana yang telah dikemukakan

* di atas, sesungguhnya masih belum dapat dikatakan berorientasi pada korban

(victim or.iented),‘ melainkan masih ..b_erorienta_si sepenuhnya pada pelaku

(offender orfeniecb,.oleh sebab itu dalam pénerapan hukum pidana; masala_h

prlindungan pada korban khususnya yang menyangkut pemberian ganti rugi”

- pada korban sangat sulit untuk diwujudkan.
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Beberapa kelemahan pengaturan perlindungan korban dalam hukum
pidana positif saat ini antara lain:
1. Tidak adanya sanksi pidana yang berupa ganti’ rugi dalam KUHP baik

| sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan atau tindakan yang

dapat dijadikan landasan bagi hakim untuk mejatuhkan pidana ganti rugi.

Pasal 14 ¢ ayat (1) KUHP hanya menentukan ganti rugi sebagai salah satu

syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim jika menjatuhkan pidana
bersyarat artinya jika' hakim tidak menjatuhkan pidana bersy'arat,"---maka
tidak -ada -kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti “Tugi.
Kalaupun hakim menjatubkan pidana bersyarat, hakim tidak diharuskan
untuk menjatuhkan syarat khusus berupa pembayaran ganti rugi ‘*kepada
korban korban. Dalam kenyatannya para hakim sangat jarang menetapkan
syarat khusus berupa pembayaran ganti rugi pada saat-menjatuhkan: pidana
bersyarat.

2. Kejadian-kejadian konkrit yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa
tindak pidz‘ma yang selalu menimbulkan kerug:ian bagi korban adalah tindak
pidanz_t yang dirumuskan dalam KUHP seda;lgkan pengaturan pemberian

3 ganti ruéi kepada korban dalam kebijakan legislatif/formulasi lebih banyak

diatur dalam ketentuén-'_ketgnt_u'an_ pidana di. luar KUHP. Hal 1ini

' _ | : .- .menyebabkan‘ kebijak;ﬁ éplikasi/yudika}[if dapat dikatakan_tid.;:lk_ perr-?ah

diputuskan pemberian gantirugi pada korban.

' 3. ~Karena ketentuan yang mengatur pembayaran ganti rugi pada korban dalam -

hukum pidana positif bt_ar’éda dalam ketentuan-ketentuan  pidana kh;l'xsus
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yang ada di luar KUHP, maka ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat

berlaku untul; semua tindak pidana dan pidana pembayaran ganti rugi

hanya berlaku untuk korban yang terjadi dari pelanggaran terhadap tindak
pidana khusus tersebut.

Menyadari adanya kekurangan dalam mengatur kepentingan korban

dalam KUHP yang berlaku sekarang serta kurangnya perlindungan korban

dalam penerapan hukum pidana, maka dalam Konsep Rancangan "KUHP

. Nasional. tahun..2000, masalah perliﬁdungan pada korban khususnya -yang
- menyangkut- pembayaran ganti rugi pada korban mulai mendapat perhatian

. yang agak seimbang dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku-dan

perlindungan pada masyarakat.

‘Adanya perhatian terhadap kepentingan -korban dalam - Konsep
Rancangan KUHP terlihat dalam rumusan pasal 62 .yang.menentukan salah
satu dari pidana tambahan adalah pembayaran ganti.kerugian disamping
pidana pemenuhan kewajiban adat yang dapat dikatakan juga sebagai upaya

perlindungaﬁ ‘terhadap korban (kolektif). Disamping itu. dalam . pedoman

penjatuhan pidana ditentukan agar hakim dalam menjatuhkan pidana,

mempertimbangkan antara lain pengaruh tindak pidana terhadap korban atau
keluérganya (pasal 51 ayat (1) sub I, serta dalam pasal 66 d_itentukan bahwa

pidana penjara dapat tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaa_n-keadzian yang

- _s-alah satu keadaan tersebut adalah terdakwa-telah me'mbayar ganti kerugian

pada korban.




129

Meskipun dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2000 telah dicoba
untuk memberikan perhatian pada korban dengan jalan memberikan
kemungkinan untuk memberikan ganti rugi, namun dalam kebijakan formulasi
masih tetap terlihat lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dapat
dikatakan demikian karena tujuan pemidanaan yang dirurhuskan dalam
Konsep KUHP pada prinsipnya diaréhkan pada kepentingan pelaku. Kalaupun
tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP masih tertuang tujuan melindungi
kepentingan korban tapi bukan .korban iﬁdividual melainkan kepentingan

- korban kolektif dan perlindungan korban secara abstrak.

Bahwa Konsep KUHP masih lebih berorientasi pada pelaku-terlihat
juga dalam penjelasan pasal 50 Konsep KUHP- yang -menyatakan:
“Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses -ini berjalan, peranan
hakim penting sekali. Ja mengkonkritkan sanksi pidana.yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana.terhadap tertuduh
dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari
pemida’naa_n,‘yaitu sebag%ti_sara_na i)erlindungan masyarakat, rehabilitasi..dan
resosialiéasi, pemenuhaﬁ f)andangan hukum adat; serta aspek psikologis untuk
menghllangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan

Memang harus dlakm bahwa dengan dlcantumkannya ganti rugi

sebagal pidana tambahan yang diatur dalam Buku I Konsep KUHP dan - .

dengan demikian dapat berlaku umum untuk semua dellk balk yang diatur
dalam (Kdnsep) "KUHP maupun- delik-delik yang- tersebar di luar KUHP. -

Tetapi khusus u,nfuk delik-delik yang terdapat dalam (Konsep) KUHP, pidana °
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tambahan tidak dapat dijatuhkan untuk semua delik karena telah dibatasi oleh
ketentuan yang terdapat dalam pasal 62 ayat (2) Konsep KUHP yang
menyatakan “ Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana”.
Ketentuan seperti ini telah membatasi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana
tambahan khususnya ganti rugi pada semua delik, karena hanya delik tertentu
saja yang dapat dijatuhi- pidana tambahan vyaitu di dalam rumusan-delik
_tersebut secara. tegas. diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tambahan.
----:V\Perhbatasan-~.-ini juga-berdaku untuk delik-delik di luar (Konsep)-KJHP,
... karena . pasal..62. ini berada dalam Bab III Buku I; yang-oleh pasal- 192
..dinyatakan . berlaku . juga. .-bagi perbuatan yang dapat -dipidana- -menurut
... peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain.

... Dengan adanya ketentuan pasal 62 ayat (2) tersebut, maka hanya. delik-
delik tertentu saja yang .dapat dijatuhi pidana tambahan berupa.pembayaran
ganti rugi, karena dalam rumusan delik telah secara tegas dicantumkan pidana
tambahan ai)a yang ;:lapat dijatuhkan oleh hakim jika hendak menjatuhkan
pidana ﬁmbahan.

Delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti
rugl adalah yang terdapat dalam: -
'1. “Bab X1V tentang tindak pidana terhadap asal usul dap pg:rkau(inan;
2.. Bab XXIV tenté.ng tindak pidana-pemerasan dan pengancaman;r
3. Bab XXYII tentang tindak pidapa merugikan Akreditur dan orang yang

berutang; . K B
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4. Bab XXIX tentang kejahatan jabatan,

Selain dari ketentuan tersebut tidak ada lagi delik-delik yang dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti tugi kepada korban, tetapi
untuk jenis pidana tambahan lainnya masih dimungkinkan karena dalam
rumusan delik diperbolehkan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu atau
perampasan barang-barang tertentu.

Melihat tempat dimana pidana tambahan berupa pembayaran-ganti

dapat dijatuhkan .oleh hakim, maka kita akan berpendapat bahwa Konsep

- KUJHP-hanya akan memberikan kemungkinan pembayaran ganti rugi kepada
. korban yang.mengalami.kerugian materi yang secara-langsung disebabkan

..karena tindak pidana. Konsep KUHP tidak memperhitungkan kerugian yang

ditimbulkan .olch suatu tindak pidana terhadap badan misalnya dalam

. penculikan. dan penyanderaan, ada kerugian seorang. karena.tidak .dapat

mencari nafkah; dalam tindak pidana penganiayaan ada kerugian karena.harus
mengelluarkan biaya pengobatan dan juga kehilangan penghasilan karena tidak
dapat @elakéanakan pekerjaan karena dianiaya. |

) Dengan adanya peinbatasan sepertl yang dirumuskan dalam.pasal. 62

ayat (2) Konsep KUHP, maka seperti ada diskriminasi terhadap siapa yang

berhak untuk mendapat ganti rugi akibat dari suatu tindak pidana dan siapa

yaﬁg-tidak akan dapat memperoleh ganti tugi. Orang-orang yang menderita

fisik karena penganiayaan atau karena percobaan pembunuhan atau -mereka

-yang menderita karena penculikan atau penyanderaan yang menyebabkan

mereka tidak. dapat-mencari nafkah sebagai akibat dari suatu tindak pidana
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yang justru termasuk kategori korban yang tidak mendapat kemungkinan
untuk fnemperoleh ganti rugi karena dalam rumusan delik-delik kejahatan
terhadap tubuh tidak tercantum ketentuan yang membolehkan dijatuhkannya
pidana tambahan berupa pemberian ganti rugt pada korban.. Jika hal ini
dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini yang
menunjukan bahwa kejahatan kekerasan (penganiayaan) dan kejahatan dengan
- menggunakan kekerasan (perampokan, pencurian yang disertai --dengan
— -.kekerasan) . sering terjadi dalam masyarakat dan ini berarti bahwa korban dari
kejahatan-ini terus bertambah, maka jika Konsep KUHP masih menggunakan
. pola perumusan pidana tambahan seperti yang ada sekarang; maka korban-dari
kejahatan kekerasan akan tetap tidak mendapat perhatian -dan perlindungan
dari hukum pidana.
Di dalam masyarakat, sering terjadi seorang.yang.melakukan. tindak
pidana yang berbentuk kealpaan/ kelalaian yang menyebabkan. timbulnya
kerugian, memberikan ganti rugi pada korbannya. Hal seperti ini oleh Konsep

KUHP diangkat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk

tidak menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa (pasal 66 sub d) dan. sebagai )

salah satu alasan yang dapat meringankan pidana (pasal 124 sub e). Ketentuan

seperti ini bukanlah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim '

- untuk menjatuhkan putusah pemberian_ ganti rugt melainkan agar hakim
] rﬁempeltimbangkan perbuatar.lAbaik yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk

korbannya bilamana akan menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian
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ganti rugi semacam ini bukanlah diorientasikan untuk kepentingan korban
melainkan diorientasikan untuk kepentingan pelaku.

Karena masih adanya beberapa kelemahan yang menyangkut
pengaturan ganti rugi dalam Konsep KUHP, maka sebelum Konsep KU}IP'ini
disahkan menjadi hukum positif, masalah perlindungan pada korban perlu
mendapat perhatian yang serius karena perlindungan pada korban bukan saja

menjadi perhatian dan kepentingan nasional melainkan juga telah ‘mendapat

.perhatian. masyarakat internasional. Hal ini terlihat dalam Kongres PBB ke-X
~tanggal 10-17 -April tahun 2000 di Viena yang telah -menghasilkan-suatu
. deklarasi yang.isinya antara meminta perhatian negara-negara- anggota untuk

. memberikan perhatian pada masalah yang berhubungan perlindungan korban.

Dalam poin 27 dan Deklarasi Viena dinyatakan:
We decide to introduce, where appropriate, national and international action
plans in support of victims of crime, such as mechanisms.for.mediation.and
restorative justice, and we establish 2002 as a target date for states fo review

their relevan practices, to develop further victim support services..and

_ awareness campaigns on the rights of victims and fo consider the

establishment of founds for victims, in addition to developing and

implementing witness protection policies. (Kami memutuskan_ untuk

‘memperkenalkan secara memadai, rericana tindakan nasional, regional, dan

iﬁterheisibhal dalam memberikan ‘dukungan kepada korban l_cejahatan,'seperti

mekanisme untuk mediasi dan keadilan restoratif, dan kami menetapkan tahun

2002 - sebagai tahun target untuk negara-negara- anggota untuk meninjau -
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kembali praktek mereka yang relevan, untuk mengembangkan jasa dukungan
pada korban dan kampanye kesadaran tentang hak-hak korban dan untuk
mempertimbangkan pembentukan dana untuk korban, selain pengembangan
dan implementasi kebijakan perlindungan saksi).

Dalam poin 28 dinyatakan :
We encourage the development of restorative Justice policies, procedures and
programmes that are respectful of the rights, needs and intersis of “victims,
offenders, communities and all other parties.”
- (Kami. mendorong perkembangan kebijakan restoratif,- prosedur dan-program
- yang menghormati hak-hak kebutuhan dan kepentingan korban, pelanggar
- komunitas dan pihak-pihak lainaya).

Adanya perhatian.dari masyarakat internasional ‘yang -tertuang -dalam
-hasil Kongres. PBB ke-X di. Viena tersebut di atas merupakan pencerminan
dari keprihatinan terhadap keadaan korban yang tidak mendapat. perhatian
dalam proses peradilan pidana selama ini.

Oleh“sebab itulah melindungi kepentingan korban khususnya yang
‘menyangkut pemberian ganti rugi dalam proses peradilan‘ pidana di.negara
kita, dan untuk merespon himbauan dalam Deklarasi Viena sebagaimana
dikemukakan di atas,'ma-ka beberapa hal yang menyangkut pemberiah ganti
rugi pada korban yang diatur dalam Konsep KUHP tahun 2000 perlu‘ diicaji _

kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kumpulan Bahan, Tenth Umlea’ Nation Congress On The Prevem:on Of Crime And The
Treatinen Of Offenders, Viena, 10-17 Aprli 2000. - _ : -
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. Pasal 62 ayat (2) Konsep KUHP perlu di tinjau kembali karena keberadaan

pasal tersebut telah membatasi ruang gerak bagi hakim untuk dapat
menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti ragi bagi korban. Sekiranya
kebijakan legislatif/formulasi yang tertuang dalam Konsep KUHP
diorientasikan juga kepada korban, maka seyogyanya masalafl ganti rugi
diintegrasikan = dalam pasal 62 ayat (3) sekarang sehingga berbunyi
“Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan-hak

yang diperoleh korporasi atau ganti rugi kepada korban (tambahan.dari

- -Penulis) .dapat. dijatuhkan -walaupun tidak tercantum dalam perumusan
-tindak pidana”. Pasal 62.ayat (3) yang ada dalam Konsep KUHP-sekarang

-ini tidak memasukan ganti rugi bagi korban sebagai salah- satu-pidana

tambahan yang dapat dijatubkan walaupun tidak .dirumuskan. dalam
perumusan tindak pidana. Dengan perumusan seperti yang .disarankan.di
atas, maka masalah ganti rugi bagi korban akan tetap dapat dijatuhkan oleh

hakim meskipun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.

. Untuk tindak pidana yang membawa kerugian bagi korban baik kerugian

yang berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan maupun
kerugian akibat tidak dapat menjalankan pekerjaan dalam mencari nafkah,

hendaknya ganti rugi dapat dirumuskan dalam tindak pidana secara

" -altemnatif kumulatif dengan pidana p(_)kokl Adanya "ganti rugi dalam

perumusan’ tindak pidana yang pidanany_a dirumuskan -secara alternatif

kumulatif maka hakim akan dapat mempertimbangkan pemberian ganti

. Tugi bagi korban bersama dengan atau tanpa pidana pokok _lainnya,
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sepanjang hakim memandang bahwa dalam kenyataanya pelaku termasuk
golongan orang yang mampu memberikan ganti rugi kepada korban dan
korban sangat membutuhkannya.

Dalam Konsep KUHP yang ada sekarang (tahun 2000) tidak terlihat
adanya kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban
sementara disisi lain negara memperoleh pemasukan dari adanya pidana
denda: Oleh karena itu harus dipikirkan kemungkinan negara membernkan
.. ganti..rugi. pada korban melalui atau dengan cara déna sebagaian .atau
--seluruhnya-dari pidana denda yang diperoleh diseralikan kepada korban-atau
- dam...tiap-tiap .denda yang dijatuhkan sebagiannya - disimpan - untuk
dipergunakan sebagai persedian dana ganti rugi kepada-kerban-atau seperti
yang ada di negara-negara lain, dimana korban betul-betul membutuhkan ganti
rugi sedangkan pelaku termasuk golongan orang yang.tidak mampu, .maka
negara melalui lembaga/badan yang khusus untuk .itu.menyediakan .dana
kompensasi bagi korban. Adanya kewajiban negara untuk memberikan ganti
rugi (perliﬁdungan) pada korban karena; negara _sebagai. pengayom
kepentingan masyarakat secara keseluruhan memiliki  kewajiban untuk
seoptimal mungkin meningkatkan kesejahteraan warganya. - Keterlibatan
negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan
korban bukan karena negaralah yang I-nemiliki fasilitas-fasilétas umum, tetéiﬁi
juga disertai dengan- dasar pemikiran, bahwa negara berke\;_\rajiban untuk -
memelihara keselamatarr dan meningkatlfan - kesejahteraan warga_mya.

- Terjadinya korban’ kejahatan dapat dianggab gagalnya mnegara dalam
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memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.*® Dalam konteks
masalah santunan terhadap korban tindak pidana, maka negara merupakan

perpanjangan tangan kepentingan dari pihak korban di dalam menghadapi

tertuduh atau pelaku tindak pidana.®' Sementara itu Muladi mengatakan ada

dua alasan mengapa negara harus ikut _bertanggung jawab terhadap
penderitaan/kerugian korban yaitu :

1. Berdasarkan argumen kontrak sosial (social contract argument), bahwa

.negara boleh . dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial - terhadap

--kejahatan -dan-melarang tiﬁdakan—tindakan yang bersifat ‘pribadi.- Maka
-dari-itu -bilamana-terjadi-kejahatan dan membawa korban; maka Tnegara
-juga--harus - bertanggung. -jawab -untuk memperhatikan - kebutuhan -para
korban tersebut.
-.2...Berdasarkan . argumen.. solidaritas sosial (social --solidarity -argument);
.-bahwa negara . harus menjaga warganegaranya . dalam .-memenuhi
kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui
k.exjasamz‘t dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana

yang disediakan oleh negara®.

" Andi Mattalatta, Op. Cit. Hal 37, _

8 Romli Atmasasmita,Penulisan Karya Iimiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban
Tindak Pidana, Badan Pembinaar Hukum Nasional Departemen Kehakiman.RI, 1991-1992, hal.
24, T ’ . ’

2 Muladi Dan Barda Nawawi Arief; Op.Cit hal. 78.
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Sementara itu, Arif Gosita® menyebutkan alasan-alasan utama ganti
kerugian (kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain adalah:
1. Kewajiban negara untuk melindung; warga negaranya,
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
3. Ketidaklayakan pembagian hasil;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat-pada
umumnya.

... Tanggung, jawab negara dalam memberikan ganti. rugi (kompensasi)
pada-korban tampak juga dalam Declaration of Basic-Principles of Justice for
Victims .of Crime -and - Abuse of Power -yang dihasilkan-oleh sidang umum
PBB tanggal .15 Desember 1985, yang antara lain dalam pon-12 menyatakan:

- When .compensation.is not fully avialable from the offender or-other
sources, stales should endeavour.to provide financial compensation to:
(a) .I{ictz'm.s;,..who__ have . sustained significant bodily injury. or .impairment .of
physical or mental health as a resull of serious crimes;
(b) The famil'y, in particular dependants of persons who have died or become
physically or mentally incapdcitated as a result of such victimization. 8
Dengan demikian negara memang ilams ikut bertanggung jawab
terhadap penderitaan para korban karcﬁa negara harus 'mgnse;jahfera_k‘an_

warganegaranya dan negara juga-yang mempunyai tangguhg jé.wab untuk

C B Anf Gosua, Relevansi Vildimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan

(Beberapa Catatan, Ind “Hili- Co, cet. I Jakarta, 1987, hal. 25:
84 United Nation, A Compilation of International Instrumens, Volume I, New York, 1993 hal. 384 ~
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menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika terjadi suatu tindak
pidana yang membawa kerugian dan penderitaan dari salah seorang anggota
warga masyarakat maka itu dapat dikatakan terjafli karena kesalahan atau
kétidakmampuan aparat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakatnya.

Tangguné Jawab negara untuk memberikan ganti rugi terhadap korban
untuk saat sckarang mungkin akan menemui kesulitan karena terbatasnya
kemampuan keuangan negara, tetapi hal seperti ini pernah terjadi juga ketika
-memikirkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun'.atau
lebih, dimana pada saat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mulai
* berlaku, orang juga berpikir bahwa negara tidak mampu menyediakan: dana
untuk itu, namun dalam kenyataannya negara mampu - menyediakan- dana
untuk mémbayar penasehat hukum untuk tersangka. atau terdakwa yang tidak
mampu menyediakan penasehat hukumnya sendiri.

Jika ﬁntuk tersangka atau terdakwa negara mampu.menyediakan.dana
untuk membayar seorang penasehat hukum, rﬁaka negara juga akan mampu
menyediakan dana untuk korban yang betul-betul mengalami penderitaan
akibat dari 7kctidakmampuan negara menjaga kearﬁanah dan 7keselamatén_
warganegaranya. - - -

Hal yang penting untuk dipg:rhatikan dalam _rangka pen;gaturan ganti
rugi bagi kc;rba‘n baik datam 'kebijakan legisiatiffformulasi maupun da}atn

~ kebijakan- ;yudikatif/aplikatﬁf adalah mengenai- tingkat keferlibatan ~atau
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kesalahan korban dalam suatu tindak pidana. Mengenai keterlibatan atau
tingkat kesalahn korban dalam suatu tindak pidana ini perlu dikaji oleh karena
tiap-tiap korban mempunyai peranan yang berbeda-berbeda pada suatu
tindakpidana dan hal ini akan membawa pengaruh terhadap.seberapa perlunya
memberikan ganti rugi pada seorang korban.

Dengan melihat tingkat keterlibatan korban dalam suatu tindak i)idana,
Ezzat Abdel Fattah® mengemukakan beberapa tipologi korban sebagai

berikut:

1. “nonparticipating victims” adalah mereka yang menyangkal atau menotak

kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak - berpartisipasi- “dalam
menanggulangi kejahatan;

2. “latent or predisposed victims” adalah mereka yang mempunyai karakter

. tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu;

3. “provocative victims” adalah mereka yang menimbulkan. kejahatan-atau
yang merangsang timbulnya kejahatan;

4. “particzp.ating victims” adalah mereka yang tidak .peduli: atau perilaku lain
yang'memudahk_an dirinya sendiri: menjadi korban; |

5. “false victims” adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sementara itu Stephen Schafer membag1 t1p010g1 Lorban berdasarkan :

‘ tanggung ]awabnya sebagal benkut

% Ezzat Abdel Fattah, dalam Made Darma Weda, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco Bandung

1995, hal. 205 -
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- “unrelated victims” adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan

apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan

terhadapnya. Dalam hal ini tanggung jawab penuh terletak pada penjahat;

. . “provocative victims” adalah mereka yang merangsang untuk terjadinya

kejahatan. Dalam hal ini tanggung jawab ada pada diri korban dan pelaku;
“participating victims, adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat

sesuatu terhadap pelaku tetapi mereka mendorong untuk terjadinya

...kejahatan. pada dirinya sendiri..Dalam hal ini tanggung jawab. ada. pada
~korban;

.- . “biologically weak -victims” - adalah mereka yang-berdasar bt;,ntuk fisik

~tertentu cenderung -untuk.-menjadi korban kejahatan. Dalam -hal -ini
-tanggung jawab.terletck pada masyarakat atau pemerintah;

- Socially weak victims” adalah. mereka yang karena keadaan.tertentu

. .berada dalam. posisi. yang. lemah.dalam masyarakat. sehingga .cenderung

untuk menjadi korban. Dalam hal seperti ini tanggung jawab ada pada

. pelaku dan masyarakat;

.. “self-victimizing victims” adalah mercka yang menjadi korban karena

perbuatannya sendiri. Dalam hal ini tanggung jawab berada di pihak

korban yang sekaligus bertindak sebagai pelaku;

. “political victims” adalah - mereka yang menjaiii korban karena lawan

- politiknya.

- Dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukglm.g_6

5 Ybid 205-206. o -
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Sedangkan Mendelsohn menyusun tipologo korban sebagai berikut:‘
1. The “completely inoocent victim” or “ideal victim”™
2. The “victim with minor guilt” and “the victim due to his ignorance”.
3. The “victim as guilty as the oﬁ‘énder” and the *“voluntary victim”
4. The “victim more guilty than the offender”:-the "provoker victim ’;, the
“imprudent victim”
3. The “most guilty victim” and the “victim who is guilty alone”.
Q... The. f‘.s'imulatjng. victim .’." and the “imaginary victiJ;n » 87
~Tipologi- lain-dari-korban-adalah yang dikemqkakan oleh~Sellin-dan
Wolfgang sebagai berikut:
L. “primary victimization” yaitu korban dalam bentuk perorangan;
2. “secondary victimization” yaitu korban dalam bentuk kelompok;
3. Tertiary victimization” yang menjadi korban adalah masyarakat luas;-
4. “mutual victimization” yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri;
5. “novictimization” Dalam hal ini korbannya tidak dapat segera diketahui.®®
Paul Zvonimir Separovi'c lﬁenyebutkan Jenis-jenis korban._terdiri dari
korban individual, kolektif, abs_trék dan korban pada diri sendiri. Korban
kolektif misalnya korban kelompc;k sosial, korban suku ﬁangsa, korban .dan'
suatu keyakinan, _korban_ rasial, korbap golongan mino;itﬁ‘s dan lain-lain.
B K;)rban abstfaic ﬁiisalnya korb‘an dgri pelanggara;l terﬁa;iab kefertiban umum,

: s;sperti mengendarai mofor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol.

% Romii Atmasasmita; Penuhsan Karya limiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban .
Tindak Pidana,Qp.Cit. Hal. 11. ] : -
% Made Darma Weda, Opcit hal. 207.
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Korban pada diri sendiri misalnya adalah homoseksual, pemadat narkotik dan
lain-lain.*

Dengan melihat tipologi korban seperti yang dikemukakan di atas,
dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang rnenjé.di korban kejahatan
dapat diberi ganti rugi baik dari pelaku, masyarakat atau dari pemeﬁntah.
Selain itu dengan melihat tipologi korban maka akan dapat diketahui korban
dalam tipologi yang bagaimana yang betul-betul membutuhkan dan-dianggap
..layak .untuk menerima perlindungan yaitu dengan memberikan ganti--rﬁgi
- kepadanya dan korban yang dengan tipologi yang bagaimana yang tidak pcrl_u '
mendapat ganti rugi.

Terhadap korban yang secara sengaja membiarkan dirinya -menjadi
korban atau mereka yang melibatkan dirinya dalam suatu kejahétan‘ yang
menyebabkan mereka menjadi korban dalam kejahatan tersebut .adalah
mereka-mereka yang termasuk kelompok/tipologi korban yang tidak.layak
untuk memperoieh ganti .rugi dari negara. Sebaliknyé, bagi mercka yang
menjadi korBan dari suatu kejahatan lainnya perlu mend:apatkz_m petlindungan
pemerintah/nega_ra dengan jalan memberikan dana konipénsasi korban.

Selain korban yang ditimbulkan oleh suf-ltu tindak pidana, |
pemeﬁntah/pegzira Juga perlu merribe_rikzm p'erh_atiap terhadap _mereka;mereka _
yang menderita akii)at darl upayé'i ﬁeﬁdegahan terjaﬁinyg tindak rpidan‘a se;'ta-

mereka-mereka yang menderita akibat membantu aparat’ penegak hukum

* Iswanto, Ed, Viktimologi, Cet. 1, Universitas Jenderal Soedirman, Purwekorto, 1998, hal. 70.
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dalam penanggulangan tindak pidana serta dalam melakukan penangkapan
terhadap pelaku tindak pidana.

Pemberian ganti rugi (kompensasi) perlu dilakukan terhadap orang-
orang yang menderita akibat membantu pemerintah dalam rangka
pencegahan/penanggulangan tindak pidana atau dalam Vrangka menemukan
dan menagkap pelaku tindak pidana, mengingat sangat terbatasnya
kemampuan pemerintah dalam menyediakan aparat yang menjaga ketertiban

serta keamanan dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam ikut

pemerintah.

~-Persoalan-lain-yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan-korban

- dalam. hukum .pidana. adalah menyangkut pertanyaan -apakah -perlindungan

hukum. kepada.korban.sudah. cukup dengan mengatur - pemberian- ganti rugi

.. (restitusi maupun kompensasi).dan. rehabilitasi seperti.yang. telah . diatur di

dalam hukum pidana positif dan seperti yang ada dalam Konsep Rancangan

- KUHP yang ada sekarang . ataukah masih memerlukan perlindungan hak-hak

lainnya bagi korban.
Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, perlu dipikirkan

kembah mengenai bentuk bentuk keruglan atau pendentaan yang dapat

dlbenkan perlmdungan melalui atau dengan hukum pidana, karena tidak

semua kerugian atau penderitaan - yang d1alam1. oleh korban dapat

‘ _dltanggulangl dengan menggunakan hukum pidana. Hal ini juga berkaitan

dengan apa yang menjadi hak maupun kewajlban dan si korban
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Arif Gosita mengemukakan
adanya beberapa hak dan kewajiban dari orang yang menjadi korban suatu
tindak pidana. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah:*™

Hak-hak korban:

- st korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai

dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf
keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan,
. delikuensi.dan penyimpangan terseBut; |
~ --berhak -menolak-kompensasi- untuk- kepentingan pembqat‘ korban-(tidak
~mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban
meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- . berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- berhak mendapat kembali hak miliknya;
- berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- berhak rﬁendapatkan _pcrlindungaﬁ dan ancaman pihak pembuat korban
bila melapor dan menjadi saksi; N
- berhak mendapatkan penasehat hukur.n;
- berhak mempe'rgqnal_caq upaya hukum (regchtsmia’délén). -
Kev&ajil:;e‘m korbaniada;laih: _ -
- . tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan '(n-la.in-

- hakim sendiri);

® Arif Gosita, Op. Cit. Hal. 52-53.
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berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih
banyak lagi;
mencegah kehancuran si pembuat korban.baik'oleh dirt sendiri maupun
oleh orang lain;

ikut serta membina pembuat korban;

 bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi,
~tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan
: 'pcmbuat..korban;'

-~memberi-kesempatan pada pembuat korban untuk memberi -kompensasi

-pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya- - (mencicil

bertahap/imbalan jasa;
menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Dari beberapa hak dan kewajiban korban yang di sebutkan di.atas,

maka dapat dilihat adanya beberapa hak dan kewajiban.dari.si.korban yang

tidak dapat dituangkan dalam kebijakan hukum pidana antara lain:

hukum pidana karena akan bertentangan dengan proses dan prosedur dalam - -

sistem peradilan pidana. Misalnya dél-aﬁl hal apa seorang pelaku tindak pidana -

untuk menolak menjadi saksi dan hak untuk mempergunakan upaya hukum, -

| hak untuic memperoleh pembinaan;
“hak untuk menolak menjadi saksi;

hak untuk memperguﬁakan upaya hukum.

Hak-hak tersebut diatas tidak dapﬁt dituangkan .di dalam kebijakan

_(pefnbu@t korban) harus membina korban. Demikian juga halnya dengan hak
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jika hak ;ini dituangkan dalam kebijakan hukum pidana akan menyulitkan
aparat peinegak hukum di depan sidang pengadilan untuk membuktikan telah
terjadinyai suatu tindak pidana dan untuk membuktikan kesalahan pelaku
tindak piéiana. Sebaliknya Jika si korban diberi hak untuk mempergunakan
upaya hul;um, maka hal ini akan bertentangan dengan sistem peradilan pidana
yang ada; sekarang dimana si .korban telah diwakili oleh negara. Maka
kepentingfan-kepentingan korbaﬁ' akan diperjuangkan oleh negara melalui

petugas ;:)enyidik.‘ dan...penuntut umum yang sekaligus juga -mewakili

masyarakajt umum-yang-keamanan dan ketenangannya-telah terganggu -oleh -

adanya--tinidak‘pidana, dan dengan demikian dalam proses-peradilan pidana: di
. -Indonesia -itidak memungkinkan untuk memberikan hak untuk- mempergunakan
upaya huk?um.kepada korban.
Dengan melihat - proses peradilan pidana - sekarang - yang -tidak
memben’k;m tempat bagi. korban untuk mendapatkan hak-haknya . maka untuk
masa yaﬁg akan datang perlu dikembangkan suatu kebijakan yang
membc;ikén. kemunglicinan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan
yang waja;r dalam p.rois_es peradilan pidana, Berkaitan dengan hal ini, menurut
Mardjono fl_{elmsodiputﬁ)91 “
korban m‘éul_ melaporkan qasibnya dan beb_as. dari kemungi(inan tekanan-
itéka-lﬂan ataupun‘ ketakutz-m untuk -melép(;r.- Hai yang hampir sama juga
dikemukakéa‘n oleh Barda-Nawawi Arief}?z_dalam"hai korban akan membawa

permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk

9 Mardjono Reksodiputro; Op.Cit. hal. 92.
* Barda Nawawii Arief; Op.Cit. 1998, hal. 67.

pertama-tama harus diciptakan suatu iklim dimana.
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memperoleh bantuan hukum (penaschat hukum) secara cuma-cuma untuk
mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk korban yang meng,;alami
penderitaan secara psikis, harus pula tersedia fasilitas un;uk menampung
“pengobatan” mercka. Khusus bagi mereka yang mengalami tekanan bathin
(korban perkosaan atau penganiayaan) scharusnya dapat disediakan pula
fasilitas khusus dengan penangan oleh ahli-ahli.

Dari semua apa yang diuraikan di atas, ternyata bahwa -dalam
i)erkembangan akhir-kahir ini baik secara nasional rnaupﬁn internasional,-hak-
hak atau kepentingan kc;rban ‘mendapat perhatian yang besar dan oleh karena
itu dalam kebijakan hukum -pidana tKUI~IP) Indonesia kedepan, -hak-hak
korban  harus . -betul-betul -mendapat perhatian guna menjamin -adanya

pemerataan keadilan- dalam - masyarakat. Perhatian -terhadap- kepentingan

korban sudah. barang tentu dengan tetap memperhitungkan keterlibatan korban

... .dalam suatu tindak pidana dan dengan demikian perhatian.terhadap korban

tidak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana, serta
tidak akan fnenycbabkan terabaikannya perhatian .dan.pembinaan ..terhadap

pelaku serta pentingnya perlindungan terhadap masyarakat.




149

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulah.
Dari seluruh rangkaian tulisan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
I.  Dalam - menjawab- permasalahan pertama dapat dikemukakan
sebagaiberikut: |
--a. ~Ketentuan-ketentuan “pidana yang ada ~dalam KUHP ~belum
~mencerminkan-adanya perhatian terhadap-“pcrlindunganr korban.
~Perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana yang-ada-dalam
KUHP hanyalah perlindungan yang bersifat abstrak yaitu
-perlindungan umum kepada masyarakat (korban potensial) Adanya
kemungkinan pemberian ganti rugi kepada.korban.yang .diatur
dalam Pasal 14c ayat (1) tidaklah dimaksudkan untuk memberikan
:p_f.:rlindungan. pada korban melainkan agar térpidana yang. dijatuhi
'pidana bersyarat/pidana _percobaan tidak menjalani pidana penjara
.yang telah dijatuhkan oleh hakim.
b Usaha untuk membenkan perhatlan pada korban telah mu1a1 terllhat
dalam kebljakan legislatlf/fonnulam hukum pidana posmf di
Indonesia sejak -mula1 d1c1ptakannya/d1berla}(ukannya undang-
undang - tindak pidané khqsus, seperti Undang—undang Tindak

Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang
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Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971 dan
UU No. 31 Tahun 1999), Undang-undang No 23 tahun 1997,
Undang—undang No. 8 tahun 1999 serta dalam Undang-undang No.
26 tahun 2000.

c. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan
legislatif/formulasi hukum pidana p_ositif' saat ini dalam -hal-hal
tertentu  (yaitu dalam tindak pidana khusus) telah mulai
memperhatikan kepentingan korban.tetapi di dalam KUHP-yang
menjadi induk hukum pidana belum mengatur kepentingan korban,
maka dapat dikatﬁkan bahwa ketentuan-ketentuan' pidana secara

umum belum memberikan perhatian pada kepentingan korban,

2. Kebijakan aplikatiffyudikatif saat ini masih kurang memberikan perhatian
pada kepentingan korban terutama yang menyangkut ganti.rugi-.atau
memperbaiki segala kerusakan akibat dari tindak pidana. Hal ini terlihat
dari kura‘ngnya bahkan dapat dikatakan sangat sedikit. putusan hakim yang

. memernntahkan untuk membayar gaﬁti rugi kepada korban. Ganti rugi
yang ada dalam putusan he;kim selama ini diberikan kepada korban karena
ada gugﬁtan dan korban sendiri melalui. permohonan penggabungan
gugatan ganti kerugian daiam pé‘rkara pidana, jadi bukan karena inisiatif .
haici-m- berdasar kewenangannya untuk membe_rikan ganti rugi kepada

- -korban (individual). ‘Selair.‘l itu- ganti rugl- atau perintah membayar uang

pengganti untuk korban kolektif-pun (untuk negafa) hanya sedi_icit yang - -_ '

- {UPI-PUSTAK-URDIP
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dituangkan dalam kebijakan yudikatif/aplikatif, Kurang adanya perhatian
terhadap kepentingan korban khususnya dalam hal memberikan ganti rugi
pada korban dﬁlam kebijakan -yudikatif/aplikatif tidak teriepas dari
kurangnya  perhatian terhadap korban di  dalam kebijakan
legislatif/formulatif khususnya dalam KUHP yang berlaku sekarang.
. Perﬁndungan korban dimasa yang akan datang akan terus mendapat
perhatian baik dari para ilmuwan maupun dari pemerintah. Hal ini sejalan
-besarnya pérhatian- masyarakat internasional terhadap perlindunganvi(orban
-~ kejahatan. Oleh-karena itu maka ruang lingkup perlindungan korban yang
~-periu dituangkan- dalam kebijakan legislatif dirﬁasa yang akan datang
~meliputi- pisik (materil)-maupun - perlindungan psichis-{moril) dengan
- -memberikan pelayanan/rehabilitasi-kepada korban, Secara-konkrit -hal-hal
tersebut sebagai berikut:
..-a. . pengaturan pemberian.ganti.rugi oleh pelaku kepada korban;
b. pengaturan pemberian ganti rugi oleh negara kepada korban;
C. pe_ﬁggunaan pidana denda untuk kepentingan korban;
d. pengaturan_ pembayaran ganti rugi kepada korban dengap cara
mencicil sesuai dengan kemampuap pelaku;
e. pengaturaq téntang hak dan'kewajiban korban; _
£ p‘embént-ul;ar'l iembaga perlindungan korbaﬁ baik‘ oleh pemerintah

maupun oleh masyarakat/swasta; ‘
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B. Saran.

1. Alasan KUHP yang berlaku sekarang, tidak diatur mengenai ganti rugi
sebagai salah satu jenis pidana . Hal ini menyebabkém tidak adanya
kemungkinan bagi korban tindak pidana untuk memperoleh ganti
kerugian. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan orang-orang yang
menderita akibat dari suatu tindak pidana, maka perlu diadakan

- pembaharuan -ketentuan pidaﬁa yang ada dalam KUHP.- Pembaharuan

- yang mungkin dilakukan untuk saat sekarang adalah dengan-mengadakan
perubahan -sécara ‘parsial  terhadap ketentuan yang ada baik dengan
megadakan perubahan redaksi maupun isi pasal 10 KUHP yang mengatur
tentang jenis-jenis pidana dengan menambahkan ganti rugi sebagai -salah
satu jenis pidana tambahan.

2.. Dalam kebijakan yudikatif/aplikatif hukum pidana -sekarang.-terlihat
kurang adanya perhatian pada kepentingan korban. Oleh karena itu

disarankan kepada para hakim untuk lebih banyak ‘memberikan perhatian

percobaan/pidana bersyarat dengan cara selalu menetapkan adanya syarat
khusus berupa pembayaran ganti kerugian disamping adanya syafat—syarat

! . Umuim.

(U8

Sesuai dengan perkembangan yang- terjadi akhir-akhir ini, dimana

kepentingan korban tindak -pidana semakin mendapat perhatian, maka

Bangsa-Ind(;nesia -yang memihiki Sila Ke_manus_-iaan yan’g-i Adil dan ~

T pada kepentingan para korban apabila akan menjatubkan pidana




153

Beradab, dalam kebijakan legislatif yﬁng akan datang hendaknya

memberikan perhatian yang besar terhadap kepentingan korban. Hal vang

perlu mendapat perhatian terutama dalam rangkd menghadapi pembahasan
terhadap Konsep Rancangan KUHP Nasional yang baru.

- adanya kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa
ganti rugi untuk korban terhadap semua delik yang menimbulkan
kerugian bagi korbannya.

- Kompensasi yang harus dibayarkan oleh ﬁegara apabila ganti rugi

tidak mungkin diperoleh dari pelaku.
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